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Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang
tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung
halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
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PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada

halaman berikut:

Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif _ Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik diatas)
d Jim J Je
d Ha H Ha (dengan titik dibawah)
d Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas
J Ra R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
ol Sad S Es (dengan titik dibawah)

Vi




ol Dad D De (dengan titik dibawah)
b Ta T Te (dengan titik dibawah
h Za Z Zet (dengan titik dibawah)
g ‘Ain ¢ Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

o Fa F Ef

it Qof Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

p Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

o Ha H Ha

s Hamzah 0 Apostrof

T Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda

Nama

Huruf latin

Nama

|

Fathah

A

A

Vi



)

Kasrah 1

i

Dammah U

U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Ai Adanl
gy Fathah dan wau Au AdanU
<X : kaifa
Jd3a : haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nara Huruf dan Nama
huruf tanda
_— Fathah dan alif atau B a dan garis
Sii.. | e ya a diatas
Pe Dammah dan wau 1 idan garis atas
Contoh
&ila - mata

Ta marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang hidup atau mendapat

harakat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan fa marbiitah yang

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang menggunakan
kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbiitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h). Contoh:

R& al-hikmah
Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda Tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan
ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

B3y Rabbana
Jika huruf ¢ ber-fasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah () maka

ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
e . ‘AlT (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif lam
ma ‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik
ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti
bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

il : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

G346 : ta’ murina
R s syai’un
Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan

menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an



10.

(dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: A/-
Sunnah qabl al-tadwin
Lafz al jaldlah (V)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:
i o - dinullah
AL - billah

Adapun ta marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalalah, ditransliterasi
dengan huruf [¢]. Contoh:
MAR2 588 hum fT rahmatillah
Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (A4// Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama
pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa ma Muhammadun illa r



ABSTRAK

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya perbedaan agama
menjadi pengahalang seseorang menerima warisan.didalam Al-Quran maupun hadis
tidak membenarkan non muslim mempusakai harta orang-orang muslim dan adanya
larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam pembagian warisan semestinya anak
mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya namun dikarenakan anak ini berstatus
non muslim maka secara Islam anak yang non muslim ini terhalang mendapatkan
warisan karena perbedaan agama.

Mengenai kasus yang dianalisis oleh penulis terkait pemberian wasiat wajibah
terhadap anak kandung yang non muslim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara
No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus
bagi anak kandung non muslim dengan menggunakan pendapat Imam Ibnu Hazm dan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005. Penelitian ini
bertujuan untuk persoalan pokok yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara
No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr); 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan
wasiat wajibah kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No.
1694/pdt.G/2019PA.Jpr); Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama
Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di
Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana
yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Pengadilan Agama Jepara
tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2)
KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam. Dan juga terdapat kerancauan
dalam mengambil pertimbangan menggunakan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS
VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya menentukan bahwa
hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda
agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat yang dimaksud oleh MUI adalah wasiat
pada umunya yaitu wasiat yang atas kehendak dari pewasiat sendiri tanpa ada paksaan
dari pihak lain.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Hak Warisan, Kompilasi Hukum Islam
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ideologi Pancasila telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk saling menghormati
dan toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat dalam masyarakat Indonesia yang
memiliki kebebasan dalam memeluk agama, sikap saling menghormati dan toleransi
inilah yang menjadikan Indonesia memiliki masyarakat beraneka ragam suku dan agama
yang hidup berdampingan dengan damai, dan tak jarang ditemukan anggota keluarga
yang memiliki agama berbeda.!

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (pluralistic society),
kemajemukan bangsa sebenarnya dapat dipandang sebagai berkah, namun
kemajemukan itu sendiri dapat menimbulkan sumber konflik dan perpecahan. Salah satu
masalah yang bisa saja muncul karena perbedaan adalah pembagian warisan dalam
ranah hukum keluarga. Perbedaan cara pandang ketika hendak memberikan bagian
waris jika tidak disikapi dengan bijak dapat memicu pertikaian.> Hukum waris yang
diterapkan di Indonesia secara historis memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem hukum
adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini diterapkan
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hukum adat diterapkan bersamaan dengan
kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam diterapkan sejak masuknya agama
Islam di Indonesia. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan sejak VOC menerima
kekuasaan untuk berdagang dan “mengusai” kepulauan Indonesia pada tahun 1602.°

Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting. Namun
dalam penerapannya, hukum Islam di Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek
sosiologis bangsa Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Islam memiliki hubungan

yang bersifat organik sebagai kewajiban masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan

! Zulfia Hanum and Alfia Syahr, “Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial
Masyarakat,” Holistik 1, no. 16 (2016): 1.

2 Sidik Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di
Indonesia” (2013): 1-2, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9416.

* Muhammad Daud Ali, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), 208-209.



mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.* Oleh karena itu pembangunan dan
pengembangan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar RI 1945 agar tercipta hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan
kemanfaatan.’

Hukum kewarisan merupakan hukum bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia,
akan tetapi perbedaan sosial dan budaya pada setiap negara menjadikan perbedaan suatu
hukum yang akan diterapkan. Hal itulah yang menyebabkan perlunya usaha serius untuk
mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum waris, agar terbentuk
hukum waris yang adil sesuai dengan kultur budaya yang ada.® Sistem hukum kewarisan
dalam Islam berlaku apabila terdapat sebab-sebab kewarisan, yaitu hubungan
kekerabatan dan perkawinan. Ada tiga Rukun kewarisan: Pertama, Orang yang
mewariskan (muwarris), kedua, Orang yang mewarisi (ahlu waris), ketiga, Harta yang
ditinggalkan (maurus)’. Secara umum, hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk
kepada KHI yang sesuai dengan hukum faraid dalam Al-Qu’an dan Hadis. Akan tetapi,
KHI yang merupakan ijtihad ulama' sebagai sebuah produk figh Indonesia, sudah
mengalami penyesuaian terhadap konteks keadaan masyarakat. Sebagai contoh,
pemberian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat atau orang tua angkat dengan
wasiat wajibah.® Padahal dalam figh klasik wasiat wajibah diberikan kepada kerabat
yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Problem yang bisa muncul terkait dengan harta warisan yakni ketika terjadi
perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan agama dalam satu anggota
keluarga di Indonesia sering dijumpai, meskipun dalam aturan KHI sendiri melarang
adanya pernikahan beda agama di Indonesia, namun faktanya masih saja ada yang
mempraktikkan menikah antara seorang muslim dan non muslim, pada akhirnya anak-

anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini juga memeluk agama yang berbeda

4 Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan
Kontekstual,” JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities) (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 29.

5 Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia.”

® Nadila Fahriana, “Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS
PUTUSAN MA NO.331 K/ AG/ 2018)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 1.

7 Fahriana, “Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Di Tinjau Menurut Hukum Islam (ANALISIS PUTUSAN
MA NO.331 K/ AG/ 2018).”

8 Nabil Asrof, “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak,” Journal of Physical Therapy
Science 9, no. 1 (2018): 2.



satu dengan lainnya, sudah pasti akan menimbulkan perbedaan dalam hal cara membagi
harta waris.’

Norma hukum Islam menyatakan perbedaan agama antara ahli waris dengan
pewaris menyebabkan terhalanganya ahli waris menerima harta warisan, berdasarkan

Q.S An-Nisa ayat 141 dan Hadis Rasulullah SAW:

N 6 &7 o ¢ C"’ V‘Q SIEQNTE V§v &5 ¢ .U&
PR AR CUPEY 2 Y BPE S SIS T SSSR SIS &1 G 5 ;J /“‘ e §

ARA 3’\««:
“(vaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu.
Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami
(turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka
berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang
mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat.

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang
beriman.”

BLA s DB b et BB s G\ B ) e R
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“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin
Utsman dari Usamah bin Zaid v.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat

mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim "

Dalam ayat tersebut jelas bahwasanya Allah melarang orang mukmin tunduk
dengan orang kafir dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka (kafir) untuk
menguasai orang mukmin. Berdasarkan Hadis diatas bahwa Rasulullah SAW melarang
orang muslim mewarisi kepada non muslim dan sebaliknya juga orang muslim tidak
bisa mendapatkan warisan dari non muslim. Namun, dalam menyikapi hal ini, Hakim
di Indonesia bisa melakukan Ijtihad dengan mempertimbangkan asas keadilan dan

kemanusiaan dengan memberikan bagian harta warisan bagi ahli waris non muslim

® Tono, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia.”
19 Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu, Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 11.



melalui wasiat wajibah.!! Dalam hal ini, wasiat wajibah bisa menjadi salah satu cara
sebagai tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda seseorang ke
orang lain dengan cara yang sah, atau sebagai pemindahan harta warisan kepada ahli

waris yang tidak mendapatkan warisan karena suatu halangan syara’.!?

Kata wasiat diambil dari kata bahasa arab yaitu wasaitu syausyihi berarti
ausaltuhu yakni aku menyampaikan sesuatu. Dalam istilah syara’, wasiat adalah
pemberian berupa harta benda, hak atau kepentingan dari seseorang kepada orang lain
atas harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian fugaha mendefinisikan
bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah
pemberinya meninggal dunia.'® Wasiat bisa juga diartikan sebagai nasehat-nasehat atau
kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa
kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan setelah dia meninggal dunia.'*
Secara bahasa, Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang
didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia sejalan kebaikan tanpa
menuntut imbalan atau tabarru’.'> Menurut Al-jaziri dalam pandangan empat Imam
Mazhab, Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali memberikan ulasan bahwa wasiat adalah
suatu transaksi yang dimana mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak
memiliki sepertiga harta wasiat dari orang yang memberi wasiat setelah orang yang

memberi wasiat meninggal. '®

Secara hukum adat, wasiat yang dikemukakan oleh Eman Suparman adalah
pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang yang
tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu
meninggal dunia.!” Wasiat dalam hukum perdata (BW) disebut dengan testamen yang
diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam Pasal 875 BW dikatakan bahwa surat

wasiat (festamen) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang

" Hanum and Syahr, “Wajibah Sebagai Wujud Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat.”
12 Tbid.

13 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 354.

14 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 84.

15 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 23.

16 Abdurrahman al-jaziri, Al-Fighu Ala Madzhibil Arba’ah, Juz 1V. (Beirut: Darul Fikri, 1982), 327.

17 Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), 93.



diinginkan setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang

menyatakan wasiat itu.'®

Hukum wasiat pada dasarnya diklasifikasikan kepada dua bentuk yaitu : pertama,
Wasiat yang bersifat ta’abbudi yaitu wasiat yang wajib dilakukan karena berhubungan
dengan kewajiban-kewajiban pewasiat. Seperti halnya hutang yang belum dilunasi,
maka ketika pewasiat memberi wasiat kepada orang lain untuk membayarkan hutang
dengan harta yang ditinggalkannya, wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan akan
mendapatkan dosa bila wasiatnya tidak dilaksanakan. Kedua, Wasiat yang bersifat
ikhtiyariyah yaitu wasiat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kemauan
pewasiat atau pemindahan harta benda dari pewasiat kepada orang lain dengan sukarela.
Dalam hal ini wasiat hukumnya bisa sunnah, makruh, mubah dan haram, tergantung
dengan apa yang diwasiatkan dan tujuannya.'® Adapun dasar hukum wasiat, sebagai

berikut :

Q.S. Al-Bagarah 180

i Oyl Gl il agduris 85 8 3 30T Sas 13 S o
" “ i:f; “
“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu,

Jjika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orvang tua dan karib kerabat
dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

S s

Q.S. Al-Maidah 106 :
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan

18 Soebekti and Tjipto Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnay Paramita, 2003), 232.

19 Zakiyatul fata Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010)” (Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam - Banda
Aceh, 2017), 2, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/1/Skripsi Zakiyul Fata Zuhri SHK 2011.pdf.



(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya
kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya
bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan
mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak
menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk
orang-orang yang berdosa.”

“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah
saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang
mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga
hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan
separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan
sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu
tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan
mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada
orang. (Muttafaq Alaih). "’

Dalam ayat al-Quran al-Baqarah ayat 180 mengajak umat manusia untuk
berwasiat apabila tanda maut sudah mendekati, ayat 180 surat al-Bagarah mewajibkan
kepada umat manusia untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan jalan
kebaikan. Ayat 106 surat Al-Maidah menjelaskan tentang pentingnya berwasiat
disaksikan oleh kedua orang yang sudah dewasa. Sebab kemungkinan seseorang
meninggal secara mendadak, sebab itu ulama Syafi’i mengatakan bahwa tidak ada
kehati-hatian dari seorang muslim, kecuali wasiatnya ditulis atau disaksikan jika dia
memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, sebab dikhawatirkan apabila dia tidak
menulis atau disampaikan keseorang saksi maka wasiatnya tidak akan terlaksana.
Selanjutnya Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan batasan berwasiat maksimal

sepertiga dari harta yang ditinggalkan.?!

20 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari, jus 3. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1981).
2l Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris, ed. M. Syukuri Albani Nasution,
pertama. (Medan: CV.Manhaji, 2015), 112—-113.



Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia,
terutama masyarakat muslim. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri
dari berbagai suku dan agama. Keberadaan wasiat dalam hukum keluarga terutama pada
hukum keluarga Islam yang dihubungkan dengan kewarisan tentu memiliki kedudukan
yang sangat penting. Pentingnya hukum Islam mengawal keberadaan wasiat terasa
keberadaanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan keluarga atau bahkan
masyarakat.”?> Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara
materiil dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Wasiat hanya diatur dalam KHI sebagaimana
termuat dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu
Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pasal 194 sampai 208 mengatur tentang wasiat
biasa, sedangkan Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus untuk anak angkat dan
orang tua angkat yang disebut dengan wasiat wajibah.?* Kompilasi Hukum Islam (KHI),
menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling
berwasiat. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat
dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang
tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Adapun sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan disebabkan karena
membunuh dan memfitnah (Pasal 173 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI).?
Sedangkan menurut Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan
bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk penghalang kewarisan.

Selanjutnya perbedaan agama juga menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris

22 Fitriatul Awaliah, “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinnya Dengan
Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013), 2.

2 Mohammad Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim” (Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2020), 71.

24 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan
(Jakarta, 2011).

% Ibid.

26 Kamarudin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara
No.16K/AG/2010),” MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 25, no. 2 (2015): 7.



dari orang lain yang berbeda agamanya, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ahli waris adalah orang yang saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.?’

Meskipun dalam aturan norma hukum Islam melarang adanya hubungan
kewarisan antara seseorang yang berbeda agama, namun dalam kenyataannya seseorang
yang non muslim masih terbuka peluang mendapatkan bagian harta yang diambil dari
warisan seorang muslim. Sebagaimana tertuang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, pada pokoknya
menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-
orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama

hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.?

Selain itu, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jepara No.
1694/pdt.G/2019/PA.Jpr mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa wasiat wajibah
wajib diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan, baik
karena terhijab oleh ahli waris lainya maupun karena perbedaan agama. Bagian harta
yang diterima anak non muslim dalam putusan Pengadilan Agama Jepara No.
1694/pdt.G/2019/PA.Jpr sama besarnya dengan anak pewaris yang beragama muslim.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian skripsi
dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAIJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara
No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah

kepada non-muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr) ?

27 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

28 Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Jepara No
1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr” (Jepara, 2019), 46.



2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap putusan wasiat wajibah kepada non-

muslim di Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019PA.Jpr) ?

C. Tujuan Penulisan

1.

Untuk mengetahui Dasar Putusan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam
menjatuhkan Putusan wasiat wajibah kepada Non Muslim.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap

pemberian wasiat wajibah untuk Non Muslim.

D. Manfaat Penelitian

1.

Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran hukum
wasiat wajibah.

Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain
yang ingin meneliti di bidang wasiat wajibah dan bagi para pembaca hasil penelitian
ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hukum wasiat wajibah.
Manfaat akademis

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan,

khususnya dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk

dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian

terhadap berbagai penelitian yang hampir serupa sehingga menemukan perbedaan fokus

penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, serta dapat

membuktikan keoutentikan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, skripsi

yang di tulis oleh Zakiyatul Fata Zuhri yang berjudul “Wasiat Wajibah Kepada Isteri

Yang Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung

No.16k/Ag/2010)”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemberian wasiat wajibah

kepada isteri yang non muslim, bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang
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isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam putusan Mahkamah Agung
No.16K/Ag/2010 hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan di
antaranya yaitu, mengingat bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama
yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri kepada
suaminya. Kemudian perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada Kantor
Catatan Sipil dengan Kutipan Akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 yang secara
ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun
Undang-Undang No.l Tahun1974. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengacu pada
pendapat salah seorang Ulama Kontemporer Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan
bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun
dan damai tidak dapat dikategorikan Kafir Harbi. Sehingga atas dasar pertimbangan—
pertimbangan tersebut Maka patut dan layaklah isteri yang berstatus non muslim
memperoleh bagian harta peninggalan suami dengan jalan Wasiat Wajibah. Hal tersebut
juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU.
No.48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”.?’ Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis,
sebab penelitian sebelumnya membahas tentang wasiat wajibah kepada istri yang non
muslim dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai wasiat wajibah kepada anak
kandung non muslim. Penelitian penulis tidak hanya memfokuskan penelitian terhadap
hukum Islam tetapi juga membahas pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim

dalam menjatuhkan putusan pemberian wasiat wajibah untuk anak non muslim.

Kedua, Kamaruddin dengan jurnal yang berjudul Penerapan Wasiat Wajibah Bagi
Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010). Dalam jurnal ini
Kamaruddin menyimpulkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat
wajibah adalah berdasarkan asas keadilan, dimana suami istri telah lama rukun dan
damai dalam membina suatu keluarga. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas
kontemporer adalah demi terciptanya kedamaian yang berorientasi kepada

kemaslahatan. Artinya dengan diberlakukan wasiat wajibah terhadap ahli waris non

29 Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan
Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).”
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muslim akan memberi sedikit ruang dalam pemenuhan hak-haknya yang terhalang
menurut hukum Islam dan KHI. Hal ini berarti bahwa seharusnya penemuan hukum
oleh hakim lebih beorientasi pada keadilan dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat,
sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi barometer pada pengadilan tingkat
pertama dan banding dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.
Selanjutnya, diharapkan kepada pemerintah segera membuat UU yang mengatur tentang
wasiat wajibah yang lebih komprehensif sebagai kebutuhan dalam menjawab tuntutan
perkembangan zaman terutama bagi ahli waris non muslim.>* Berdasarkan hal ini
penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis bukan
hanya membahas pandangan wasiat wajibah melalui hukum Islam tetapi juga membahas
dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menjatuhkan

putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim.

Ketiga, Muhammad Rinaldi Arif tulisan yang berjudul Pemberian Wasiat Wajibah
Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). Rinaldi menyimpulkan bahwa
konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak
mendapat bagian warisan karena ada hijab yang menghalanginya, sedangkan menurut
KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan
rasa kemanusiaan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, konsep
wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk
ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan
dan perlindungan hukum. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama
dalam putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan bagian atau porsi terhadap ahli
waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang
berkedudukan manakala ia beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian
wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian warisan, dan dengan demikian apabila pewaris
hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, maka ahli waris beda agama
tersebut kemungkinan besar mendapat bagian lebih dari 1/3 bagian warisan, dan apabila

bagian wasiat wajibah itu melebihi bagian maksimal 1/3 bagian warisan, maka akan

30 Kamarudin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara
No.16K/AG/2010).”



12

batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung
sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi
ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang
telah tertera dalam Al-Qur*an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi
ahli waris yang Islam.>! Berdasarkan hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian
penulis, penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan fikih Islam dan
Yurispudensi Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang
tinjauan hukum Islam dan pandangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam

menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non muslim serta pertimbanganya.

Keempat, dalam skripsi Fitriatul Awalliah yang berjudul “Analisis Konsep
Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevanisnya dengan Kompilasi Hukum Islam”.
Dalam skripsi ini Fitriatul menjelaskan bahwa wasiat wajibah menurut Imam Ibn Hazm
dan kompilasi hukum Islam tidak sejalan, dalam pemikiran Ibn Hazm menjelaskan
bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang yang masih memiliki
hubungan darah. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam mengatur bahwa yang
menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat dengan batasan
maksimal 1/3 dari harta warisan si pewaris. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya bahwa
yang berhak menerima warisan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah

dengan dalil sebagai berikut :

e\

L
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda)

maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Dalil diatas Ibnu Hazm mengambil kesimpulan bahwa wasiat diwajibkan kepada

mereka yang sebagai ahli waris atau orang yang memiliki hubungan darah memiliki

3! Muhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wasiat Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan
Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),” DE LEGA LATA: Jurnal
Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017).
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sebab terhalanngnya seorang ahli waris menerima warisan dari pewaris.>> Berdasarkan
hal tersebut, tentu saja berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penulis
sebelumnya menulis wasiat wajibah berdasarkan prespektif Ibn Hazm, sedangkan
penelitian penulis membahas tentang wasiat wajibah dipandang melalui hukum Islam
dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah untuk anak non
muslim.

Kelima, skripsi yang berjudul “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,
Malaysia dan Irak” yang ditulis oleh Nabil Asrof Uneversitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan terhadap persamaan dan perbedaan
wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia, dan Irak. Yang memiliki tiga persamaan yaitu
definisi, kadar serta tujuan dan manfaatnya dan tiga perbedaan yaitu penerima wasiat
wajibah, sumber hukum serta kedudukan hukumnya. Di Indonesia sumber hukum yang
digunakan atau mengacu pada maslahah mursalah, sedangkan di Malaysia dan Irak
mengacu pada pendapat Ibn Hazm dari mazhab azh-Zhahiri yang mewajibkan wasiat
kepada kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.** Berdasarkan hal ini tentu
berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pandangan hukum Islam
dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah yang diberikan kepada anak yang non
muslim pada putusan hakim di Pengadilan Agama Jepara.

Dari hasil kajian pustaka-pustaka yang telah penulis cantumkan diatas memang
sudah menyinggung tentang wasiat wajibah. Tetapi tujuan dan sudut pandang yang ingin

diteliti oleh penulis tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu aktivitas ilmiah untuk
menemukan kembali pengetahuan yang benar. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian
hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

tertentu yang ditujukan untuk mempelajari suatu permasalahan hukum tertentu.®*

32 Awaliah, “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm Dan Relevansinnya Dengan Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia.”

33 Asrof, “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia Dan Irak.”

34 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. M.H Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS,
2018), 47.
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Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field research). Tujuan dari

penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara jelas tentang latar keadaan

masalah yang terjadi dan interaksi lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode

kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih

meneliti substansi makna. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang

kaya atas fenomena, metode kualitatif mendorong atas pemahaman suatu peristiwa

dengan begitu penelitian kualitatif tidak hanya mendapatkan gambaran atau penjelasan,

namun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.*

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu

penelitian yang bermaksud melihat pengimplementasian suatu teori, konsep, asas
hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan
menggunakan sumber hukum bahan hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian, teori hukum dan
pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan
penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Karena
penelitian ini hanya tertuju pada peraturan hukum yang tertulis atau bahan-bahan
hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, karena
penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang di
perpustakaan.’® Oleh karena itu, Penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif;
selaras dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang putusan wasiat wajibah di
Pengadilan Agama Jepara No. 2694/pdt.G/2019/PA.Jpr.
Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam
mengumpulkan data, oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah data primer,

data sekunder dan data tersier.

35

Yoni

Ardiyanto, ‘“Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” accessed January 23, 2022,

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/atikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html.

36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
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a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan
sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer
yang di maksud di sini adalah putusan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Jepara
No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr.

b. Data sekunder, merupakan data penunjang seperti peraturan perundang-undangan
Kompilasi Hukum Islam, studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan
teori yang bersumber dari buku literatur figh dan karya ilmiah lainnya, serta
wawancara yang berkaitan dengan wasiat wajibah, pengelolaan wasiat wajibah, dan
pelaksanaan wasiat wajibah yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan
penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum informasi penunjang dari hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal-jurnal, karya
ilmiah, ensiklopedi, kamus dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data
yang valid dan lengkap sehingga penulis menggunakan beberapa metode di antaranya

adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan
melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh
orang lain tentang subjek. Menurut Bugin bahan dokumen berbeda secara gradual
dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan
dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan
dokumenter. Seperti data yang tersimpan di website, dokumen pemerintah dan swasta,

foto, dan lainnya.’’

b. Wawancara

37 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), 153.



16

Wawancara (interview) dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan hakim yang menentukan yuridis putusan wasiat wajibah

Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr.

4. Metode Analisi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu
menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisis sehingga dapat
ditarik kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam proses
mencari data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan

dianalisis bersama dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud
menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya
hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat. Alasan penulis
menggunakan metode deskriptif analisis dalam penelitian ini karena untuk
memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian, setelah data
terkumpul penulis akan menganalisis terkait Wasiat Wajibah untuk Non Muslim (Studi

Keputusan Pengadilan Agama Jepara No. 1694/pdt.G/2019/PA.Jpr).



BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN WASIAT WAJIBAH

A. Kewarisan Islam

1. Hukum Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang

1.>® Waris menurut hukum

berhak menerima harta pusaka dari orang yang meningga
Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan
seseorang yang meninggal dan diberikan kepada seseorang yang sebagai ahli warisnya.
Hukum waris juga disebut dengan faraid yaitu bagian harta tertentu yang dibagi menurut

agama Islam kepada orang yang berhak menerima harta tersebut.>

Menurut istilah hukum waris adalah kaidah-kaidah atau azas-azas yang mengatur
proses berpindahnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang
meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup serta memiliki hubungan darah.
Pendapat Soepomo mengenai hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses
memindahkan serta meneruskan barang harta benda pusaka dari seseorang kepada
seseorang lainya yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan. Hilman
Hadikusumah dalam bukunya menuliskan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan
dari orang yang telah meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah

dibagi-bagi atau masih dalam keadaan utuh.*°

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) hukum kewarisan adalah
“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa

3 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: balai pustaka, 2001),
1386. Kata “waris” secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab yakni warisa-yarisu-warsan, irsan atau turas, yang
berarti “memusakai”, istilah kata waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar” atau “bagian.”® Sedangkan secara
terminologi hukum, pewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan,
dengan menetapkan bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Baca : Alfian
Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Program Pasca Sarjana UIN
Sunan Kalijaga (2016): 67.

3 Warson Ahman and Perangin Effendi, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali pers, 2008), 3.

40 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris.
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bagiannya masing-masing”.*! Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda
“hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan
karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan
oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik
dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka
dengan pihak ketiga.** Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain adanya
hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut
pembagian dari harta warisan. Hal ini berarti bila ada ahli waris yang menuntut haknya

di Pengadilan maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainya.*’

2. Syarat-Syarat dan Rukun Warisan
Dalam hubungannya pembagian warisan, ada beberapa syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan

sebagian ada yang berdiri sendiri.
Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut :

a. Matinya muwarris (orang yang mewariskan), sebagai akibat kematian muwaris
adalah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan
persyaratan tertentu.

b. Hidupnya waris (ahlu waris) di saat kematian muwaris.

c. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan dia benar-benar hidup
pada saat pewaris meninggal dunia.** Syarat ini penting bagi mereka ahli waris yang
mauquf (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan
ibunya.

d. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.*’

4 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

42 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris.

4 Wahyuni Afidah, “Sistem Waris Dalam Prespektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5 (2018): 156.

4 QOrang tua wajib memberikan nafkah anak selaku ahli waris sesui kemampuannya berdasarkan pasal 868
KUH perdata. Jika orang tua tidak mampu memberikan nafkah kepada anak maka digantikan dengan kerabat lainnya
yang berhak mendapatkan warisan. Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Figh
Dan Perundang-Undangan Indonesia,” JURNAL IQTISAD 7, no. 1 (2020): 7,16.

45 Anak yang dapat memperoleh hak warisan adalah adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dengan
ayah biologisnya atau disebut dengan anak sah. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat
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e. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang
menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani’ul irtsi yaitu

perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga yaitu :

a. Al-muwarris, yaitu orang yang meninggalkan hartanya atau orang yang mewariskan
hartanya.

b. ahlu waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan
kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda),
atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

C. Al-maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya

perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.*

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, berarti orang-
orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang berhak menerima
harta benda peninggalan seseorang pewaris adalah seseorang yang memiliki hubungan
kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris.*” Kompilasi Hukum Islam pasal 171
huruf (c) memandang ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.*® Menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah
“keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar

perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup telah hidup lama. Bila keluarga sedarah

sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai
aturan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan anak hasil zina terhalang nasabnya sehingga hilang haknya untuk
memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya.Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa,
“Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” [jtihad: Jurnal Wacana
Hukum Islam dan Kemanusiaan 20, no. 2 (2020): 2.

46 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris.

47 Shofiana Isria, “Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada
Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia” (UIN Walisongo Semarang, 2017), 39-40.

48 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
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dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan
menjadi milik negara”.*

Ahli waris berhak memiliki secara sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu ahli
waris masih hidup pada saat kematian pewaris, tidak ada hal yang menghalangi secara
hukum untuk menerima warisan dan tidak terselubung atau tertutup oleh ahli waris yang
lebih dekat.’® Ahli waris mempunyai hak dan kewajiban setelah kematian pewaris.
Adapun hak tersebut adalah menerima warisan secara utuh, yang dapat dilakukan secara
tegas atau dengan cara lain. Hak untuk menukar, menerima atau menolak warisan
tersebut, hal ini biasa terjadi ketika harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk
membayar hutang-hutang yang ditanggung di masa hidupnya. Atau dengan cara lain
dalam syariat Islam membolehkan ahli waris tidak menerima bagian warisannya lalu
bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lebih membutuhkannya, hal ini disebut
dengan al-takharuj min al tirkah.”'

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ahli waris memiliki kewajiban terhadap
pewaris, kewajiban tersebut meliputi :

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

b. Menyelesaikan baik hutang-hutangpengobatan, perawatan, termasuk kewajiban
pewaris maupun penagih piutang.

c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. >2

4. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua macam, yaitu ahlli waris sababiyah dan ahli waris
nasabiyah. Yang dimaksud dengan ahli waris sababiyah adalah hubungan kewarisan
yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah (musaharah) dan

memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena adanya perjanjian tolong

4 Soebekti and Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

50 Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004).

51 Bahri Syamsul, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya
Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana, 2015), 80.

52 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
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menolong. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaan terjadi

karena hubungan darah. Ahli waris nasabiyah dibedakan menjadi tiga golongan.

Pertama golongan furu’ al mayyit, yaitu hubungan nasab menurut garis keturunan
ke bawah. Ahli waris dalam golongan ini terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan,
dan anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) dan seterusnya ke bawah
keturunan laki-laki. Kedua, usul al-mayyit (keturunan asal dari yang mewariskan
berdasarkan keturunan ke atas). Yang termasuk dalam golongan ini adalah Ayah, Ibu,
Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek
dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

Ketiga, al-hawasyi (hubungan nasab dari arah menyamping). Yang termasuk
dalam golongan ini adalah saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung,
saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara
perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke
bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan
seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah
(paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman
seayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke

bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.>?

Berdasarkan kewarisan Islam, ahli waris digolongkan dalam tiga bagian golongan,

yaitu :

1) Zu al-faraid
Zu al-faraid adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam
keadaan tertentu. Zu al-faraid terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek seayah
dan seibu seterusnya ketas, saudara laki-laki seibu, dan suami pewaris). Delapan
orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan shahihah,

saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, cucu perempuan dari anak

53 Khasani Akrom, “Ahli Waris Nasabiyah Dan Ahli Waris Sababiyah,” last modified 2016, accessed
February 26, 2022, https://katapembelajar.blogspot.com/2016//ahli-waris-nasabiyah-dan-ahli-waris_15.html?m=1.
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laki-laki, ibu, dan nenek shahihah dan seterusnya ke atas). Mereka disebut sebagai
asbab al-furud (yang menerima bagian tertentu secara nash).>*

2) Asabah

Asabah adalah sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatan

dengan pewaris. Asabah mewarisi harta warisan dengan bagian menghabiskan sisa
bagian yang sudah dibagi-bagi tanpa ditentukan secara pasti bagianya. Asabah
dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut. Pertama, asabah bi nafsi adalah ahli
waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Bagian mereka ditentukan oleh
kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi
secara asabah. Yang termasuk asabah bin nafsi adalah :

Anak laki-laki

Cucu laki-laki

Ayah

Kakek

ISR

& o

Saudara laki-laki kandung
Saudara laki-laki seayah

Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)

= @ oo

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan)

Paman sekandung dengan ayah

—-

Paman sebapak dengan ayah

—.

k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah (sepupu)
. Anak laki-laki paman sebapak dengan ayah (sepupu)
m. Laki-laki yang memerdekakan budak

Kedua, asabah bil ghairi adalah ahli waris (perempuan) yang menjadi

ashabah karena saudara laki-lakinya itu, yang termasuk asabah bil ghairi adalah :

a. Anak perempuan menjadi asabah karena ada anak laki-laki

b. Cucu perempuan menjadi asbah karena ada cucu laki-laki

>4 Tsria, “Studi Kompratif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli
Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.”
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c. Saudara perempuan kandung menjadi asbah karena adanya saudara laki-laki
kandung

d. Saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah.

Ketiga, ashabah ma’al al-ghairi yaitu ahli waris perempuan yang bisa
menjadi ashabah disebabkan adanya waris perempuan lainya. Mereka adalah
seorang saudara perempuan shaihah atau lebih dan saudara perempuan sebapak,
mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari
garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah
anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya

berdasarkan zu al-faraid.”

3) Zual-Arham
Zu al-Arham adalah mereka yang bukan termasuk zu al-faraid dan bukan
asabah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama yang
menyatakan bahwa kerabat yang bukan zu al-faraid dan asahabah tidak dapat
mewarisi apabila tidak ada zu al-faraid dan ashabah maka harta warisan diberikan
kepada bait al-mal. Ulama yang menyatakan pendapat ini diantaranya adalah Abu
Bakar, Umar ibn Khattab, Ustman ibnn affaan, Zaid ibn Tsabit, az-Zuhri, al-

Auzai.’¢

Sedangkan kelompok Sunni memakai pendapat Imam Abu Hanifah dan
Imam Hamad bin Hanbal sebagaimana Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, dan Abdillah
ibn Mas’ud menyatakan bahwa kerabat yang tidak termasuk zu al-faraid dan
ashabah mereka dapat memperoleh harta warisan ketika zu al-farid dan ashabah

tidak ada.’’

5. Ahli Waris Yang Terhalang Mendapatkan Bagian Warisan

Dalam faraidh, penghalang seseorang mendapatkan harta warisan dinamakan
dengan mawani al-irtsi. Kata mawani al-irtisi berarti penghalang diantara dua hal atau

sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Orang yang terhalang

55 Maruzi Muslich, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Semarang: Mujahidin, 1981), 27-29.
%6 Syalthut Mahmud, Muqaranatul Madahib Di Al-Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 303.
57 Ainullah Indi, Enisklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I, 1st ed. (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 10.
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mewarisi disebut dengan mamnu’ atau mahrum. Istilah tersebut harus dibedakan dengan
istilah mahjub yang juga artinya sama dengan mamnu’ atau mahrum. Perbedaan
keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. sedangkan mahjub
adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang

lebih dekat kekerabatan dengan pewaris.

Ahli waris yang mahjub bersifat sementara karena apabila ahli waris yang
menghalanginya tidak ada maka ahli waris mahjub ini dapat menerima harta warisan
dari pewaris. Tentu saja hal ini berbeda dengan mamnu’ yang mana terhalangnya
mendapatkan warisan bukan karena adanya ahli waris lainnya melainkan kedudukannya
yang diharamkan mendapatkan warisan menurut Islam dan ahli waris yang mamnu " ini

terhalang mendapatkan bagian harta warisan bersifat selamanya.

Penghalang warisan yang bersifat mamnu’ mengakibatkan gugurnya hak ahli
waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun hubungan
kekerabatannya sangat dekat dengan pewaris. Seperti halnya anak yang membunuh
orang tuanya atau yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta

warisan tersebut.

Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu
perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Berkaitan dengan adanya perbedaan
agama, berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’l
dan mazhab Hanbali bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim, seorang muslim
tidak bisa mewarisi harta peninggalan seorang kafir begitu sebaliknya seorang kafir

tidak bisa mewarisi harta peniggalan seorang muslim.>®

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 seorang terhalang menjadi ahli waris
apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

dihukum karena :

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat pewaris.

38 Fithriani Ahda, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,” jurnal ilmu
hukum 15 (2015): 95-98.
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b. Dipersalahkan secara memiftnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris
telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun

penjara atau hukuman yang lebih berat.>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 838 orang yang dianggap
tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat

warisan, ialah:

a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh
orang yang meninggal itu.

b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah
telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat lagi.

c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan
atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.

d. Dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang

yang meninggal itu.*

6. Dasar Hukum Warisan

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang melandasi sebagai dasar hukum dalam

kewarisan diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

\.@Jﬂnh\jk_\ﬂsd\j d)b&ﬂuﬁ‘dﬁ;@éu\ﬁ wy‘hwﬁﬂédy‘g‘@ﬂ\é‘ay
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11. “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu:
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,; dan
Jjika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

9 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
60 Soebekti and Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya
mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Lxuwmymj—wwufﬂuﬂ Jf/pﬂ'—?fju&/usu“ —’-/Ju&/uifpfu’ffé’;ﬂ‘—/ylﬂwdﬁﬂj
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12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar
hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun %!

Surat an-Nisa ayat 176 :
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176. “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri

1 QuranKemenaglnMsWord-32, n.d., an-Nisa ayat 11-12.
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dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”%

Ada beberapa dasar hukum tentang warisan dalam hadist Rasullah SAW :
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“Dan dari Sa’d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:,” Ya Rasulullah
saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang
mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga
hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan
separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan
sepertiganya? Beliau bersabda: sepertiga it. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu
tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan
mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada
orang. (Muttafaq Alaih)”.%

AU RIS TR IR A.J& \y@\ gl @ oz o
“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin
Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat
mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim. %

Wasiat dan Wasiat Wajibah
1. Wasiat

Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau
tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang
kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, wasaitu syausyihi bermakna

ausaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di

2 QuranKemenagInMsWord-32.
63 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari.
% Abu, Shahih Bukhari.
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waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah
Syara’, wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang
lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah
yang berwasiat meninggal dunia.®®> Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum
yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah
meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan
kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.®® Dalam buku Figh al-
sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah
pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan

ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.®’

Wasiat merupakan keinginan terkahir dari seseorang sebelum meninggal dunia,
keinginan itu biasanya diucapkan pewaris pada saat pewaris mengalami sakit-sakitan
dan sudah ada tanda-tanda kematian, keinginan terakhir biasanya meliputi perintah
untuk menyerahkan amanah, sumbangan kebaikan, mendidik anak, memandikan mayit,
dan membagi hartanya. Wasiat adalah pesan melaksanakan sesuatu yang baik setelah
seseorang meninggal dunia.®® Secara etimologis, ahli hukum Islam menganggap wasiat
sebagai hak milik, yang dipercayakan kepada seseorang setelah meninggalnya pewasiat
melalui jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabrru. Pengertian ini tentu
membedakan antara wasiat dan hibah, yang mana hibah adalah pemberian seseorang
yang bisa diterima saat itu juga, berbeda dengan wasiat yang penguasaanya bisa dimiliki
setelah meninggalnya pewasiat.%’

Menurut Eman Suparman wasiat dalam hukum adat adalah pemberian oleh
seseorang kepada ahli waris atau orang tertentu yang pemberianya dilaksanakan setelah
meninggalnya pewasiat, pemberian wasiat diharapkan dapat mencegah terjadinya

persengketaan dan dapat mewujudkan rasa kasih sayang antar ahli waris atau orang yang

%5 Hasan, Pengantar Hukum Keluarga.

% Mohammad Muhibbin and Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif
Di Indonesia) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 186—187.

%7 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’rif, 1987), 353.

% Kamarudin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara
No.16K/AG/2010).”

% Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia.
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menerima wasiat terhadap si pewasiat.”’ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy
mendefinsikan wasiat sebagai suatu tasharruf atas harta peninggalan yang akan
dilaksanakan dengan sukarela dalam segala keadaan setelah meninggalnya pewasiat.”!

Wasiat dalam pandangan ulama Fuqaha’ Hanafiyah adalah tindakan seseorang
memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki suatu benda atau manfaat secara
sukarela yang kepemilikannya diberikan setelah peristiwa meninggalnya orang yang
memberi wasiat. Sedangkan ulama Fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah
mendefinisikan lebih rinci tentang wasiat yaitu suatu transaksi yang menetapkan
penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang memberikan
wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.”> Empat imam mazhab sepakat bahwa wasiat
hukumnya sunnah, karena kewajiban wasiat dalam surat Al-Bagarah ayat 180 telah

dinaskh dengan surat An-nisa ayat 11 tentang warisan.

Memberi wasiat pada dasarnya adalah tindakan ikhtiyariyah, yaitu kehendak yang
dilakukan atas kemauan diri sendiri dalam keadaan apapun. Pada dasarnya orang bebas
memberikan wasiat atau tidak tergantung pada kehendaknya. Namun sebagian ulama
berpendapat kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, ini hanya berlaku pada orang
yang bukan kerabat dekat.”® Berwasiat dalam surat al-Maidah ayat 106 memerintahkan
agar disaksikan oleh dua orang saksi pada saat memberikan wasiat, hal ini dikarenakan
untuk menghindari tidak dilaksanakanya wasiat, dalam peristiwa ini dijelaskan kalau
saki-saksi dalam wasiat tidak harus bergama Islam, dan dibolehkan mengambil saksi

yang berbeda agama dengan si pewasiat.”*

Wasiat yang tercantum dalam kitab a/-Muhalla karangan Imam Ibnu Hazm beliau
berpendapat bahwa berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian
harta pusaka hukumnya wajib. Dengan arti lain berwasiat kepada kerabat yang tidak
mendapatkan bagian warisan karena terhijab oleh suatu alasan syara’ menjadi suatu

kewajiban dan tidak gugur setelah kematian, akan menjadi tanggung jawab ahli waris

0 Suparman, Inti Sari Hukum Waris.

"I Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), 261.
2 al-jaziri, Al-Fighu Ala Madzhibil Arba’ah.

73 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia).

"4 Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.”
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dan penguasa (hakim) untuk menjalankan kewajiban tanpa harus menyusahkan ahli

waris lainya.”> Ibnu Hazm menganggap wasiat adalah hal yang wajib untuk

dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki harta banyak maupun sedikit sebelum ia

meninggal dunia. Apabila seseorang yang memiliki harta belum berwasiat maka harta

peninggalannya harus disedekahkan sebagian guna untuk memenuhi kewajiban

wasiat.”®

Wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 sebagai berikut :

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa
adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau
lembaga.

2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat
dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Ketentuan wasiat yang di ataur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, sebagai
berikut :

1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan
dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali
apabila semua ahli waris menyetujuinya .

3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan

dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”’

Dalam rumusan figh, Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat

sebagai berikut, diantaranya:

a.

b.

Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.

Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.

443.

75 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, A/-Muhalla, jilid 12. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016),

76 Nor Agilah Binti Bolkan, “Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm Tentang Wajibnya Wasiat Kepada Kerabat

Bukan Islam (Non-Muslim)” (Universitas Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019), 6.

77 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi

Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
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c. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang

menerima wasiat.”®

Yang menjadi batalnya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197, sebagai

berikut:

1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat
kepada pewasiat

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat
telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat;

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat
atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan
pewasiat.

2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum
meninggalnya pewasiat;

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau
menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.”

2. Syarat dan Rukun Wasiat
Ibnu Rusyd dan al-Jaziri mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu
wasiat harus disandarkan kepada empat hal, yaitu mugshi (orang yang berwasiat),
musalahii (orang yang menerima wasiat), mugabihi (barang yang diwasiatkan) dan sigat

atau ikrar (redaksi wasiat). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

78 Sabiq, Fikih Sunnah.
7 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
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a. Pemberi wasiat (mughi).

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan
perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih dan tidak dipaksa.
Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya
wasiatnya tidak sah.

b. Orang yang menerima wasiat (musalahii).

Musalahui adalah orang yang dituju dalam wasiat, sehingga wasiat itu sah,
mugalah harus memenuhi syarat, yaitu: harus mampu diketahui dengan jelas, telah
ada ketika wasiat diumumkan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan para mugsalah
tidak dapat disalahkan atas pembunuhan para mughi.

c. Harta yang diwasiatkan (musabihi)

Harta yang diwasiatkan dipersyaratkan sebagai harta yang dapat
diserahterimakan hak milik dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat
Oleh karena itu, tidak sah mewariskan harta atau barang yang statusnya tidak jelas.
Selain itu, harta yang wasiat memiliki nilai yang jelas atau berguna untuk penerima
manfaat, bukan properti atau barang yang diharamkan atau yang mendatangkan
mudharat untuk penerima manfaat.®°

d. Sighat atau ikrar

Sighat atau ikrar bisa menggunakan kata-kata yang jelas atau kinayah,
wasiat juga bisa dengan tulisan dan isyarat yang dimengerti oleh seorang yang
menerima wasiat, penerima wasiat tidak harus secara langsung menjawab gabul

dari pewasiat atau orang yang dipercayakan.!

3. Dasar Hukum Wasiat
Dalam al-Quran dan Hadist terdapat beberapa ayat yang mendasari berwasiat

diantaranya terdapat pada surat al-Baqarah 180 dan surat al-Maidah 106 ;
Q.S Al-Baqgarah ayat 180

Tl o s Soyaally (VT A0 Bl i 85 o) &3aTT 2805 s 1) K o f

80 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142.
81 Fathcur Rahman, llmu Waris (Bandung: Al-Ma’rif, 1981), 57.
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180. “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan
karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa”

Q.S al-Maidah 106
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106. “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua
orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,
Jjika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan
membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang),
walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah,

sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". %

Hadist Rasullullah SAW tentang wasiat :

o Ao
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“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada
kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah  bin  'Umar radliallahu 'anhuma bahwa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim
yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua
malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya”. Hadits ini diikuti pula

82 QuranKemenagInMsWord-32.
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oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam. %3

Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan khusus kepada ahli waris atau
kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dari orang yang meninggalkan harta,
karena terhijab oleh suatu halangan syara’. Wasiat wajibah bersifat memaksa dan
pemberiannya bukan dari kehendak orang yang meninggalkan harta, melainkan dari
kekuasaan hakim.®* Orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Fatchur
Rahman adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak
perempuan yang orang tua mereka meninggal lebih dulu dibanding kakek atau
meninggal bersamaan dengan kakek, sehingga cucu laki-laki maupun perempuan tidak
bisa menerima bagian harta warisan dari kakek. Adapun disebut wasiat wajibah menurut

Fatchur Rahman, karena dua alasan :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang berkehendak berwasiat dan timbulnya
unsur kewajiban melalui perundang-undangan dan ketetapan tanpa meminta
persetujuan dari pewaris dan penerima wasiat.

2. Ada persamaan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal pembagian laki-laki
dua kali lipat dibanding bagian perempuan.

3. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu atau cicit, baik laki-laki maupun
perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu atau bersamaan dengan

meninggal kakek atau neneknya.®’

Berdasarkan uraian diatas wasiat wajibah adalah tindakan hukum yang harus
dilaksanakan. Proses pelaksanaan wasiat wajibah merupakan perbuatan pembebanan
oleh hakim atau lembaga yang berwenang agar harta orang yang meninggal diberikan
untuk orang-orang tertentu (bukan ahli waris) dan dalam keadaan tertentu (bukan asas
wasiat atau warisan). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan produk hukum yang

berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180 yang bertujuan untuk memberi jalan kepada cucu

83 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari.
84 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1930.
85 Rahman, /lmu Waris.
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yang terhalang mendapatkan harta warisan dari kakek, karena terhalang oleh ahli waris

lainnya.®¢

Di negara-negara Islam seperti di daerah Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah,
wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara cucu-
cucu atau anak-anak dari seorang yang meninggalnya didahului oleh anak-anaknya
sehingga anak dan cucunya tidak mendapatkan bagian warisan, dalam hal ini wasiat
wajibah dapat diaplikasian untuk menangani dan menyelesaikan masalah kewarisan
dengan penuh keadilan. Lembaga Wasiat wajibah pada daerah ini digunakan sebagai

lembaga yang membantu lembaga mawali atau pergantian tempat.®’
Ada dua unsur penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah yaitu:

1. Wasiat wajibah ditentukan oleh aturan dan peraturan hukum undang-undang yang
diadopsi oleh otoritas yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya berdasarkan
norma hukum, tidak tergantung pada ada tidaknya keinginan berwasiat dari
seseorang. Hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat yang mana pelaksanaanya
tergantung pada kemauan dari seseorang yang meninggalkan harta.

2. Wasiat wajibah diperuntukkan kepada keluarga yang secara syara’ terhalang
mendapatkan bagian harta warisan. Misalnya karena perbedaan agama atau
terhalang karena ahli waris lainnya, hal ini tentu saja berbeda dengan wasiat biasa

yang peruntukkannya bisa diberikan kepada orang lain (selain ahli waris).®®

Wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 sebagai
berikut :

1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal
193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak

angkatnya.

8 Azmi Zamroni Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis
Magqasid Asy-SyarT’ah Jasser Auda,” Asy-Syir’ah Vol. 52, N (2018): 60.

87 Hayati, Haris, and Zuhdi Hasibuan, Hukum Waris.

8 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Asy-
SyarT’ah Jasser Auda.”
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2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.%’

Argumentasi yang menjadi alasan mengapa anak angkat dan orang tua angkat
dapat menerima wasiat wajibah karena saling keterikatan dan keterlibatan dalam
hubungan keluarga. Hubungan ini akan menimbulkan emosional yang erat antar orang
tua angkat dan orang tua angkat, kedekatan emosional ini yang akan membuat lingkaran
yang sama dengan keluarga normal. Baik anak angkat maupun orang tua angkat dalam

hubungan keluarga akan memberikan perawatan dan kebutuhan hidup.”®

Wasiat wajibah secara implisit mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam

Pasal 209 KHI yaitu :

1) Subjek hukumnya adalah orang tua angkat terhadap anak angkat atau sebaliknya
anak angkat terhadap orang tua angkat.

2) Tidak dinyatakan atau diberikan oleh pewaris kepada penerima wasiat atau manfaat
tetapi dilaksanakan oleh negara.

3) Bagian penerima wasiat atau manfaat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu pertiga)
dari harta peninggal pewaris dan tidak boleh melebihi batas yang sudah

ditentukan.®!

Dalam al-Quran maupun hadis juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai
wasiat kepada non muslim, al-Quran dan hadis hanya memberikan keterangan bahwa
muslim dan non muslim dilarang saling mewarisi, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris
kecuali jika ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat tersebut dan tidak melebihi
1/3 harta peninggalan. Dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 141 juga hanya menjelaskan
bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mempusakai harta

orang muslim.”?

8 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

%0 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Asy-
SyarT’ah Jasser Auda.”

! Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.”

92 Zuhri, “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perpekstif Hukum Islam (Analisis Putusan
Mahkamah Agung No. 16K/Ag/2010).”
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C. Magqashid Syariah

Kata magqgashid (»=\ss) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Magshid (=)
dan Magshad (~<ss), yang berarti tujuan atau target. Ada beberapa kata qashd (2<d)

dalam al-Quran diantaranya adalah:
Q.S an-Nahl ayat 9

Cpaadl 2ingd £l 315 58 e Juddl A A e
Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-

Jjalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu
semuanya (kepada jalan yang benar)”.*?

At-Thabari mendefiniskan al-qoshdu dalam ayat al-Quran ini adalah meluruskan

jalan yang lurus yang tidak ada belokannya.**

Q.S At-Tawbah ayat 42
g !
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Artinya . “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah
diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu,
tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah
dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-

samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa

sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta”.”

Al-Qurtubi mendefinisikan gashidan (»=3) berarti jalan yang mudah dan

diketahui.”®

Syariah, kata syariah secara bahasa asalnya dari kata kerja syra’a yang berarti
“sumber air atau sumber kehidupan”. Sedangkan menurut istilah syariah adalah *
Sesuatu hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang
dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan

cara berbuat yaitu hukum-hukum cabang ataupun yang berhubungan dengan cara

93 QuranKemenaglnMsWord-32.

4 Sarwat Ahmad, Maqgashid Syariah, pertama. (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing, 2019), 11.
% QuranKemenaglnMsWord-32.

% Ahmad, Magqashid Syariah.
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kepercayaan yaitu disebut hukum-hukum pokok keimanan dan untuk itulah

dikodifikasikan ilmu kalam, Syariah disebut juga dengan agama”.”’

Setelah kita mempelajari makna perkata dari maqashid syariah, sekarang kita
lanjut membahas tentang magashid syariah itu sendiri. Menurut Ibnu Asyur Maqashid
Syariah adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah
pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan maqashid syariah menurut
definisi yang khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk
merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memlihara
kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.”® Lebih
spesifik lagi, sasaran maqashid syari’ah adalah melestarikan tatanan dunia dengan
jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran
alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada
implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial
individu di tengah masyarakat. Inti dari tasyri’ Islam adalah jalbu al-mashalih dan dar’u

almafsadah, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Menjaga magshashid syari’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Figh
terbagi kepada tiga tingkatan: dlaruriyah, hajjivah dan tahsiniyah. Dalam figh
aulawiyat kita dituntut untuk mendahulukan dlaruriyah dari pada yang hajjiyah.
Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara hajjiyah dan tahsiniyah, kita dituntut
untuk mendahulukan hajjiyah daripada tahsiniyah. Dlaruriyah, bentuk kebutuhan
primer yang mendesak atau darurat yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka
akan terjadi kesengsaraan bagi individual maupun tatanan masyarakat. Hajjiyah,
kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan nilai kestabilan dalam
menjalani sebuah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, kebutuhan ini tidak bersifat
mendesak yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kemapanan yang ada
dan hanya menimbulkan ketidak serasian hidup. Tahsiniyah, adalah hal-hal yang
dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi

pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari’at. Kemashlahatan tahsniyat

97 Mustafa Syalabi Muhammad, Al-Makdhal Fil Ta'rif Bil Fighil Islami Wa Qawaid Wa Uqud Fihi, 1960,

%8 Ahmad, Magqashid Syariah.
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melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati
dari umat lain terhadap masyarakat Islam.’’Al-Ghazali didalam Al-Mustashfa
menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama (hifz diin),
memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara akal (hifz aql), memelihara keturunan (hifz

nasb), memelihara harta (hifz aml). '%°

% Yasir Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim.”
100 Ahmad, Magashid Syariah.



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO. 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG
WASIAT WAJIBAH TERHADAP NON MUSLIM

A. Profil Pengadilan Agama Jepara
1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam
seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa
Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan selainnya. Wewenang Peradilan
Agama pada saat itu meliputi perkara perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan
Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak
sama. Baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama
Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam,
Mahkamah Syara', Priessteraad, Peradilan Paderi, Godsdientige Rechtspark,
Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor

Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama Pristerraad (majelis
atau pengadilan pendeta). Namun, sebetulnya nama tersebut tidak sesuai karena yang
dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan atau Majelis ini
didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad.
Wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi
dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-
perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara

01

perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian,'”! mahar,

nafkah, sah atau tidaknya anak,'%> perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal, dan

10! Tnisiatif perceraian bisa dari suami yang dinamakan dengan permohonan cerai talak. Ada juga yang berasal
dari Istri yang dinamakan dengan cerai gugat. Baca lebih lanjut tentang problematika hak istri pasca perceraian pada:
Najichah and Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” Journal of Islamic
Studies and Humanities 5, no. 1 (2020).

102 Anak sah dalam Islam dapat ditentukan dari adanya akad nikah yang sah syarat dan rukunnya, anak lahir
dalam masa pernikahan minimal 6 bulan, suami telah mencapai usia baligh, tidak ada penyangkalan dari suami atas

40
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wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakatan bahwa yang menjadi inti
wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan

hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 B, merupakan salah satu lembaga yang
melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan
keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki
peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan
Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya
1.310 m2, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui
dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m2 dan dana DIP tahun 1982/1983
seluas 310 m2 yang terdiri dari bangunan seluas 281 m2 dan 70 m2. Bangunan tersebut
merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas penjabat. Kemudian pada tahun 2015,
Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung

baru ini memiliki luas 1,280 m2 dengan luas tanah 4,178 m2. '3

2. Alamat Pengadilan Agama Jepara
Nama Kantor : Pengadilan Agama Jepara
Alamat Kantor : J1. Shima No. 18 Pengkol Jepara
No. Telepon : (0291) 593200
No. Fax : (0291) 591047

Situs Resmi : http://www.pa-jepara.go.id

Email : pajepara@yahoo.com.'®*

3. Wilayah Yurisdiksi

sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, adanya pengakuan dari suami misalnya jika anak itu pernah hilang,
berdasarkan bukti dan saksi. Alfian Qodri Azizi, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).”
(IAIN WALISONGO, 2011), 23-28.

103 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan,” diakses pada 18
Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

104 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Alamat-Pengadilan,” diakses pada 18
Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/alamat-pengadilan.
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Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara
sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah
hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri
Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota
kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama
mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative
tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan

tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara bisa dilihat lebih detail sebagai
berikut :

1) Kecamatan Bangsri: Desa Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo Guyangan,
Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, Wedelan.

2) Kecamatan Batealit: Desa Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Desa
Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, Somosari.

3) Kecamatan Donorojo: Desa Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo,
Sumber Rejo, Tulakan, Ujungwatu.

4) Kecamatan Jepara: Desa Bandengan, Kedungcino, Kuwasen, Wonorejo,
Bapangan, Bulu, Demaan, Jobokuto, Karangkebagusan, Kauman, Mulyoharjo,
Panggang, Pengkol, Potroyudan, Saripan, Ujungbatu.

5) Kecamatan Kalinyamatan: Desa Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali,
Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo,
Robayan, Sendang.

6) Kecamatan Karimunjawa: Desa Karimunjawa, Kemojan, Nyamuk, Parang.

7) Kecamatan Kedung: meliputi Desa Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang,
Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan
Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, Wanusobo.

8) Kecamatan Kembang: Desa Balong Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu,

Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, Tubanan.
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9) Kecamatan Keling: Desa Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang,
Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, Watuaji.

10) Kecamatan Mayong: Desa Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar,
Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule,
Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, Tigajuru.

11) Kecamatan Mlonggo: Desa Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo,
Sekuro, Sinanggul, Srobyong, Suwawal.

12) Kecamatan Nalumsari: Desa Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren,
Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo,
Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, Tunggulpandean.

13) Kecamatan Pakis Aji: Desa Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi,
Suwawal Timur, Tanjung.

14) Kecamatan Pecangaan: Desa Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak,
Lebuawu, Ngeling , Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging,
Troso.

15) Kecamatan Tahunan: Desa Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan,
Petekeyan, Platar, Semat, Langon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur,
Ngabul, Kecapi, Tahunan.

16) Kecamatan Welahan : Desa Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo,
Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar,
Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan,
Welahan.!'%®

4. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

105 “Http://Pa-Jepara.Go.Id/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Wilayah-Yurisdiksi,” diakses pada 19
Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.
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menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadagah, Ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jepara mempunyai

fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut
teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-
undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII1/2006).

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide :
Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f.  Fungsi Lainnya :Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-
lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).'%

106 “Http://Pa-Jepara.Go.ld/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi,” diakses pada 19

Februari 2022, http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi.
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B. Kondisi Perkara Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Jepara.
1. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wasiat Wajibah

Prosedur mengajukan gugatan waris itu sama dengan prosedur yang lain, artinya
orang yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara harus siap dengan
membuat surat gugatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum
berperkara (perdata) di dalam Pengadilan. Bagi seseorang yang akan berperkara di
pengadilan agama dan seseorang tersebut belum paham mengenai tata cara membuat
surat gugatan atau permohonan yaitu tentang posita dan petitum serta jumlah uang muka
atau disebut dengan biaya panjar yang harus dibayarkan sebelum berperkara dilakukan,
sebelumnya dianjurkan terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada staf bagian
kepaniteraan dengan membawa KTP dan Surat nikah dilengkapi dengan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah difotocpy. Besaran biaya panjar
perkara yang dibayarkan tergantung jenis perkara yang dijalani. Besaran biaya tersebut
sesuai dengan prosedur Mahkamah Agung dan Kantor Pengadilan Agama yang terkait
yang dimana tidak dapat ditawar. Pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg
pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila
gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di
pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat. Bagi
pemohon atau penggugat yang tidak mampu,harus membawa surat keterangan tidak
mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang dilegalisir oleh Camat, setelah itu dibebaskan
dari membayar biaya perkara. Bagi penggugat atau pemohon yang menyandang difabel
yakni buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada
Ketua Pengadilan atau hakim yang telah ditunjuk. Berikutnya adalah langkah-langkah

prosedur berperkara di Pengadilan Agama Jepara.

Langkah-langkah beracara sebagai berikut :
a. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Agama, yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.
b. Surat gugatan memuat: Identitas penggugat dan tergugat, posita (gambaran
peristiwa hukum atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan), petitum

(hal yang diminta penggugat berdasarkan posita);
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gugatan ini dapat diajukan bersama dengan gugatan penetapan wasiat wajibah.

d. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya telah ditentukan oleh

Pengadilan setempat. Apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan
syarat dan ketentuan berlaku;

Setelah didaftarkan, penggugat menunggu panggilan sidang yang panggilan ini
dilakukan oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika
penggugat dan tergugat tidak ditempat atau dirumah, panggilan disampaikan
melalui lurah atau Kepala Desa setempat. Selain itu jika penggugat atau tergugat
beralamat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat penggugat
mengajukan gugatan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan
Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal tergugat berada. Kemudian jika
tergugat dinyatakan ghaib, panggilan akan dilakukan melalui radio dengan
ketentuan berjarak 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta sekurang-
kurangnya 3 bulan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya. Kemudian
jika tergugatnya di luar negeri maka panggilan dilakukan di kedutaan RI di luar
negeri, dengan ketentuan panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-
kurangnya 6 bulan;

Dalam melakukan persidangan pertama atau kata lain pemeriksaan perkara,
dilakukannya upaya perdamaian atau mediasi jika kedua belah pihak hadir;
Setelah pemeriksaan perkara selesai. Perkara dapat berupa dikabulkan, ditolak atau
tidak diterima serta dicabut;

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka majelis hakim menetapkan
akan melanjutkan sidang penetapan bagian warisan, dan Ketua Majelis
memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil penggugat maupun tergugat agar
hadir sidang dalam penetapan kewarisan. Panggilan tersebut dilakukan 3 hari kerja
sebelum sidang dilakukan. Jikalau si penggugat tidak hadir dalam sidang kewarisan
dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka putusan dinyatakan
gugur dan tidak berkekuatan hukum tetap akibatnya harta waris yang akan dibagi

di persidangan tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum;
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i. Apabila penggugat hadir dalam sidang kewarisan di pengadilan maka pada hari itu
harta warisan yang dibagi sudah sah menjadi bagian masing-masing ahli waris dan

sisa biaya panjar perkara dapat langsung diambil di bagian kasir. %’

Posita (Duduk Perkara) Putusan Wasiat Wajibah

Bahwa semula di daerah Jepara tepatnya wilayah Bangsri pernah hidup seorang
laki-laki bernama Irjdan, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Istri Irdjan
meninggal lebih dahulu pada tahun kurang lebih 1973 dan kemudian disusul Irdjan yang
meninggal pada tahun kurang lebih 1975, mereka dikaruniai satu anak laki-laki yang
bernama Mastur, dengan meninggalnya kedua orang tuanya, Mastur sebagai satu-
satunya anak laki-laki yang menjadi ahli waris tunggal. Mastur menikah dengan
Rukanah, mereka dikaruniai tujuh anak, Mastur meninggal dunia pada tahun 1993 dan
kemudian disusul Rukanah yang meninggal pada tahun 2015, tujuh anak dari mereka

adalah, Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono.

Bahwa sepeninggalnya almarhum Mastur dan almarhumah Rukanah mereka
meninggalkan sebidang tanah di daerah Jepara. Dengan meninggalnya mereka berdua
sebidang tanah tersebut menjadi hak ahli waris mereka, diantara ahli waris mereka
adalah Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Sri Wahyuni, Suharsono. Di antara
anak dari Mastur dan Rukanah terdapat satu anak yang non mulim, berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 368.K/AG/1995,
tanggal 16 Juli 1998 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah
Agung RI No:51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan

bahwa ahli waris yang non muslim mendapatkan hak warisan berupa wasiat wajibah.

Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak perempuan
bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan

anak perempuan. Bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka sebidang

107 “Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara,” n.d.
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tanah yang ditinggalkan seluas 741 m2 oleh Mastur dan Rukanah yang menjadi objek
sengketa dibagi dalam pembagianya adalah :

1. Alimah (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m2 yaitu seluas -+ 82,3
m2, karena ahli waris ini sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti
jatuh pada anak-anaknya yaitu :

a. Widyowati
b. Wijayanti
c. Widyaastuti

2. Sutarlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m2 yaitu seluas -+
82,3 m2 karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya
sebagai pengganti ahli waris yaitu :

a. Hatmaji Heri Santoso;
b. Anik Handayani;

c. Ismawati;

d. Andy Kurniawan;

e. Ari Setyaningsih.

3. Suharlin (perempuan) mendapat bagian dari luas tanah -+ 741m?2 yaitu seluas -+
82,3 m2 karena ahli waris ini juga telah meninggal maka jatuh pada anak-anaknya
sebagai pengganti ahli waris yaitu :

Masripah.

Mubhlisin.

Maslikah;

e ®

a o

Junaidi alm.
e. Zamroni.
f. Muhammad Syaroni.
g. Munjayanah.

4. Hartiyo (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu seluas +
164,6 m2.

5. Subharti (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu seluas
+ 82,3 m2.
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6. Suharsono (alm) laki-laki mendapat 2 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu
seluas + 164,6 m2.

7. Sri Wahyuni (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas tanah + 741 m2 yaitu
seluas + 82,3 m2.

Bahwa setelah terbukanya waris sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tanah
peninggalan dari Mastur dan Rukanah telah dikuasi oleh Sri Wahyuni (terugat) tanpa
ada musyawarah atau ijin kepada para penggugat (Alimah binti Mastur, Suharti binti
Mastur, Sutarlin binti Mastur, Suharlin binti Mastur, Hartiyo bin Mastur, Suharsono bin
Mastur) yang mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut. atas tindakan tergugat
menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut mengesampingkan hak-hak para
penggugat sebagai ahli waris dan pengganti ahli waris. Para penggugat telah berulang
kali meminta haknya dengan cara bermusyawarah dengan tergugat, agar tergugat mau
membagi hak bagiannya masing-masing. Namun tergugat tidak menanggapi permintaan
penggugat, justru tergugat dengan arogannya menguasai dan menempati obyek

sengekta.

Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam berbunyi ““ Para ahli waris
baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli
waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Bahwa
berdasarkan ketentuan KHI pasal 188 tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak
memberikan hak Ahli waris maka Para Penggugat telah tepat dan benar mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Agama Jepara agar dilakukan pembagian warisan.

Gugatan para penggugat yang diajukan di lembaga Pengadilan Agama Jepara
telah benar, gugatan penggugat memenuhi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan
Agama Jepara, yang mana Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang menjadi tempat
para penggugat dan tergugat termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara,
gugatan waris yang diajukan sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang
beragama Islam yang salah satunya memutus di bidang warisan.

Bahwa dalam pembagian waris secara adil dilakukan dengan ketentuan semua
Penggugat mendapatkan bagian seluas + 658,4 m2, sedangkan bagian Tergugat seluas
+ 82,3 m2, dengan ketentuan lebar depan ditarik ke belakang sesuai luas masing —
masing sehingga para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian muka dan

belakangnya.

Bahwa untuk kepastian hukum, menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan
apapun yang ada dan yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam
keadaan kosong menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para
Penggugat dan selanjutnya dibagi waris sebagaimana bagiannya masing — masing Para

Penggugat seluas + 658,4 m2 sedangkan Tergugat + 82,3 m2.

Petitum (Tuntutan Penggugat)

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Mastur dan
almarhumah Rukanah.

3. Menyatakan obyek Sengketa tanah atas Mastur dan Rukanah yang terletak
diwilayah Kecamatan Bangsri , Kabupaten Jepara sebagai ahli warisnya adalah Para
Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa sejak tahun 2015
sampai dengan sekarang adalah mengesampingkan hak Para Penggugat sebagai ahli
waris dan merugikan Para Penggugat.

5. Menyatakan bagian penggugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan
Rukanah adalah seluas + 658,4 m2.

6. Menyatakan bagian Tergugat atas obyek sengketa tanah atas nama Mastur dan

Rukanah adalah seluas + 82,3 m2.
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7. Menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan yang
mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam keadaan kosong
menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk
dibagi sebagaimana bagiannya masing -masing seluas + 658,4 m2 dan bagian
Tergugat seluas + 82,3 m2.

8. Menghukum Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dengan
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
perhari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum pasti.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada
verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr
1. Pertimbangan Hakim

Pada Putusan Nomor.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr hakim mempertimbangkan
pemutusan dalam masalah sengketa waris yang di wilayah Kecamatan Bangsri

Kabupaten Jepara diantaranya pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah
peninggalan Irdjan dan Istrinya kepada Mastur, dimana Mastur meninggal dunia dan
Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari Mastur, karenanya Para

Penggugat dan Tergugat berhak mewarisi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek
sengketa adalah harta warisan, karenanya sengketa terkait obyek tersebut adalah
sengketa waris, bahkan seandainya obyek dinyatakan telah berpindah, sengketa tersebut
masih masuk kewenangan Peradilan Agama, hal mana sesuai dengan penjelasan Pasal
49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang pada pokoknya
menentukan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek

sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Pasal 50 ayat (2)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh ahli

waris dari pewaris, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan
alasan bahwa Tergugat menempati tanah karena telah membeli tanah tersebut dari
ibunya yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat; Menimbang, bahwa eksepsi
Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat
ditujukan kepada Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa, dalil Tergugat
bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah klaim sepihak dan sudah masuk bantahan

pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat terkait hal tersebut juga harus ditolak.

Eksepsi Obscure Libel

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi obscuure libel dengan alasan
Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tanah yang mana dan dengan batas-batas
yang mana yang diwariskan, siapa pemberi warisan, diberikan kepada siapa harta waris
dari Pewaris yang menurut Para penggugat menjadi objek sengketa waris dengan objek

tanah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa
obyek sengketa adalah tanah dengan Letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas +
0,741 da (741 m2) atas nama Mastur dan Rukanah telah menyebutkan batas-batasnya,
dalil mana telah dijawab Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memahami
obyek yang ditunjuk oleh Para Penggugat, di sisi lain, identitas obyek sengketa juga

dapat diperjelas melalui pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat

sepatutnya ditolak.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada
para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim

terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;
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Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat
identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan
secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa,
tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif,

sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat
kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat telah
menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan
segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat

kepada para kuasa hukumnya telah memenubhi syarat.

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda
Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat
diterima menjadi pihak mewakili Para Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai
dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:
73/ KMA/Hk.01/1X/2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dipersidangan dan
telah memberi kesempatan untuk upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7
ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan, namun berdasarkan
laporan dari mediator, bahwa mediasi dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan

dan Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para
Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa
Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dan cucu dari seorang bernama Mastur dan
Rukanah. Mastur adalah anak-anak dari Irdjan dan Istrinya yang telah meninggal dunia
dengan meninggalkan sebidang tanah di Kecamatan Bangsri Kabupatan Jepara yaitu
letter C nomor XXXXX Persil78 Klas D II luas + 0,741 da (741 m2) atas nama Irdjan .

Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Mastur sebagai anak satu-satunya dan
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Mastur telah menikah dengan Rukanah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu

Alimah, Suharti, Sutarlin, Suharlin, Hartiyo, Suharsono dan Sri Wahyuni.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat
terkait ahli waris Mastur dan Rukanah, namun Tergugat membantah terkait obyek
sengketa, obyek sengketa adalah milik Tergugat karena obyek tersebut telah dibeli oleh
suami tergugat pada tahun 1958 untuk membayar utang Mastur dan Rukanah, namun

utang tersebut tidak lunas dan dilunasi oleh Tergugat di tahun 2000.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat
memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena sampai

sekarang obyek tersebut belum berganti nama.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti yang diajukan didepan
persidangan, dan Tergugat juga untuk meneguhkan dalil bantahannya telah
menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena hal-hal yang harus
dibuktikan masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan saling terkait, maka

bukti-bukti para pihak tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai satu kesatuan.

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan
menggunakan tahapan Mengkonstatir dalam tahapan ini hakim melihat untuk
membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, untuk
memastikan ini maka hakim memerlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka
disini hakim menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 berupa fotokopi kartu
tanda penduduk para Penggugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya,
karenanya akta autentik yang memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat,
karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dianggap benar sepanjang
tidak ada bukti autentik lain yang melumpuhkannya, bukti-bukti tersebut membuktikan
Para Penggugat selain Penggugat II beragama Islam dan bertempat kediaman

sebagaimana didalilkan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh

Penggugat V dan diketahui Petinggi Desa, bukti tersebut hanyalah surat biasa karena
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seseorang tidak dapat menentukan sendiri siapa ahli waris orang lain dan bukan pihak
berwenang untuk itu, namun demikian dapat menjadi petunjuk awal tentang siapa saja
keturunan pewaris yang sudah meninggal, terlebih bukti tersebut tidak dibantah
Tergugat, karenanya sepanjang menyebut siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam
bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan, namun terkait keterangan ahli waris yang

meninggal dan waktu meninggalnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.20 yang diajukan Para Penggugat dan bukti T.3
sampai dengan bukti T.6 yang diajukan Tergugat, berupa buku C atau yang sering
disebut sebagai letter C yaitu Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya
merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan
pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan Kolonial Belanda, meskipun bukan
merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk
siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang
tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti
permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan
maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang menegaskan: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara
lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini
menyebutkan: “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat
menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti

tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.1, T.2 dan T.7 berupa Surat
Pemberitahuan Pajak terutang terhadap tanah dan bangunan, meskipun bukan
merupakan bukti kepemilikan, namun dapat menjadi petunjuk awal sebagaimana bukti

letter C tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat obyek

sengketa berada dan menemukan identitas obyek sengketa berbeda dengan dalil Para
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Penggugat dan bantahan Tergugat, karenanya identitas obyek sengketa disesuaikan
dengan hasil pemeriksaan setempat; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab
Para Penggugat dan Tergugat dan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah

ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Mastur dan
Rukanah yang telah meninggal dunia. Bahwa Mastur meninggal dunia lebih dulu dari
Rukanah dan semasa hidupnya, Mastur mendapat tanah dari Irdjan dan Istrinya yang
saat ini menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah beserta tiga bangunan di atasnya

dengan luas tanah 1.329 m2 terletak didaerah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Bahwa dalam fakta yang ada sengketa waris ini merupakan pembagian waris
bertingkat, karena sudah banyak ahli waris yang meninggal setelah meninggalnya
pewaris pertama, maka pembagian waris ini akan dimulai dari Rukanah dan seterusnya

secara bertingkat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan
menggunakan tahapan Mengkualifikasi dalam tahapan ini hakim mengkualifisir dengan
menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk
hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-
peristiwa tersebut. jadi di sini peristiwa hukumnya sudah terbukti terjadi dan sudah ada
peraturan hukum yang jelas dan tegas maka penerapannya akan mudah, lain jika
peristiwa hukum tersebut baru muncul atau belum jelas dasar hukumnya bahkan tidak
pernah diatur, maka hakim diberi kewenangan untuk menciptakan hukum yang tentu

saja tidak bertentangan pada perundang-undangan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa saat Mastur meninggal dunia, ia
meninggalkan seorang istri yaitu Rukanah dan 7 (tujuh) orang anak, namun oleh karena
salah satu anaknya yaitu Penggugat II beragama Protestan, maka Hakim
mempertimbangkan ahli waris Suharti sebagai berikut: Menimbang, bahwa secara
normatif dalah hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang
menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai

ketentuan Pasal 171 huruf b dan ¢ Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat
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dengan pendapat Imam Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat
diberikan kepada siapa saja yang tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab
maupun karena perbedaan agama. Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda
Agama yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak
saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antar
orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan

hadiah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Peggugat II

berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan Mastur sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa sedangkan istri dan ke eanam anak lainnya sesuai dengan
ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa
kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah dan
hubungan perkawinan, maka Rukahan adalah ahli waris Mastur menurut hubungan
perkawinan dan 6 (enam) anaknya adalah ahli waris menurut hubungan darah yaitu

anak-anak kandung dari pewaris.

Menimbang bahwa hal tersebut, sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 7:

Vs 5 31 A B Lo (5835 LT 35 Laa s Tl (500835 LI 55 a2 Cpesd s
’ ’ V Ua g
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ™.

Menimbang, bahwa bagian Penggugat II yang mendapat wasiat wajibah
seharusnya ditentukan terlebih dahulu dan wasiat pada pokoknya tidak boleh lebih dari
1/3 (sepertiga) harta pewaris, namun oleh karena pewaris meninggalkan 6 (enam) anak
lainnya yang bagiannya tidak mungkin sampai dengan 1/3 (sepertiga) bagian harta
pewaris, maka bagian wasiat wajibah Penggugat II sebagai anak perempuan pewaris,

disamakan dengan bagian waris anak perempuan lainnya.

Menimbang, bahwa ternyata Rukanah mempunyai anak, maka berdasarkan

ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka bagian Rukanah sebagai seorang
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janda dari pewaris Mastur mendapatkan 1/8 (seperdelapan) sedangkan keenam anak

lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashabah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Mastur terdiri dari anak laki-laki dan
anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan,

hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:

L@ohjuﬁu\}d}uhhu@suﬁﬁ\ gmusutst\J\JadM)s;nesgj\@mesmy
u\Su\AL"_\m‘MJ\Sc‘y“‘\_\‘)}}ﬂ}d@éuuﬂjdugu\d).anA m‘ug_mh}dg"d}-iy‘jk_haﬂ|

wmﬁhﬂgu)ﬂ‘a@‘UJJ’J.:YPS}LU‘J?SJL}\;:ipd}\l.@_i‘;m}dm‘jmbwwdum@)ﬁbp|d
VY Lsa e (8 i 5

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka
ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa oleh karena bagian Penggugat Il disamakan dengan bagian
anak perempuan lainnya, dengan demikian, anak-anak Mastur mendapatkan sisa setelah
dikurangi bagian istri Rukanah yaitu sebanyak 7/8 dari harta warisan Mastur dan oleh
karena jumlah anak laki-laki 2 (dua) orang dan anak perempuan 5 (lima) orang, maka
7/8 tersebut dibagi menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian anak laki-laki
adalah 14/72 dan masingmasing anak perempuan mendapatkan 7/72 dari seluruh obyek

sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat
II berbeda agama dengan Mastur, maka ia tidak berhak mendapat waris dan berhak
mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan bagian wasiat wajibahnya sama dengan
bagian anak perempuan lainnya, sedangkan ketiga anak lainnya sebagai ahli waris

Mastur dan berhak mendapat ashabah secara bersama-sama;



59

Menimbang, bahwa bagian waris Rukanah adalah 1/8 dari warisan Mastur, maka
bagian tersebut ditetapkan sebagai harta warisnya dan oleh karena Penggugat mendapat
bagian wasiat wajibah sama dengan bagian anak perempuan lainnya, maka masing-
masing yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat I1I), mendapatkan
masing-masing 2/48 bagian, sedangkan anak perempuan yaitu Penggugat II dan

Tergugat masing-masing mendapat 1/48 bagian.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan objek sengketa sebagai harta warisan
dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara bertingkat sebagaimana tersebut
di atas, maka Tergugat atau siapa pun yang turut serta menguasai objek sengketa
dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai
bagiannya yang jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang melalui lembaga
lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai

bagiannya.

2. Amar Putusan Hakim

Dalam hal ini hakim menggali permaslahan hukum dan menjatuhkan putusan
menggunakan tahapan Mengkonstituir pada tahapan ini hakim menetapkan hukumnya
terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.
Amar putusan hakim pada nomor.1694/P.dt.G/2019/PA.Jpr memutuskan, sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris Mastur bin Irdjan adalah:

a. Rukanah (istri).

b. Alimah binti Mastur.

c. Sutarlin binti Mastur.
d. Suharlin binti Mastur.

e. Hartiyo bin Mastur.
f. Suharsono bin Mastur.
g. Sri Wahyuni binti Mastur. (tergugat).
3. Menetapkan Penggugat I berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama

dengan bagian anak perempuan Mastur bin Irdjan lainnya.
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Menetapkan sebidang tanah seluas 11.329 m2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan
Bangsri, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:

a. Sebelah Barat : tanah Qadir Bawaqih dan tanah Hatmaja.

b. Sebelah selatan : tanah Sriwahyu Ningasih, Sahyudi, Pornomowali.

c. Sebelah Timur : Imam Rohadi.

d. Sebelah Utara : Slamet Riyadi.

adalah harta waris Mastur bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mastur bin Irdjan adalah sebagai

berikut:
a. Rukanah mendapatkan 12.5 % bagian.
b. Alimah binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.

Sutarlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.

& o

Suharlin binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian.

e. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 19,44% bagian.

f.  Suharsono bin Mastur mendapatkan 19,44 % bagian.

g.  Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 9,72 % bagian;

Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat I (Suharti binti Mastur) adalah 9,72
% bagian warisan Mastur bin Irdjan.

Menetapkan ahli waris Suharlin binti Mastur adalah:

a. Masripah binti Jamil.
b. Muhlisin bin Jamil.
c. Maslikah binti Jamil.
d. Junaidi bin Jamil.

e. Zamroni bin Jamil.

f.  Muhammad Syaroni bin Jamil.

g.  Munjayanah binti Jamil.

Menetapkan harta warisan Suharlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan
Mastur bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suharlin binti Mastur adalah sebagai
berikut:

a. Masripah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.
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b. Mubhlisin bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.
c. Maslikah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.
d. Junaidi bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.

e. Zamroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.

f.  Muhammad Syaroni bin Jamil mendapatkan 1,77 % bagian.

g.  Munjayanah binti Jamil mendapatkan 0,88 % bagian.

Menetapkan ahli waris Junaidi bin Jamil adalah:

a. Wahyu Pramita Handayani.

b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil.

Menetapkan harta warisan Junaidi bin Jamil adalah 1,77% bagian warisan Mastur
bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Junaidi bin Jamil adalah sebagai
berikut:

a. Wahyu Pramita Handayani mendapatkan 0,22 % bagian.

b. Ardikta Putra Pratama bin Jamil mendapatkan 1,55 % bagian.

Menetapkan ahli waris Alimah binti Mastur adalah:

a. Soeroto.

b. Widyowati binti Soeroto.

c. Wijayanti binti Soeroto.

d. Widyastuti binti Soeroto.

Menetapkan harta warisan Alimah binti Mastur adalah 9,72% bagian warisan
Mastur bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alimah binti Mastur adalah sebagai
berikut:

a. Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.

b. Widyowati binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.

c. Wijayanti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.

d.  Widyastuti binti Soeroto mendapatkan 2,43 % bagian.

Menetapkan ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah:

a. Gisan.

b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan.
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c. Anik Handayani binti Gisan.

d. Ismawati binti Gisan.

e. Andy Kurniawan binti Gisan.

f.  Ari Setyaningsih binti Gisan.

Menetapkan harta warisan Sutarlin binti Mastur adalah 9,72 % bagian warisan
Mastur bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sutarlin binti Mastur adalah sebagai
berikut:

a. Gisan mendapatkan 2,43 % bagian.

b. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.

c. Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian.

d. Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,91 % bagian.

e. Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.

f.  Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 1,82 % bagian.

Menetapkan Ahli waris Gisan adalah:

a. Hatmaji Heri Santoso bin Gisan.

b. Anik Handayani binti Gisan.

c. Ismawati binti Gisan.

d. Andy Kurniawan binti Gisan.

e. Ari Setyaningsih binti Gisan.

Menetapkan harta warisan Gisan adalah 2,43 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.
Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Gisan adalah sebagai berikut :

a.  Hatmaji Heri Santoso bin Gisan mendapatkan 0,69 % bagian.

b.  Anik Handayani binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.

c.  Ismawati binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.

d.  Andy Kurniawan binti Gisan mendapatkan 0,69 % bagian.

e.  Ari Setyaningsih binti Gisan mendapatkan 0,35 % bagian.

Menetapkan ahli waris Rukanah adalah:

a. Hartiyo bin Mastur.

b. Suharsono bin Mastur.

c. Sri Wahyuni binti Mastur.
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Menetapkan Penggugat I1 berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya sama
dengan bagian anak perempuan Rukanah lainnya.

Menetapkan harta warisan Rukanah adalah 12,50% bagian warisan Mastur bin
Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rukanah adalah sebagai berikut:

a. Hartiyo bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian.

b. Suharsono bin Mastur mendapatkan 4,17 % bagian.

c. Sri Wahyuni binti Mastur mendapatkan 2,08 % bagian.

Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat II (Suharti binti Mastur) dari warisan
Rukanah adalah 2,08 % bagian warisan Mastur bin Irdjan.

Menetapkan ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai berikut:

a. Nurgiyanti.

b. Hana Rahmawati binti Hartiyo.

c. Iman Wahyudin bin Hartiyo.

Menetapkan harta warisan Hartiyo bin Mastur adalah 19,44 % bagian dari warisan
Mastur bin Irdjan dan 4,17 % bagian dari warisan Rukanah atau sejumlah 23,61 %
bagian warisan Mastur bin Irdjan.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hartiyo bin Mastur adalah sebagai
berikut:

a. Nurgiyanti mendapatkan 2,95 % bagian.

b. Hana Rahmawati binti Hartiyo mendapatkan 6,89 % bagian.

c. Iman Wahyudin bin Hartiyo mendapatkan 13,77 % bagian.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana
tersebut pada diktum 4 (empat) di atas untuk membagi harta waris Mastur bin Irdjan
dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada
masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak
bisa dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya

diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.'%®

108 Putusan, Agung, and Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama Jepara No 1694/Pdt.G/2019/PA.Jepr.”



64



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR TENTANG
WASIAT WAJIBAH NON MUSLIM

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wasiat

Wajibah Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Putusan Pengadilan Agama Jepara No: 1694/PDT.G/2019/PA.JPR yang penulis
baca disitu hakim memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim
dengan pertimbangan, bahwa secara hukum normatife dalah hukum waris Islam,
perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yang
berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan
¢ Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ibnu
Hazm yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang
tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab maupun karena perbedaan agama.
Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005
Tentang Kewarisan Beda Agama, dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22
Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang telah menetapkan:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang
yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam

bentuk hibah, wasiat dan hadiah.'®

Berkaitan dengan hal itu penulis melakukan wawancara dengan salah seorang
hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ayeb Sholeh mengenai putusan Pengadilan
Agama Nomor: 1694/Pdt.G/PA.Jpr. terkait pemberian wasiat wajibah bagi anak
kandung yang non muslim, beliau mengatakan pemberian wasiat wajibah kepada anak
kandung non muslim sudah tepat karena memenuhi rasa keadilan. Majelis hakim dalam

memutus suatu perkara yang belum jelas dapat melakukan penemuan hukum dengan

199 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” 2005, Nomer:5/MUNAS VII/MUI1/9/2005.
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cara berijtihad dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja, sebagaimana
tercantum dalam pasal 5 (1) UU No.48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan dalam masyarakat.!'!”

Dalam hal penemuan hukum hakim harus
mempertimbangkan rasa keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang
hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak

tertulis. Sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 58. Q.S an-Nisa’ ayat 58:

L5 7e
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oA \M g_).glu O\S
58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat """

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerukan kepada penegak
hukum agar dapat menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga jika majelis
hakim Pengadilan Agama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar pertimbangannya
maka putusan hakim dalam memberikan suatu hal yang belum ada hukumnya dapat

dibenarkan dengan ketentuan tidak bertentangan hukum Islam.

Selain berwawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Jepara penulis
juga melakukan wawancara dengan salah seorang dosen ahli faraid bapak Muhammad
Hakim Junaidi, M.Ag. beliau mengatakan “halangan kewarisan itu tidak bisa dihapus
dengan kondisi apapun, karena tidak ada dalil yang menuju penghapusan terhalangan
warisan dapat mendapatkan warisan, namun seorang yang terhalang mendapatkan
warisan bisa diberikan harta dari si pewaris dengan cara hadiah. Kalau dalam putusan
tersebut, hakim mau memberi warisan kepada anak yang non muslim seharusnya yang
menerima itu jangan si anak non muslim, tetapi anak dari anak yang non muslim ini atau
cucu dari si pewaris, dengan alasan bahwa cucu bisa mendapatkan wasiat wajibah (cucu

dari anak perempuan tidak bisa mendapatkan warisan karena dia dzawil arham) ini di

10 “Wawancara Dengan Bapak Ayeb Soleh Hakim Pengadilan Agama Jepara.”
" QuranKemenaginMsWord-32, An-Nisa 58.
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KHI ada tapi dia bisa mendapatkan wasiat wajibah bagianya sama dengan ibunya,
semisal ini dilaksanakan justru malah sesuai dengan konteks fiqih murni dengan catatan

bahwa cucu dari anak yang non muslim beragama Islam.!!?

Pendapat bapak Hakim Junaidi mengenai Putusan Pengadilan Agama Jepara

No.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, putusan ini salah, karena :

1. Dia memutihkan kembali ketidakbolehan karena agama dengan alasan
keadilan, rujukan untuk membolehkan perbedaan agama bisa mendapatkan
warisan itu tidak ada. Ketidakbolehan karena perbedaan agama bisa luntur jika
dia berpindah keagama yang sama dengan pewaris tidak bisa dengan yang
lainnya.

2. Hakim Pengadilan Agama Jepara merujuk pada Fatwa MUI Nomor:
S/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, menurut beliau
itu juga salah karena disitu jelas namanya wasiat bukan wasiat wajibah, dan
kasus yang ada pada perkara ini, bukan lagi wasiat itu sudah warisan sehingga

jadi tidak pas.'!3

Pengertian mengenai wasiat dan wasiat wajibah tentunya hal yang berbeda,
Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau tertulis
kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang
kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, wasaitu syausyihi bermakna
ausaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di
waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Istilah
Syara’, wasiat adalah seseorang memberi barang, piutang, atau manfaat kepada orang
lain dengan ketentuan untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang yang diberi wasiat setelah
yang berwasiat meninggal dunia.''* Wasiat secara istilah, adalah suatu tindakan hukum
yang dilakukan oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah

meninggal dunia, atau pesan khusus kepada orang kepercayaan untuk memberikan

113 Ibid.

12 Hakim Junaidi Muhammad, “Wawancara” (Semarang, 2022).

14 Hasan, Pengantar Hukum Keluarga.
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kepada siapa hartanya diberikan setelah dia meninggal dunia.!''> Dalam buku Figh al-
sunnah karangan Sayid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah
pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan

ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat. !

Sedangkan, wasiat wajibah menurut Fatchur Rahman merupakan suatu tindakan
yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau hakim yang sebagai aparat negara
untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi seorang pewaris yang diberikan kepada
orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.'!” Wasiat wajibah merupakan perbuatan
hukum yang wajib ditunaikan, wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan
oleh hakim atau lembaga yang mempunyai otoritas agar harta seseorang yang telah
meninggal dunia diberikan kepada orang-orang tertentu (selain ahli waris) dan dalam
keadaan tertentu (bukan berdasarkan asas wasiat atau warisan).!''® Terdapat dua unsur

penting yang membedakan antara wasiat dan wasiat wajibah, yakni:

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan
yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau hakim. Pelaksanaanya berdasarkan
ketentuanisias perundang-undangan atau aturan hukum, tidak bergantung pada
keinginan pewasiat. Hal ini tentu berbeda dengan wasiat yang pelaksanaanya
tergantung pada keinginan pewasiat.

2. Wasiat wajibah diperuntukan bagi keluarga yang terhalang mendapatkan warisan,
seperti halnya berbeda agama dan terhalang oleh ahli waris lainya. Hal ini juga
berbeda dengan wasiat yang mana wasiat biasa pemberianya boleh diperuntukan

kepada orang lain.

Wasiat wajibah dalam KHI merupakan adopsi dari pemahaman Wasiat wajibah
yang digunakan di Mesir. Wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ditujukan kepada cucu

yang tidak menerima harta waris akibat terhalang oleh anak laki-laki, terlebih lagi cucu

15 Muhibbin and Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia),
186-187.

116 Sabiq, Fikih Sunnah, 353.

117 Rahman, Ilmu Waris.

118 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Magasid Asy-
SyarT’ah Jasser Auda.”
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dari garis perempuan. Berbeda dengan KHI yang mengatur wasiat wajibah ditujukan
kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah diatur pada Pasal 209 dalam dua
ayat KHI, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal
193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anakanya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.'!”

Berdasarkan pengertian wasiat wajibah dan peraturan wasiat wajibah tersebut,
dapat dipahami bahwa pada dasarnya wasiat wajibah bukan merupakan kehendak dari
si pewasiat melainkan kehendak hakim untuk memberikan bagian terhadap kerabat atau
orang terdekat dari si pewaris yang terhalang mendapatkan warisan. Seperti diketahui
dalam KHI Pasal 209 menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada
anak angkat dan orang tua angkat. KHI mendefiniskan anak angkat dalam pasal 171
huruf (h) sebagai anak yang dalam pemeliharan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat tidak termasuk ahli waris
karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan
orang tua angkatnya. Meskipun pengangkatan anak itu dilakukan dengan ketentuan
yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua

angkat dan anak angkat.!?

Menurut penulis, dalam memutuskan bagian wasiat wajibah untuk anak kandung
non muslim, hakim dalam mendalilkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu Hazm dan
Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, tidak
memahami teks yang sudah dinyatakan. Imam Ibnu Hazm tidak mengatakan bahwa
wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang non muslim, namun Ibnu Hazm

mengatakan bahwa “wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabtnya yang

119 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”
120 Mujib Nur, “Anak Angkat Dan Sengketa Waris,” Pengadilan Agama Jakarta Timur.
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tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang
yang mengahalangi mereka mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi
sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai dengan ketulusanya, tidak ada batasan
dalam hal itu”. Sehinggaa jika dipahami antara wasiat wajibah dan wasiat hukumnya itu
hal yang berbeda. Penulis sependapat dengan Bapak Hakim Junaidi yang mengatakan
bahwa dalam perkara ini adalah salah, dengan alasan hakim memutihkan kembali
ketidakbolehan mewaris berbeda agama menjadi boleh, padahal tidak ada dasar hukum
yang membolehkan mewarisi antara seorang yang berbeda agama, dan jika ingin
memberikan harta peninggalan dari si pewaris semestinya diberikan berupa hadiah,
namun dalam hal putusan ini bukan lagi masuk dalam konteks hadian tetapi masuk
dalam konteks warisan oleh karena itu putusan ini tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku.

Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 5S/MUNAS VII//MUI/9/2005 tentang Kewarisan
Beda Agama, yang pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan
hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta
antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan
hadiah. Wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI adalah wasiat pada umumnya dalam
artian seorang yang telah meninggal dunia yang berwasiat langsung kepada kerabat
yang non muslim yang dikehendakinya semasa hidupnya bukan dengan jalan wasiat
wajibah yang pelaksanaanya tidak atas dasar keinginan dari si pemilik harta namun dari

kekuasaan hakim yang memberikan bagian harta warisan kepada seseorang atas

kehendaknya (hakim).
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Pada Putusan Hakim Nomor:
1694/Pdt.G/PA.Jpr.

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang
menjadi ahli waris dari orang lain yang berbeda agamanya dengannya hal mana sesuai

ketentuan Pasal 171 huruf b dan ¢ KHI yang mengatakan :

“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

peninggalan.”

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris.”!?!

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf b dan ¢ yang menyatakan bahwa
seseorang yang dapat menerima harta warisan dari orang tua muslim ialah seorang yang
muslim juga, ini berarti ketika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama maka hak
menerima warisan tersebut menjadi terhalang, ini sesuai dengan hadist Rasullah SAW,

sebagai berikut:

<
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Artinya: “Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin
Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: Orang muslim tidak

dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. "%

Hadits diatas secara jelas menjelaskan bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi
orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Meskipun sudah diatur
secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hadist Rasullah SAW, namun

kenyataan dilapangan masih banyak para ahli waris yang terhalang mendapatkan

121 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” KHI Pasal 171.
122 Al-Bukhari, Shahhih Al-Bukhari.
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warisan karena perbedaan agama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk bisa
mendapatkan bagian warisan melalui jalan wasiat wajibah. Seperti kasus yang diteliti
oleh penulis, seorang ahli waris yang non muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan
Agama Jepara agar dapat menerima harta warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan
menggunakan dalil yurispudensi Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995 yang memutus

dan memberikan harta warisan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.

Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut
jumhur ulama hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan wasiat, apakah hukum
melaksanakan wasiat merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang harus dilakukan
seluruh umat Muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk
dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak dilaksanakan). Para imam fuqaha
berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai

berikut:

a) Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-
Baqgarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan.
Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak
dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib.

b) Daud Az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir
berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli
waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada
ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka
berpegang kepada Surah Al-Bagarah ayat 180.

c) Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi

setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. '23

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis mengenai wasiat yang disampaikan oleh
Fugaha, bahwa pada hakikatnya memberikan wasiat merupakan tindakan Ikhtiyariah
atau sukarela atas kemauan si pemilik harta tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam

keadaan bagaiamanapun juga seseorang atau bahkan hakim (penguasa) tidak dapat

123 Tono Sidik, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan,” Kementrian Agama
Republik Indonesia Direktorial Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi (2012): 52.
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memaksa seseorang untuk memberikan hartanya sesuai dengan keinginan orang lain.
Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan ikhtiyariyah berlaku jika yang
diberi wasiat adalah orang lain yang bukan kerabat, berbeda halnya dengan kerabat
dekat, maka unsur ikhtiyariyah akan hilang dan menjadi kewajiban untuk memberikan

wasiat kepada kerabat dekat yang terhalang mendapatkan warisan. '2*

Ibnu Hazm telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib,
yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk
memberikan wasiat kepada para kerabat yang terhalang menerima warisan, baik
terhalang dikarenakan terhijab atau karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris.
Pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, tidak selaras
dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab (Imam Syafi’i, Hanafi,
Maliki, dan Hambali) yang berpendapat bahwa, hukum berwasiat hanya merupakan
sebuah anjuran (sunah) dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan

dalam menghadapi kesulitan hidup.'?

Perbedaan antar Fugaha dalam hal wasiat disebabkan oleh berbedanya penafsiran
surat Al-Bagarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibnu Hazm,
ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli
waris) yang terhalang mendapatkan hak warisan. Sedangkan jumhur ulama menafsirkan
ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh
seseorang, karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat
sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan
(di-mansukh) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu para Imam Mazhab

menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah).'2°

Mengenai aturan wasiat wajibah sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal
209 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu: 1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan
Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

124 Rahman, Ilmu Waris.

125 Rizkal, “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah,”
yudisial 9 No 2 (2016): 183.

126 Ibid., 184.
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tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat
anak angkatnya.” 2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”!?’

Sering terjadi dalam fakta lapangan wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada
anak angkat atau orang tua angkat seperti yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 209, namun juga diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan
warisan karena perbedaan agama. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan
Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberikan bagian wasiat wajibah
kepada anak kandung non muslim berdasarkan pertimbangan pendapat Imam Ibnu
Hazm dan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda
Agama.

Berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah maka
Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tidak sesuai
dengan apa yang sudah diatur didalam hukum di Indonesia, karena dalam Kompilasi
Hukum Islam tidak menyatakan bahwa berlainan agama dapat mendapatkan bagian
wasiat wajibah dalam pasal tersebut wasiat wajibah hanya diperuntukan kepada anak
angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari seorang yang memiliki

harta.

Mayoritas ulama Figih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam penetapan
perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila ahli
waris tidak beragama muslim ketika meninggalnya pewaris muslim, maka ahli waris ini
terhalang mendapatkan warisan. Sebagaimana kasus yang dipeniliti oleh penulis, disini
saat meninggalnya pewaris ada seorang ahli waris yang masih beragama protestan,
sesuai dengan pendapat ulama fiqih, maka ahli waris dalam kasus yang diteliti penulis
terhalang mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Selain itu hubungan antara
kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas dalam

pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan) dan tidak termasuk dalam

127 Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi
Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” pasal 209.
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pelaksanaan hubungan syariah (termasuk hukum waris), hal ini sesuai dengan ketentuan

surat Al-Lugman ayat 15, sebagai berikut:

S o e 2815716 a8 el 3 Lagiced S ey ol il e 1 1,28 (1 e @lala 1
“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya,
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali

kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku
beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”'?®

Mengenai wasiat kepada orang non muslim kita dapat melihat dari pendapat
Imam Mazhab Maliki,Syafi’i dan Hambali, yang mengatakan bahwa wasiat adalah sah
apabila diberikan atau ditujukan kepada kafir harb (orang kafir yang memerangi umat
Islam) maupun kafir dzimmi(orang kafir yang dilindungi). Namun, menurut imam
Hanafi bahwa tidak sah berwasiat untuk kafir harb tetapi ia berpendapat tetap sah
hukumnya berwasiat untuk kafir dzimmi termasuk wasiat seorang Muslim untuk non
Muslim, dianggap sah dengan syarat bahwa barang yang diwasiat tersebut bukalah
barang yang tidak diperbolehkan seperti senjata karena dapat membahayakan umat
Islam.'? Salah satu dalil yang menunjukan diperbolehkannya berwasiat kepada non
muslim adalah ayat alQur’an pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi sebagai
berikut :

P Saf 2 2 g ‘,‘%9’ 51 Mho% 0 2m ST ol -\ S w oegos 23 Y. ow f ok ot f-:{jﬂ'; PEEITEY AR
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang

tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung

halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil .3’

Dengan berjalannya waktu yang silih berganti, permasalahan demi permasalahan
kian semakin berkembang , sedangkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alimin,
tidak cukup berhenti stagnasi begitu saja, melainkan terus bekembang dengan metode

dan pintu ijtihad yang sangat pesat, hal ini seperti halnya terdapat hal wasiat wajibah.

128 QuranKemenaginMsWord-32, Surat Al-Lugman ayat 15.
129 Rasyid Arbanur, “Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim,” el-Qanuniy 6 nomor 2 (2020): 184.
3% QuranKemenaglnMsWord-32, surat Al-Mumtahanah ayat 8.
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Namun pemberian wasiat wajibah harus diperhatikan yaitu pemberiaannya bukan untuk
sembarang orang, pemberianya harus untuk orang yang memang benar-benar layak
untuk mendapatkan harta tersebut. Contohnya seorang anak yang non muslim semasa
hidupnya dia sangat berbakti kepada orang tuanya, merawat dan memiliki kepedulian
yang sangat besar terhadap orang tuanya, maka anak tersebut layak dan berhak
mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya. Berbeda halnya jika anak kandung
non muslim ini tidak memiliki kepedulian dan bahkan orang tuanya ditelantarkan, maka

anak kandung ini tidak berhak dan layak mendapatkan bagian wasiat wajibah.

Selain itu wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak yang tarap ekonominya
lemah, sehingga ia sangat membutuhkan uluran orang lain untuk mencukupi

kebutuhannya, sesuai dengan surat an-nisa ayat 9, sebagai berikut:
it 38 15055 a5 e 1380 o 4355 gl (e 1385 51 0D el

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada

Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”."3!

Selanjutnya Magasid asy-syari’ah dapat digunakan untuk mengisi kekosongan
hukum yang sedang terjadi. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa magdasid asy-
syari’ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam seluruh maupun
sebagian besar hukum-hukum Allah, nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang
ditetapkan oleh syar’i dalam ketetapan-Nya.'*? Sedangkan Ibnu Asyur mendefinisikan
magqasid asy-syari’ah sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari’at secara
umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Berdasarkan pengertian magqdasid asy-
syari’ah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa maqashid syari’ah adalah nilai-nilai

atau tujuan yang bersifat luas yang terkandung dalam hukum-hukum Allah.

Kajian mengenai maqgdasid asy-syari’ah merupakan perkara yang sangat darurat,
terutama para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Mujtahid harus memahami

magqasid asy-syari’ah, seperti diketahui bahwa magasid asy-syari’ah merupakan nilai

31 Ibid., suat an-nisa ayat 9.
132 Al-Zuhaily Wahbah, Ushul Figh Al-Islamy, 2nd ed. (Beirut: Dar-Al-Fikr, 2005), 307.
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dan tujuan yang disyariatkan oleh Allah, sehingga mujtahid harus dapat memahami nas
dan melakukan istinbath hukum, dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang
belum jelas dasar hukumnya. Pada masa kontemporer ini, permasalahan yang muncul
semakin banyak dan belum banyak yang diatur secara jelas di dalam nash. Maka di sini
tugas mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum untuk mengatur segala

permasalahan yang muncul dan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Syar’it melegitimasi suatu hukum adalah dalam rangka kemaslahatan
manusia sekaligus meminimalisir dan menghindari manusia dari mafsadat (kerusakan).
Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak
bahaya, point substansi (ushul al-khams) yang menjadi tujuan kemaslahatan manusia
ada lima yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql),
keturunan (hifz an-nasl) dan harta (hifz al-mal). Menurut Imam Ghazali segala sesuatu
yang mengandung pemeliharaan atas lima hal ini disebut kemaslahatan, sedangkan yang
bertentangan dengan kelima asas tersebut disebut sebagai mafsadat dan upaya
menolaknya disebut sebagai maslahat.'3* Secara umum maslahah dapat dicapai melalui

dua cara, sebagai berikut :

1. Jalb al-manafi, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk
manusia. Manfaat dan kebaikan ini dapat dirasakan secara langsung oleh manusia
maupun pada masa yang datang.

2. Dar al-mafasid, yaitu menghindari atau mencegah keburukan. 34

Selain Imam Ghazali, ulama kontemporer Jaser Auda juga mengembangkan

Magashid Syariah dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. Orientasi Universal atau Umum (Magqasid al-‘Ammah) yaitu orientasi-orientasi
hukum yang mencakup seluruh kemasalahatan yang bersifat universal, seperti
keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, dan lain sebagainya. Magasid al-
‘Ammah ini menampung enam aspek perlindungan, yaitu: perlindungan agama (hifz

ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal),

133 Ahmad, Magashid Syariah.
134 Sidiq Ghofar, “Teori Magashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” Jurnal Sultan Agung 44 No. 118
(2009).
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perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan
perlindungan kehormatan (hifz al- ‘irdh). Orientasi Khusus (Magasid al-Khdassah).

2. Orientasi Khusus (Magasid al-Khassah), orientasi khusus dapat juga dipahami
sebagai tujuan-tujuan hukum dalam sebuah pembahasan tertentu (purpose of the
chapter). Tujuan khusus ini berkaitan dengan yang ada dalam bab-bab hukum Islam
tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari
kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan monopoli dalam hukum ekonomi
dan lain-lain.

3. Orientasi Spesifik (Maqgasid al-Juz’iyyah), Maqasid al-Juz’iyyah dapat diartikan
sebagai tujuan yang ingin direalisasikan oleh hukum tertentu, seperti tujuan untuk
berlaku jujur, menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kewajiban,

memberikan makanan bagi yang membutuhkan dan lain-lain. '’

Jika dilihat berdasarkan magdsid asy-syari’ah maka putusan yang diteliti oleh
penulis telah merusak keoutentik hukum Islam yang mana sudah jelas diatur dalam
hadist yang Diriwayatkan Abu Ashim dari Juraij dari bin Syihab dari Ali bin Husein bin
Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda: “Orang muslim tidak
dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” Namun
dalam Putusan Pengadilan Agama No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr yang memberi bagian
warisan berupa wasiat wajibah. Persoalan penetapan hak kewarisan terhadap ahli waris
non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah juga tidak diatur dalam aturan hukum
manapun, baik dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun
dalam aturan hukum Islam (Al Quran dan hadis). Oleh sebab itu Putusan Pengadilan
Agama Jepara No.1694/Pdt.G/2019/Pa.Jpr telah bertentangan dengan hukum Islam.
Oleh karena itu, apabila perkara kewarisan beda agama terjadi, sebaiknya pewaris
(Islam) harus berwasiat atau menghibahkan sebagian hartanya terhadap ahli waris yang
non-Muslim (dari kerabat dekat), karena melalui jalan wasiat atau hibah ahli waris non-

Muslim dapat menerima harta peninggalan dari pewaris Islam yang meninggal dunia.

135 Ahmad, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Magasid Asy-
SyarT’ah Jasser Auda.”
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memutus putusan Nomor: 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Majelis hakim
menggunakan pertimbangan hukum melalui pendapat Imam Ibnu Hazm yang
menyatakan wasiat hukumnya wajib diberikan kepada kerabat si mayit yang
terhalang mendapatkan warisan, baik karena perbedaan agama, perbudakan
maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya. Majelis hakim juga mengambil
fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005 tentang kewarisan beda agama yang
pada pokoknya menentukan bahwa hukum waris tidak memberikan hak saling
mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama, namun pemberian harta antara
orang yang berbeda agama dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.
Namun disini terdapat kerancuan pada pertimbangan hakim yang menggunakan
Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI9/2005, wasiat yang dimaksud MUI disitu
merupakan wasiat pada umumnya yang pemberiannya atas kehendak dari si
pewasiat dan tidak ada paksaan dari orang lain bukan wasiat wajibah.

2. Putusan Nomor.1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr bertentangan dengan hukum Islam,
karena dalam hukum Islam, antara orang Islam dengan non-Islam tidak berhak
saling mewarisi dan orang non-Muslim tidak berhak mendapatkan apapun dari harta
peninggalan pewaris Islam. Namun dalam putusan tersebut secara tidak langsung
telah membenarkan adanya hak saling mewarisi antara dua orang yang berbeda
agama melalui jalan wasiat wajibah. Pada dasarnya dalam hukum Islam telah
diberikan solusi melalui jalan wasiat, hibah, dan hadiah kepada ahli waris non
muslim sebelum pewaris Islam meninggal, sesuai dengan Fatwa MUI. Jika dilihat
melalui kaca mata Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang non muslim tidak
bisa mendapatkan wasiat wajibah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209
hanya mengatur dan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua

angkat.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini terkait

Putusan 1694/Pdt.G/2019/PA.Jpr adalah sebagai berikut:

1.

Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan
yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum
Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum
berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum.
Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan
perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan
bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan,
oleh sebab itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan

kajian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai permasalahan.
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No.353 Kecarmatan Kota Kabupaten Kudus berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 5 April 2019 vany terdaftar
di kepaniteraan  Pengadilan Agama Jepara Normor
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Para Penggugat;

rrelawan
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duria kurang terlebib sekitar + tabun 1973 dan kermudian disusul suaminya
yany bernara 300000 meninggal dunia sekitar + talun 1975;

3. Bahwa  sebelum  meninggal
dunia dalam perkawinanmmya RO denyan X000 dikaruniai seorang
anak laki — laki harmya 1 (satu) anak yang bermarma 500000

4. Batnwa dengan  meninggalrya
suarmi isten yang bermama JO00C0 dengan X}OOCCC maka ahll warnsmya
sebagal abli wars sat — satunya anakrya yang bemama 00000

5. Bafwa XK (alm)
melakukan perkawinan sah dengan SEOrany WArita VANY Bernarna X000,
6. Batwa  XXXXX (amy telah

meninggal dunia terlebih dabulu sekitar £ tabun 1993, kemuodian disusul
HCOOC meninggal dunia sekitar+ mhun 2015;
s Bahwa sermasa hidupnya suarmi
isteri yang bermama JO000C (alm) dengan X000 dikarunial 7 (tujub) anak
waitu sebagal berikut:

1 000K (perempuart;
OO0 (perempuany;
FRCCOX (PErEmpLIAn);
YOO (laki-laki);
HRCCGOK (PETEMPLANY;
OO0 (laki-laki);
HRCCOK (pETEmpUAN).
B. Bahwa anak  xGOOGC (alm)
normor 1 (satu)y yany bemara Q000 alm. (perempuan) telah meninggal

P SN T N B

duria, dan semasa hidupriyva melakukan perkawinan dengan  sOO00C00
mernpuryal anak 3 (tiga) orang yang bemama

1) K (pErempuany;
2 OO0 (perermpuan;
3) HHCCO (PErEMDLAR ).
a. Bahwa anak  xOOGOC (alm)

normor 2 yany bermarna 00 (perempuan telab meningogal dunia juga,
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dan semasa hidupnya melakukan perlkawinan dengan XEO0000 mempuryai
anak 5 (lirmag orang yang bermarha sebagai berikut
1) 000K (akidakiy
2) HROCOOK (pErEmpUAany;
3) HOCOCOX (pErermpLany;
4 X000 (laki-lakiy;
) HOCCGOX (pErermpLan).
10. Bahwa anak  OOGCC (alm)
normor 3 yany bermara Q00O (perempuan telah rmeninggal dunia juga,
dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan 30000 mempunyai
anak 7 (tujuhy orang yang bermarma sebagai berikut:
1) GO perempuan;
2] 0000 (laki-laki)
3 0000 (laki-laki)
4y 00000 alm. sebagai abli Penggant adalah anaknya yang bernama
HOCOK alrmlaki - aki).
B 00CKK [laki-lakiy;
B) OO (laki-lakiy;
7 X000 (perempan.
11. Batnaran sebagaimana uraian i
atae maka ahli warns  almarhurm 3OOGOC dan J0GG00 yvang masih hidup
adalab sebagai berikut;
1) HEGOOK (perempuarny;
2] OCOOX (perempuarny;;
3) GG (pErempuany.
4) X0000K (akiHakil
B) 00O (perempuany;
§) HEOOOK (perempuary;
7 OO (laki-laki);
B) XRCOOK (pErempuany.
9) KRGO (perernpuany;
10) 30000K (lakilakiy;
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11) XOCEK (lakilakiy;

12) 300006 alm (laki-lakil.

13) J00C0K (lakidakiy;

14) 30000K (lakilakiy;

15) JCCOOK (perempuar.

18) J00CCK (lakidakiy;

17) 3G (perempuary;

18) 300CCCK (lakiakiy;

19) XROOCK (perempuarn.
12. Batnwa seperinggal almarbium
OO dan )OO0 telah meningoalkan harta peninggalan berupa sebidang
tanah C. Moo G000 Persil 78 Klas DUl luas £ 0,741 da atas narma )O000¢
KOO yany wrletak o Desa )O0O00L Kecarnatan 20000, Kabupaten
Jepara, dengan batas — batas sebagal berikut -

Ltara DRG0
Tirrur T OO0
Selatmn DRG0
Barat D O0O0
Mohon disebut sebagal Obyek Sengketa
13. Batmaa Olyek senyketa

peringyalan milik alrartur CC000 dan almarburmmak GGG karena
telal menimgyal dunia sebagai ahli waris atas Obyek Sengketa sa —
satumya adalabh X000 (alm);
14, Bahwa GO0 (alm) dengan
isterinya yvang bermama 30000 mlah meninggal dunia juga, maka obyek
sengketa jatuh pada anak — anakrya dan sucu — cucunya yaitu sebagal
berikut
1) FOOGOR (perermpuarty  telah meninggal  dunia dan semasa
hiduprya melakukan perkawinan dengan XG0 mempuryai anak 3
(tigay orany yang bermarrac:
a. RO (pErempUany;
b. RGO (pErEmpLUAn
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G. SOOO0KE (perermpuan).
2) HOOOK (perempuan telah meninggal dunia juga, dan semasa
Fidupriya melakukan perkawinan dengan GO0 mempuryal anak 2
(tigay orany yang bermarma vaitu sebagai berikut:

a. X000 (aki — laki);

b. XOGOOK (perempLany

£ OCOOK (laki — laki);

d. GO (laki — laki);

B, 000K (pBErempuanl.
3 KOO (perempuan)  telah meninggal  dunia, dan  semasa
Fidupriya melakukan perkawinan dengan 200000 merpuryal anak 7
(tujuky orang yvang bernama sebagal berkut:
a. OO0 (pErempuany;
b OGO (lakilak)y;
G, XCOCK (lakiHaki)y
d. JOGOK sebagal ahli Pengganti ahll waris adalah anaknya yang
Bermarma XCGO0 (laki-1aki).
e, OO0 (laki-laki);
£ OGO (laki-laki y;
. OO0 (perempuany.

RGO (laki-laki);

OO0 (perempuany;

RGO (Jaki-laki);

HOCCOX (pErEmpUany.
15. Bahwa  termyata anak-anak
alrmarfiurm X3CCOC (alm) dengan alrmarhiurmrmalh o SGGO0C terdapat 1

P [ G, e

(satu) anak yang bheragama Kristen yang bermama 300000 (alm),

15. Batmuea berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl telah mengeluarkan Putusan No.
36B.KIAGILEOE, targyal 16 Juli 1998 yany telah mermiliki kekuatan bukure
tetap dan Putmsan Mahkamah Agung Rl NoB1MIAGA 989, tangogal 29
September 1999 yany intinya rmenyatakan batftwa ahli waris yang beragama
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nor-rmuslin tetap bisa mendapat barta i pewaris yang beragama lslam;
17. Batrara berdasarkan Pasal 176
KHI berburyi “Arak perernpuan bila barya seorang ia mendapat separoh
bagian, bila dua orang atau Bbih mereka bersama-sama mendapat dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, rmaka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
anak perermpuarn;
18. Bafnwa  denpan demikian
berdasarkan pasal 176 KHI sepeninggal 2GC0RCC harta peninggalannya
berupa sebidang tarmab C. NosxGOCOC Pemsil 78 Klas DUl luas + 0,741 da
(741 mZ) atas narta AO000C XOCRCC yann terletak o Desa XG0,
Kecamatan xOCCCK Kabupaten Jepara (obyek serngketa) sebagai ahli wearis
dlan ahli waris penggartinya dalam pembagianrmya adalah sebagai berikut:
1) FRCGOC (alm) perempuan mendapat 1 bagian dan luas fanah +
741 m2 yaitu seluas + 82,3 m2 karena telah meninggal dunia maka jatub
kepada anak-anaknya sebaga pergoganti abll wansoya yaitu yang
A
a. OO0k
b XGOCK;
6. X000,
2) HRCGOC (alm) perempuan mendapat 1 bagian dan luas nah +
741 m2 yaitu seluas + B2,3 m2, karerma telab meninggal dunia jatub
kepada anak — anaknya sebagal penggart abl warnisnya yang bermarma:
a. XK
b SOGOCK;
G, XK
. OO0
B XK.
3) OGO (alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas fanah +
741 m2 yaitu seluas + B2,3 m2, karena telab meninggal dunia jatuh
kepada anak — anaknya sebagal penggart ahli warunya yang bemarma
a. JOOOOX (pErempuany;
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OO0 (laki-laki);
HROOOK (laki-lakiy;
HOCCGOX alm (lak-laki).
B, 00O (lakilaki)y;
OGO (aki-laki ),
9. OO (perermpuan.
4 HOOGOX (alm) laki-laki merndapat 2 bagian darn luas tanah £ 741
M2 yaitu seluas + 164,6 m2;

2 7 v

5 AROOOC (Alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas @nah +

741 m2 yaitu seluas + 82,3 m2;

6) OGO (alm) laki-laki merdapat 2 bagian dari luas tanah + 741

mZ yaitu seluas + 1646 m2;

i} ARG (Alm) perempuan mendapat 1 bagian dari luas @nah +

741 m2 yaitu seluas + 82,3 m2;
19. Bafnwa sepeninggal almartium
GO0 ryany meningyal dunia Hahun 1975 dan isterirmyayang bemama
XOGOOL yany meninggal dunia 4+ tahun 1973, maka sebagal ahli warnisnya
sat — saturya adalah 00000 (alm) yang juga telah meninggal dunia
sekirat tahun 1993 yang menikah dengan J0GC00 £ juga telabh meningyal
duria sekira + tahun 2015, maka sejak tahun 2015 berdasarkan hukum
warns telab terbuka wans terbadap Obyek Sengketa, yang mana Sermua
anak — anakoya sebaga ahli warnis dan cucu — cucurya sebagai pengyarti
ahli waris terhadap obyek senpket;
20. Barhwa Olryek Serngketa
sefelah terbuka wans sejak meninggalnya 3000 + tabun 2015 sarmpal
dengan sekarangelah dikuasal dan dimiliki oleh Tergugat tanpa ada
musyawarah atau jn kepada Para Pengyugat yang mempunyal bak atas
obyek sengketa;

21. Bafwa atas tindakan Tergugat
menguasa dan memiliki obyek sengket tersebut mengesampingkan hak —
hak Para Pengogugat sebagai ahli warnis dan pengganti ahli waris, Para
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Pengyugattelah  berulangkali merminta bak —  hakmya dengan cara
melakukan musyawarah dengan Tergugat agar bisa dibagi sesual dengan
hak bagiarmya rmasing — masing akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan
tiak mau membay wars sebagaimana hakrmya masing - masing Para
Pengougat  dan Tergugat  justru malah Tergugatdengan  aroganiya
MEnyUasai dan menempat obyek sengketa sampai dengan sekarany:
22, Bahwa  perbuatan  Tergugat
Menguasal dan merermpatl obyesk  sengketa sewlah serhmua Pewars
rmeninggal dunia tabun 2015 adalah mengesampinogkan hak-bak Para
Perngyugat dan merugikan hak — bak Para Perggugat sebagai ahli waris;
23. Batrara berdasarkan Pasal 188
KHI berbunyi " Para ahli owans  bak secara bersarma-sama atag
perseorangan dapat mengajukan perrmintan kepada ablio waris yang ain
untuk melakukan permbagian harta wansan. Bila acda diantara ahli waris
yany tidak menyetujui perhintaan itu, maka yang bersangkutan dapat
rengajukan guatan melalui Pengadilan Agarma urtuk dilakukan permbagian
Warisan';
24, Batmaran berdasarkan ketentuan
KHI pasal 188 tersebut di atas, oleh karena Tergugat ticak memberikan hak
OO0 maka Para Pengyugat telah tepat dan benar mengajukan guigatan
relalui Pengadilan Agarma Jepara agar dilakukan pembagian warisan;
25. Batmaa GLgatar Para
Pengpugat di lembaga Peradilan Agama telab benar sebagairmana KHI dan
secara bersama — sama Para Penggugat menurtut haknya dijadikan satu
secara global tidak dipisahkan bagianma satu sama lain selan atag
terkecuall bagian Terguoat dengan ketentuan sebagal berikut:

13 Sebagai abli waris pengganti

dari almarbumah $COCCC (alm) perempuan, adalah anak — anaknya 1.

SOOGOL, 2. 30000, 300000 mendapat seluas + 82,3 mZ

23 Sebagai abli waris  penygantti

dari alrmarbiurmah X}GGOCC (alm) perempuan,  adalah anak — anaknya

L0, 20000, B0 B, 3OO0, GOk mendapat seluas +
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B2, 3m2Z;

) Sebagai abli waris  penyganti
dari alrmarfiurnah 332G (alm) perempuan,adalah anak — anaknya yait
1. GG, 2.Muhlisin bin Jami, 3.0000C, 400000 alm. 5.GOGG
B OGO TCCCOK (perempuan mendapat seluas + 82,3 m2;

43 Sebagal ahli wans  XOGOCK
(alm) laki-laki mendapat seluas + 164,86 m2;

=) Sebagal  ahli o owans  XOGOCK
(alm) perempuan mendapat seluas + 82,3 m2;

=} Sebagal  ahli o wans  OGO0K

(alm) laki-laki mendapat seluas + 164,6 m2;
OO0 tersehut telah sepakat dijadikan satu dalam untutan perkaca ini
sehingya total kessluruban hak bagian dari obyek sengketa seluas +

658,44 m2;
26. Batnwa  selanjutrya bagian
Teryuyat yang bermarma 3OO (alm) perempuan mendapat bagian seluas
+ 82,3 mZ.
27. Batmara dalam pembagian waris

secara adil dilakukan dengan ketentuan X000 semua seluas + 658,4 m2,
sedangkan bagian Tergugat seluas + 82,3 m2, dengan ketentuan (ebar
depan ditarik kebelakang sesual luas masing — masing sehingya Para
Pengyugat dan Tergugat menckapatkan bagian muka dan belakarngrya;
2B. Barwa X000 terpisah dengan
bagan Tergugat sebagaimana luasanya masing — rmasing ditetapkan batas
— batasnya berikut:

13 AoCGOC seluas + 658,44 m2

dengan batas — batas sebagau berikut:

Utara o 3GOOCK

- Tirnur 2 30000
Selatan KK
Barat - 3GOOCK
23 Bagian Terpugat seluas seluas
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+ B2,3m2, dengan batas — batas sebagau berikut:

Utara o XG0

Tirnur 2 X0

Selatan © X000

Barat 1 3OO0
29, Barwa Lrituk kepastan
hukummenghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada
dan yany mendapat bak dari padanya supaya mengosongkan dan dalam
keadaan kosong meryerabkan tanah dan bangunan obyek sengketa
kepada Para Penggugat dan selanjutnya dibagh warns sebagaimansa
bagianiya masing — masing Para Pengggat seluas + 658,44 m2 sedangkan
Teryguyat + 82,3 m2;
30. Bahwa urttLk rhencegah
Terguyat lalal atu tidak mertaat s putusan dalam perkara ini, ohon
kepada Pengadilan Agamadepara, menghukum Tergugat agar difukum
membayar uany paksa dwangsorm) sebesar Rpol.000.000,- (satu juta
rupiaky perban keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Yany
Telah Memperolet Kekuatar Hukum Tetap/Pasti;
31. Bahwa gugatan ini cidasarkan
paca faktafakta yang sebenamya dan didukurg oleb bukti-bukt kuat,
karenanya adalab wajar apabila gugatan Para Penggugatdapat dikabulkan
urtiuk selurubirya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebil dulu walaupun ada verzet, banding rmaupun kasasi
(Untvaerbaar Brf Voorrad),

Berdasarkan waan tersebut of  aths, Para Pengougat mohon kepada
Pengadilan  Agamadepara yanyg  memenksa  dan mengadili perkara ini
rerjatubikan putusan sebagal berikot
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat selurubnya;
2. Menyatakan Para Pengugat dan Tergugat acalab ahli warnisalmarhum
HOQGOX dan alrmarhiurmal 3OO0
3. Menyatakan obyek derngketa C. NoJOGGOO0 Persil 78 Klas DIl luas +
0,741 da atas nama 3COCC dan 20G000 yang erletak di Desa X000
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Kecarnatan 3000, Kabupaten Jepara sebaga ahli warisrya adalah Para
Peryyuyat dan Terguyat;

4. Meryatakan Tergugat menguasa dan menempati obyek sengketa sejak
tahun 2015 sampa dengan sekacany adalab mengesampingkan bak Para
Pergpunat sebagal abl warns dan merugkan Para Pengguyat;

5. Meryatakan 0000 ats Obyek Sengketa C. NoGGOOK Persl 78 Klas
Dl luas + 0,741 da atas nama xOC00x 3OO000 adalah seluas + 658,49 m2
dengan batas — batas sebagai berikut

- Utara TR0
- Tirmwr DGO
- Selatan p SCORHK
- Barat TGO,

6. Menyatakan bagian Tergugat atas Obyek Sengketa C. NoOGOOK Persil
78 Klas DU luas + 0,741 da atas nama JO0C000 OGO aralah seluas +
82,3 m2,dengan batas — batas sebagal berikut:

- Utara D OMOGORK;
- Tirwr LK
- Selatan o OO0
- Barat DGO

7. Menghukum agar Tergugat serta siapa saja dan apapun yang ada dan
yangy mendapat bak dari padanya supaya mengosongkan dan calam
keadaan kosong menyerabkan tanab dan bangunan obyek sengketa
kepada Para Pernggugat urtuk dibagisebagaimana bagiannya masing —
rrasing JOGOK seluas + 658,4 m2 dan bagian Tergunat seluas + 82,3 mzZ;
8. Menghukurn Terguyat [alai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara
in dengan membayar uany paksa (dangsorn) sebesar Rp.1.000.000,-
(satu  juta  rupiah)  perhan  keterlambatan melaksanakan  keputsan
Pergadilan yany telah mempurnyal kekuatan hukurm past;

9. Mermatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu
wal aupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bif Yoorrad).

10. Menghukurm Tergugat mermbayar biaya yang timbul dalarm perkara
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ini.
Atan
Apabila Pengadilan Agarna Jepara pemeriksa perkara berpendapat lain
dalam perkara ini mohon putusan yany seadil — adilrya (Ex asgueo ot
bana).

Batwa pada hari dan wnggal sidany yang telab ditetapkan Para
Pengougat dan Tergugat telab hadir unuk menghadap o persidangan dan
Pengadilan telah berupaya mendarmaikan Para Penggugat dan Tergugat, akean
tetapi tidak berbasil;

Batnva Para Penggugat dan Tergugat ielah menermpuh proses medias
dengan mediator Charhidah, S.Ay. sebagaimana laporan mediator tanggal 7
MNopember 2019, mediag yang dilakukan tidak berbgasil;

Batma selanjutrya dibacakan surat gugatan Para Pengyugat vang isina
tetap  dipertabankan oleh Para Pergougat dengan tambaban penjelasan
sepagal berikut:

1. Bakwa 300000 semasa hidupnya menikah dengan 300000 dan 20000¢
telah meninggal dunia pada tanygal 30 Desernber 2012;

2. Bahwa 300000 menikah dengan SCCO00 dan OGO elabh meninggal
dlunia paca mnggal 11 November 1991;

Balwa terbadap  gugatan  Para Pergogugat  tersebut,  Tergugat
rrermberikan janaban yang pada pokoknya sebagal berikut:
DALAM EKSEPSI
Eksapsi Kompatens: Absofut

3. Tentang Ahli Waris

a Batwa gugatan Para Penogguoat  dalam posita balaman 8

romor 11 meryebutkan” batmva sebagamana uraian diagas maka ahli

waris almartiunm OGO dan M0G0 yang  hidup  adalah sebagaimana
tersebut pada posita 11 gugatan Para Penggugat;

b.  Bahwa Pasal 175 ayat 1 KHI mermyebutkan Kewajiban ahli waris

terhadap pewaris acalah:

1) Mengurus dan menyelesakan sampal pernakarman jerazah

selpsai
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2) Menyelesaikan baik hutarny-hutang berupa pengobatan,
perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagii hotang
3) Menyelesakan wasiat pewaris
A) Membay harta werisan diantara ahli warnis yang berhak
Babwa Pasal 175 ayat 2 KHI menyebutkan tanggung  jawab  ahli
waris terhadap hutany atau kewajiban pewans banya terbatas  paca
jurnlah atau rlai harta peninggalanmya;
6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3
disebutkan bahwa 00000 dan JOCCCK meninggalkan warisan yang
menurut Para Penggugat disebut sebagai  obyek  sengketa. Tergugat
rernbantalmya dengan alasan sebagai berikut:
1) Batwva tidak berar ada sergketa tamah warisan  etap
sengketa  tertany kepermilikan dengan obyek  ssbidanyg  tanah
vany o atasmya terdapat bangunan  rumah o semi permanen
berdinding kayu jat (sebelum direnovasi berdinding bata) beratag
genteny, karena obyek tersebut telab beralib kepernilikan karena
jual  bell berdasarkan  wasiat Pewaris  ibu 300G untuk
membayar  dan melunasi hutang Pewaris dengan orang  lain,
karenarya merupakan kompetensi absolut dan peradilan umurm
2) Balwa kewerangan  absolut  Peradilan Agama telah
dirurnuskan dalam Pasal 48 Undang-undang Noror 7 Tabun
1989 Tertany Peradilan Agama  dan yurisdiksi satu pergadilan
tidak boleh dilangyar yurisdiks) pengacdilan lain
d. Batwa dalam Pasal 132 Rv menyebut Dalam hal bakim ticak
berpenang karera Bnis pokok perkararmya, maka ia meskipun tidak
diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib
meryatakan difnya tidak berwenang
e Batwa Pasal 1967 KUHPerdat menyatakan bahwa segala
wntutar hukurn baik yang bersifat kebendaan maupun yang  bersifat
perseorangan hapus  karena daluwarsa dengan  (ewatnya waktu 30
(Tiga Puluk) mhun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya
daluwarsa it idak wsah mempertunjukkan suatu aas hak, lag pula
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tak dapatial dimajukean terhaclaprya suatu tangkisan yany  dickgarkan
kepada itikadnyayang buruk;

4, Tentang Olyek Sengketa Waris
a.  Balwa dalam gugatan Para Pengyugat dalam posit Rormawi
Il nomor 1 tertulis barmea 2OO00C dan XGOCCC telah meninggalkan
harta peninggalan berupa sebidang tarmah  yang merupakan obyek
sergket;
b. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat
dalarn gugatan Para Pengougat dalam fakta hokum tidak  pernahb
ava
c. Bahwa gugatan para pengguoat  terkait obyek  sengketa
adalah salah obyek yang disengketakan (error 0 abjacta)
d.  Bahwa semasa hiduprya, sast usaba pertukangan dan mebelair
Bapak 200G XG0 mennalarmi kebangkrutan, tanab dan bangunan
di atasnya berupa rumah gemi permanen dengan dinding kayu jati
dan sebagian bat bat dan beratapkan gerting  sebagairmana
didailkan Para Pengyugat sebagai obyek sengketa, dijual kepada
menarturya yaitu OO0 isten XO0000 dengan harga Rpl5 000,-
{Lima Belas Ribu Rupian) pada tanggal 22 September 1958
sebagamana tersebut dalam C. Moo 1999 Persil 87 DI luas 113 da
atas narma OO00C OOCO0 yany  terleak di Desa OO0
Kecarmatan 00000 Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai

berikut

Utara TR

Tirmur D000

Selatan IO, MO, X000
Barat 00

e. Baflwa pada tanggal 22 Septernber 1958, sebagian mnah
tersehbut juga telah dijual gadai oleh o 30000 isten 300G kepada
OGO spbagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97, DI, luas
0,38 da yany berasal dari C. No. 1999 yang teretak di Desa

Halzman 17 dari 82 Puiusan Momear 1E94PH GR20159/P4. Teor

NI e T O A QR ey Fen oG WP it 3ot S b A VN TR ADGT) PN DT RIIY: (LY, Ty Gl L s
Fmimt ST peraar: dnrce Fb s beterks Rt g Rrhe erient g v cie e Ko v SR FIY I I LT T e e A e
Ervigss ¥ ke Fmren A B ROl e et ol Sh s S g Sebearys ach, rav e ber Sk, mromi Fonmp Sege by Meparrst e s v v £gceg Ripreintd ¢

St deprdemar @ rat e Tirg o g O I5D Eit 3 1Y Halgman 17




106

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OO0 Kecamatan SOOCO0 Kabupaten  Jepara dengan  batas-batas
sebagal berikut:

Utara T OGO MGG
Tirraur T R KN
Selatan DRI

Barat IR

f. Batwa tanah dan bangunan berupa rumah semi permanen
dengan dinding bata dan kayu dari jati (sebelum direnovasi) yang
dijual  oleh SOOCGC CORGGE dibeli oleh XOQGOC isteri K0OOO0C
dengan harga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiahy  pada tangoal
22 Septermber 1958 dan sebagian lag digada dengan cara dijual
dibawah  tangan  dengan dapat dibell fag kepada 300000 dengan
harga Rpls 000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)  pada tangoal 22
Septermber 1058 sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 97,
DI, luas 0,38 da yang berasal dari C. No. 1999 yang teretak di
Desa X000 Kecarmatan GO0 Kabupaten  Jepara, sehingya sisa
luasrya seharusnya + 113 da

g. Bahwa karena pata saat  membeli  tanab yang  diatsmya
terdapat rumah semi pernanen milik mertuanya 00000 XOCCC, Thu
SOOOOCIsteri XO0CC baru memiliki uang sebesar Rp 15 000,- (Lima
Belas Ribu Rupiah) sedangkan hutang mertua dan 20GO0CC ister
OO0 yany harus dibayarkan kepada 00004 sebesar Rp 55 000,-
(Lirma Pulub Lima Ribu Rupiab) maka lbu QOO0 menjual dibawah
targariual gadal sebagian tanah yang dibeli dan mertuarnya X000
OO0 kepada seharga XOO00C dengan barga Rp 15 000,- (Lima
Belas Ribu Rupat) pada tanggal 22 Sepermber 1958,

h. Balwa pada tanggal 15 November 1958 membayar cicilan
hutany  sebesar Rp 30 000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada
XG0 dengan cara menjual tanah kepaca XOCO0C dengan harga Rp
15 000,- (Lima Belas Ribu Rupiahy dan uang hasil mbunganmmya
sebesar Rplh 000,- (Lima Belas Ribu  Rupiah), sehingga sisa
pinjarman sehesar Rp 25 000,- (dua Puluh Lirna Ribu Rupiah)
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i Balwra pada  tahun 1981 OGO menagih hutang kepacla
OGO dan X000 sebesar Rp 25 000,- (Dua Puluh Lima  Ribu
Rupiah) sejak membayar cicilan hutng sebesar Rp 30 000,- (Tiga
Puluh Ribu  Rupiah) kepada 23000 pada tanggal 15 Noversber
1958, tetap paca saat itu orang tua Tergugat dan Para Penggugat
belum  mampu  membayar dan  melunasi tagihan hotang dengan
jarminan mnah dan bangunan o atasnya dengan dapat | dibeli
kerntali
i- Batwa Para Penggugat tidak mempuryal hak urtuk menggugat
perkara yang disengketkan tentanyg  sengketa kepemilikan tanatb
karerna  bukan  merupakan sengketa wanisan sehingga gugatan
semgkem ertang bak milik atas tanah yvang telah beralib karerna jual
beli akibat  hutang pictang Pewarns yang  meropakan kompetensi
absolut peradilan umum dan gugatan terbadap Tergugat adalab
keliru dan salah sasaran dan tidak jelas (Obscoor fiber)
k. balttwa Pasal 1957 KUHPerdata menyamkan segala tuntutan
hukurn baik  yang  bersifat kebendaan maupun yang  bersifat
persecrangan bapus  karena daluearsa dengan  |ewatriya wakiu 30
(Tiga Puluk) tabun sedangkan  siapa yang  menurjukkan  akan
adanya daluwarsa itu tickak usah mempertunjukkan suatu alas  bak,
lagi pula tak dapatiab dirmajukan terbadaprya suatu tanokisan yang
diclasarkan kepada itikadrya yang buruk

5. Tentanyg Pembagian Waris
a. Bahwa Termugat menolak dengan tegas semoa dalil-dalil
gugatan Para Penygugat
b. Bafwa dalam faktarya Tergugat tidak menguasai obyek
sengketa berupa tanah tetapi sebagal pemilik tanah karena wasiat
iburyan XOGOOC untuk tdak  menjual nah yang  dibeli dan
mertuarya SOCCOOO0000 dengan cara membayar hutang bapakibu
OGO OGO sejurlah Rp 55 000,- (lirma  Pulukh Lima Ribu
Rupiah} dengan sudah membayar pinjaman hutang Bp 30 000,- (Tiga
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Pulub Ribu  Rupiah)y kepada 30C000 pada  tanggal 15 November
1958;
c.  Bafwa ibu OCCOC dengan Tergugat atas  bantuan dari bapak
OGO membayar tagiban kewajiban . butang kedua orang tua bapak
ibu XO0O00 XOGOAd pada tabun 1981 sejumlah Rp €0 000 000,-
(Enam  Puluh Juta Rupiah) kepada JOO00C atas  kesepakatan
hutany antara b GOGCC dan X dengan disaksikan  Tergugat
dan XCOO0( pelunasan paca waktu itu disepakati menjadi sebesar
Rp 200 000 000,- (Dua Ratus  Juta Rupiah), tetapi baro  dibayar
sejumlah Rp 60 000 000,- (Enarn Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa
hutany vany harus  dibayar oleh Tergugat dan suaminya 20G00C
kepada XGOCK sebesar Rp 140 000 000,- (Seratus Empat Pulub
Juta Rupiakt)
Eksapsi Error n Parsona
1. Batwa Tergugat menolak dengan tegas semoa dalil-dalil gugatan
Para Penggugat
2. Batwa gugatan Para Penggugat dalam Posita tertang pembagian
waris nomor 6 (angka 1, (sub angka 1,2 dan 3), angka 2 ( sub angka
1,2,3,4,5), angka 3 (sub angkal, 2, 3,4, 5 6, 7) angka 4, angka 5 angka &
tan angka 7, adalah salab obyek karera obyek tanab secara hukum
dan  seryatarya ditermpat oleh Tergugat dan Suami serta anaknya
sehagai pemilik dan Tergugat membantu meminjami ternpat di tanab
rrilikrya kepada J0COCC (Alm) dan anak-anaknya semasa bidup ol anah
rhilik Terguget dan diternpati oleh anak XGCOCOC(AIM) sampai sekarang.
3. Bahwa Tergugat secara fukurn dan faktanya sebagal permilik yany sah
pada saat  Pewaris ibu QGG mervuruh Tergugat DAN SGOGOC agar
berusaha mencan  pinjaman dengan  maksud  untuk membeli kembali
tanah yang di atsnya terdapat bangunan rumah berdinding bata dan
rangka dari kayu jati serta beratapkan genting dan setelab melunasi
hutang-hutang ibu 0000 semasa masih hidup dengan alasan karena
pada saat ibu GGG membeli tamah kepada meruanya bapak  ibu
ARG 0000 dengan mengorbarkan  menjual sernmua perhiasanya
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dan merjual sapi milik orang  tuarya dabolu ditarmbah dengan uang
hasil tabungannya;
Dengan  dernikian  secara fukum  gugatan Para penggugat  harus
diryatakan tidak dapat diterima (pigt onntvanketike verklaard)
Gugatan Para Penggugat Adatah Kabur (Obscuor Dbel)
1. Batwa Tergugat menolak cengan tegas semoa dalil-dalil gugatan
Para Penggugat selurubrmya;
2. Batwa dalam posita 6 gugatan para penggugat yang tertulis "Bahwa
dengan  demikian  berdasarkan pasal 176 KHL sepeninggal 0000
harta peninggalannya berupa sehidang  tanah C.No. 300000 Persil 78
Klas D Il luas £ 0,741 da (741 mZ) atas  nama 200000 X00000 yang
terletak i Desa GO0 Kecarmatan 200G Kabupaten Jepara (obyek
sengketa) sebagai abli waris dan ahli waris penggantnya dalam
pembayianya sebaga berikut...l,.ods, 2,.dst 3,.dst, 4, L oost, 5.t
Gty 7, st
3. Balwa gugatan Para Pengougat tiddak jelas dan kabur fobscoor fibed)
sehab Para Penggugat  tidak  menjelaskan secara jelas tanah yang
mana  dan  dengan batas-batas yang  mana yang  diwariskan, siapa
pember warisan, diberikan kepada siapa harta wearis dari Pewaris yang
yany menurut Para perggugat menjacd obyek sengketa waris  dengan
ofyek tanah
a. Babwa dalam gugatan Para Pengyugat dalam posita angka 3
rmenyebutkan  babwa sepeninggal almarhurs Bapak X030 dan
FHOGO telah meninggalkan  harta peninggalan berupa sebidang
tarnah  C. No. GGG Persil 78 Klas DI luas = 0,741 da ats  mama
OGO XXX yang terletak ol Desa XOGOOK Kabupaten Jepara
yang menurut Para Penggugat adalab obyek senghketa;
b. Bafwa dalam petitum Para Penggugat  tidak  [elas obyek
sengketa berupa tamah wans  yang mana yang  dikuasa oleh
Terguogat dan yang harus dibagi dengan Para Penggugat
4. Petiturm gugatan Para Pengougat adalah:
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a. Batwa Temugat memilak dengan  tegas  sermua dalil-clalil
yumatan Para Penggugat selurubnya
b. Bahwa gupatan Para Penggugat terhadap  Tergugat dengan
menyebut dalam posita angka 9 "bahwa atas tindakan Tergugat
MEMNGLAS Al dan rrerniliki obryek sengketa  tersebut
mengesarmpingkan  hak-hak  Para Penggugat  telab berulang
kali ..dst” Orang harus memiliki kepasitas dan kedudukan apabila
oranyg  yang  ditarik sebaga Tergugat keliro atw salah,
mengakibatkan  gugatan  mengandung cacat formil. Cacat  formil
yang timbul  ats  kekeliruan  atau kesalaban  yang  bertindak
sebagal Tergugat, karema dalam faktarya Tergugat bersama
dengan  XOGO0C (saat sekarany  sebagal suami Tergugat) dan
anaknya yang  bemama 000K telah membayar  dan melunasi
sermua hutany Pewaris kepada JCC000 dan membeli kermbali tanah
yanyg diatsnya terdapat  Danguran  rumah Semi o permanen
berdinding bata dengan rangka kayu jat beratap gerting  kepaca
anak JOCOOC yang bemama XO000C pada tanggal 22 bulan Janueri
2000
Gugatan Para Penggugat Adalah Kurang Pihak (Pluriurn Litss Consortiurn)
1. Batwra Para Penggugat menyatakan  batwea sepeninggal SO0000¢
HCOOK telah meninggalkan  barta peninggalan vang diebut sebagal
obyek senpgketa, dalam  fakty  hukom gugatan Para Pernggugat dalam
posita nomor 13 angka (1, 2, 3, 4, 5, 6}, normor 14, nomor 15 yang  welah
bersepakat menjadikan satu bagian dan tamah obyek sengketa waris
atu seluas £ 658, 4 m2 yang secara nyata (Fetafik) menguasal dan
atu menempatl tanpa seijin Tergugat harus ditarik sebagal Tergugat;
2. Balwa oleh karena saksi yang diber jin menempati tamah yany
sudah digadaikan dan sudah dilunasi oleh Tergugat yait XG0 bint
MGOOKK sebagal  tergugat, maka  gugatan  Para Penggugat  kurang
pimakfidak lengkap membuat guyatan menjadi srror o parsane dalam
bentuk  Pluriurn Litis Consortiorn, dengan demikian secara hukumn
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yuyatarn Para Pengyugat barus dinyatakan tidak dapat diterima (et
anntvankatita verkiaand);
3. Balwa Tergugat menolak  dengan tegas sermua dalil-dalil gugatan
Para Penggugat selurubnya dalam  posita nomor 17, 18 dan nomor 19
gugatan Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Batwa Tergugat menolak cengan tegas semoa dalil-dalil gugatan

Para Penggugat selurubirmysg

2. Batwa Gugatan Penggugat dalam posita angka Romawd 1 tentany

abli waris angka 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 8, 10 dan 11 adalah benar;

3. Batwa gugatan Para penggugat dalam posita nomor Romawd 11 angka

1 tentany idertitas Farta waris yang ditinggalkan 0000 00000 tidak

fenar, karena:
a. Babtwa XOOO00 00000 wlah meninggalkan  harta peninggalan
berupa sebidang tanah C. Now 2300000 Persil 97 Kilas DI uas £ 1,51 da
atas  nama  GOCCOC XGOS yang  terletak  di Desa XOOOCK
Keramatan }COCC Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagal

brerikut

Utara o ROOK

Tirrur o ROOGCK

Selatan o RO

Barat TR0

b. Bahwa semasa hiduprivas  saat  usaharya mengalami

kebangkrutan tarah eraebut dijual menjual kepada  menanturya
OGO isten JOGCOL dengan harga Rp 15 000,- (Lima Belas Ribu
Rupiah) pada tanggal 22 September 1958 sehagaimana tersebut
dalarm C. No. 1998 Persil 97 DI luas 113 da  ams mama 0000C
FHOCO yang  terletak o Desa OGO Kecarnatan 300000
Kabupaten Jepara, derngan batas-batas sebaga berikut:

Utara T RO

Tirrwur o OO0

Selatan = OGO SO OO
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Barat D OO0

c.Balwa selain itu sebidang tanah  tersebut, setelab dibeli cleh
HOCOOXK urtuk membayar hutang selanjutrya, $CCCC menjual di
bawah  tanganjual gadai  sebagian tanah yang  dibeli da
rrertarna OGO XOCGOOC kepada XG0 dengan harga Rpls
00D,- (Lima Belas Ribu Rupiah} pada tenggal 22 September
1958 sebagaimana tersebut dalam C. No. 3524 Persil 87, DI, luas
0,38 ta wang berasal dari C. No. 1999 yang terletak oi Desa
RO Keeamatan  2GOOCC Kabupaten  Jepara dengan batas-
batas sebagai berikut:

Utara TR KK

Tirrur RGO OO0

Selatan DMK

Barat TR
4, Batmwa Tergugat menolak  dengan  tegas  dalil-dalil gugatan  Para
pengyugat dalarm Posita nomor Romawd T angka 1 'babrea obyek

sengketa milik  almarhium bapak GGG dan almarburmah o X000
karera telal meninggal dunia sebagai ahli waris atas obyek sergket
satu-saturya adalabh OO0 Bin XOOGOC adalah tidak  benar karena
obyek sengketa yang  diklaim sebagal hata  owarisan pada pada
tangual 22 September 1958 sebagaimana tersebut dalam C. Mo, 1889
Persil 87 DI luas 113 da atas mama 00000 00080 yany terletak di
Desa OO Keearmatan GO0 Kabupaten Jepara dan 22 Septermber
1958 sebagaimana tersebut dalam C. Mo, 3524 Persl 87, DI, luas 0,38
telal dijual kepada OCCOCyany terletak di Desa 00000 Keearmatan
HOOOCK Kabupaten Jepara

5. Batwa Tergugat menolak  dengan  tegas dalil-dalil Para Penggugat
seluruhmya dalam  posita nomor Romea LT entang Pembagian Waris
nomor 2 angka 1 (sub angka 1, 2, 3), angka 2 (sub angka 1, 2, 3, 4, B}
angka 3 (subamgkal, 2, 3, 4,5,6, Tangka 4, 5,6, 7

§. Bahwa 200000 bin JOGGOC dengan istnirva yang  bermarma 000
telal meninggal dunia, maka obyek sengketa jaub pada amak-anaknya
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tan  cucu-cucurya adalah tidak  benar, babwa yang  dimaksod obyek
sengketa  oleh Para Pengyugat  telah dijual kepada menanturya dan
sebagainrya digadaikar;

7. Balwa Tergugat menclak  dengan tegas dalil-dalil Para Pengougat
seluruhmya dalam  posita nomor Romaed T tertang Pembagian Waris
nomor 3, 4, 5, 6 angka 1 sub angka 1, 2, 3 angka 2 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5)
angka 3 (sub angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vyangka 4, 5, 6, 7 dklaim sebagai
harta warisan — telah dijual dan sebagainnya digadaikarr

B. Balwa Tergugat menclak dengan  tegas dalil-dalil Para Pengougat
seluruhnya dalam  posita Romawi Il entang  sengketa waris nomor 7
adalah tidak benan, karena sebagaimana telah dioraikan dalam eksepsi,
tanah tersebut ©lah dijual urtuk membayar utang dan Tergugat lah yang
rrelunasi sisa hutangrmya, karenanyatelah roerjadi milik Tergugat;

9. Balwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pengougat
seluruhinya dalam posita Romawd 1 tentanag  sengketa warns nomor 8,
karerma  wagiat ibu JO000C sast mendenta sakit yany  diravat oleh
Tergugat, suami dan anaknya , pemab berpesan dalam wasiatrya agar
Tergugat tidak menjual  tnah yang o atasrya terdapat rumab agar
jangan dijval kepada siapapun. Bahkan meskipun semua hutany  Pewaris
yang meryelesakan suami Tergugat, ramon sepeninggal ibu O0000
tahun 2015,  sesual wasiab 00000 agar membolelkan  siapapun
saudararya termasuk diantararya amarbiumah 00000 untuk menempati
tanah Tergugat yang didapat dan membel kepada ibu 300000 dengan
cara menebus hutang kepada anak X000 sebesar Rp 250 000 000,
(Dua Ratus Lirma Puluh Juta Rupiaby yvang  bermama 300000 pada 22
Januari 2000,

10. Bahwa Para Perggugat yang mengaku sebagai ahli owaris
alrarhiurmah XGOO0 padahal sejak menderita sakit sampa meninggal
duria tidak pemah ada yang menjenguk dan merawat Pewaris, kecuali
Tergugat, suarmirma OO0 dan anaknya, dan justru ironisnya
Pergounat 16 mermyuruh Pewaris  ibu JOGO0C dan Tergugat agar kot
kakak Tergunat $O0000 o RO Jepara dengan alasan karena tanah
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yang i atsrya erodapat bangunan rumah semi permanen o atasmya
akan dijual dengan alasan kalau suami Tergunat yang bemama 30000
pensiun dikawatirkan  tidak  bisa kuliahkan  anaknya yang bernama
A

11. Batwa Tergugat menolak  dengan  tegas dalil-dalil  Para
Perggugat selurubrya dalam posite Romaed I nomor @ dan nomor 10
karerma  bukan  merupakan  harta waris yvang  disengketakan tetapi
sengketa hak milik atas tanah karena terjadinga jual beli dengan cara
membayar  butang  pinjaran ibo OO0 kepada 20000 sebesar
Rp 55 000, (Lima pulub lima ribu ropiak) yvang  sudah dibayar Rp 30
000,- (Tiga Pulub Ribu Rupiah) pada talbun 1958 sehingoa sisa hutang
tersisa sebesar Rp 25 000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditagih oleh
HOCOCK kepada by 000

12. Batwa Tergugat  menolak  dengan tegas  dalil-dalil Para
Perggugat selurubnya dalam  posin Romawi 1 tentang  pembagian
wars nomor 11 dan nomor 12 karena setelah Tergugat  meminjam uang
temannya bapak OGO (sekarany suahi tergugat) guna melunas
hiutary ibu OG0 pada tanggal 04 Juli 1981 sebesar Rp 200 000 000,-
(Dua Ratus Juta Rupiah) dan pada wakiu i baru terbayar sebesar Rp
60 000 000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada 3CO000 dengan jaminan
tanah dan banguoan milik ibo GOCOC isten GOCOL Selanjutra ibu
OOGOL isten 00000 meryerabkan tarmah kepada  Tergugat  dan
suarniryac XOO00C karena jual bell dengan cara membayar  Semua
Putangy b XG0

13. Batwa Tergugat  menolak  dengan tegas  dalil-dalil Para
Perggugat seluruhrya dalam posita Romasd l nomor 13 angka 1, 2, 3,
4, 5 dan angka 6, nomor 14, 15 dan nomor 16 angka 1 dan angka 2;
Batmra by XGCOCK pernah memirta olong kepada 3GOO0C sebelum
merikah  dengan Tergugat urtuk mencarkan  pirjaman uang  guna
rmelunasi kekurangan permbayaran hutang ibo 3COCEC kepada X000
pada tahun 1958 dengan harapan tanah dengan bangunan rumah sermi
permaren milik ibu X000 tidak terjual kepada orang lain.
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Batnaran Pada tanggal 04 Juli 1981 Tergugat darn X800 melakukan
pembayaran  hutany dengan  jaminan tanab yang  diatasnya ada
anguran  rurmah semi permanen sebesar Bp 60 000 000,- (Enam
Puluh Juta Rupiah) kepada 200000 dan sisa hutngnya sebesar Rp
140 000 000,- (Seratus Empat Pulub Juta Rupiah) oleh Tergugat
dan JOCO0C pelunasaniya kepacda JOCCOC anak dari J0OCKK pada
mhun 2000 setelah sepakat pelunasanrya menjadi Bp 250 000 000,-
(Dua Ratus Lirma Pulub Juta Rupialtp
Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan:
a.kata sepakat untuk mengikatkan diri
b.eakap hukur urtuk berbuat kes epakatan
c.suatu bal tertentu
d.sebab vany halal
14, Batwa Tergugat menolak secara tegas  Posita nomor 17
yugatan Para Penggugat karena tidak  berdasar dan tidak  jelas
secara hukum
15. Batwa Tergugat menolak secara tegas  Posita  nomor 18
yugatan Para Penggugat tergugat menolak tegas vanyg paksa Rp 1
000 000,- (Satu juta Rupiahy satu barirmya, karena tidak berdasar dan
tiak jelas secara bhukum
18. Batwa Guatan Para Penggugat dalam Posita nomor 19
adalah tidak benar, karena Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat
Edaran Mahkarmah agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000
tentany Putusan Serta Merta dan Provisionl mengena putusan
serta merta, apa yang  dijadikan  dasar Para Penggugat untuk
mengajukan putusan serta mera tidak berdasarkan hukum sehingga
posita gugatan Para Penggugat nomor 19 harus ditolak;
Batwa Para Penggupat mengajukan replik yang pada pokokrya sebagai
berikut:
1. Babwa terkait eksepsi kewenangan absolut yang didalilkan Tergugat
sudah masuk pokok perkara, perkara ini adalah gugatan waris yang
obyekrya sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat yvang belum
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dibagi warisrya, Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisrya,
karenanya merupakan kewenangan Pengaclilan Agars;
Z. Barwa demikian juga dengan sksepsi Bror in persona, eKsepsi ini sudah
masuk pokok perkara. Obyek sengketa masih ats marma 00000 X000,
jika ada pihak-pihak lain yang disebutkan Tergugat yang bukan ahl warnsmya
adalah mengacia-aca;
3. Bahwa  menmanggapl  eksepsi obscuure  fbed, Para Penggugat
mermbanatikarya karena sudab masuk pokok perkara dan gugatan sudah
cukup jelas;
4. Babwa Para Perggugat juga menolak eksepsi tertang kurang pibiak;
5. Bahwa Para Pengougat tetap dengan dalil gugatanmya tertang obyek
sengketa karena obyek sengketa rmasib tercatat atas narma 3OO0 Sumirah
dlan belurn ada peralihan narma, karenarya secara bukourm belurm pemah ada
peralifan;
Batwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan
seluruh dalil javabanrmya;
Batwa urtuk rmenguatkan dalil-dalil gugatarmya, Para Penggugat tlah
reryajulkan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:
A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas mama SO0000 Normor
OGO tangyal 13 Septernber 2012 (Bukti R1);
2 Fotokopi  Karu Tarda Penduduk atas nama 300000 Normor
M0G0 tanggal 24 Agustus 2012 (Bukti P.2);
*h Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama s00000 Normor
MO0 tanggal 13 Oktober 2012 (Buki P.3Y;
4, Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama X000 Normor
OGGO tanggal 27 Agustus 2018, Bukti B4;
. Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama 20000 Normor
OGO tanggal 10 Agustus 2012, Bukti B5;
6. Fotmkopi Kartu Tanda Perduduk atas nama Widyastuti Normor
332008541074001 tanggal 22 April 2015, bukt FB;
s Fotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 20C0800 Nomor
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YOOCO tangyal 27 Februari 2012, bukt PLY.

8. Fotmkopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama 200000 Nomor
OGO tanggal 1 Nowvernber 2012, bukti FL8;

9, Fotkopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama 200000 Normor
OGO mnyggal 24 Februan 2012, bukti B.9;

10. Kartu Tanda Penduduk atas narma 200G Nomor 2000
targoal 24 Februari 2012, bukti R10;

11. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama XCOCOL Momor
A0 mngyal 29 Agustus 2012, Bukti R17;

12,  Fotokopi  Kartu Tarnda Penduduk atas nama XCOCCL Momor
A0 mnyyal 28 Agustus 2012, Bukti R12;

13.  Fotmkopi Kartu Tanda Pendueuk atas nama $0G00L Nomor
HAOOOBUkKE PA3;

14, Fomkopi Katu Tanda Penduduk atas nama $0G00L Nomor
FOOO tanggal 10 Septernber 2012, Bukti P14,

15. Fotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 2300000 Nomor
FOGOL mnygal 23 Maret 2013, Bukti FL15;

16. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama 000800 Nomor
33200805077 70009 tanygal 23 Maret 2012, Bulti R16;

17.  Fotokopi Kartu Tanda Penducuk atas nama Mubammae Syaroni
MNormor 3320082406910002 tangyal 16 Juni 2015, Bukti P17

18. Fotokopi  Kartu Tarda Penduduk atas nama 50000 Nomor
3320084709790004, Bukti P.18;

19.  Fotokopi Silsilah Anl Wearis X0C00C dan }RCCG00 yvany dibuat oleh
RGO dan diketahu olel Petinggl Desa 00000 Bukti PAS;

20.  Fomkopi Buky Letter C atas mamha GO0 XGGOCC Nomor
MO0, bukt PL20;

21,  Fotwkopi Surat Pemberitabuan Pajak Bumi dan Bangunan atas
nama SOOOCC dan G000 XGOOGC yany dikeluarkan oleh Badan
Pengelolaan dan Aset Dasrab Kabupaten Jepara tanggal 2 Januari 2018,
bukti F.21;

22, Fotmkopi Surat Kermatian atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleb
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Petingyi Desa 33000 menimgyal tanggal 2 Mei 2018, bukt P.22;
23, Fomkopi Surat Kematian atas marba dCCOCL Normor
AT0M33M2/2011  yang  dikeluarkan  clebh Petinggn Desa  X0O0C
meninggal tangyal 20 Desember 20171, buki PL23;
24, Fowkopi Surat Kermatan atas nama G000 yvang dikeluarkan
oleh Petinggi Desa X000 meninggal tanggal 10 Agustus 2012, bukt
P.24;
25.  Fotokopi Surat Kematian atas namha Alimab Nomor JC0000 yang
dikeluarkan oleh Petinggi Desa X000 meninggal tanggal 20 Juli 2006,
bkt F.25;
26. Fomkopi Surat Keterangan Kermatian atas nama 00000 yany
dikeluarkan oleh Kepala Desa 200000 tangyal 16 Januar 2020, bukti
P.Z6;
27, Fomkopi Surat Permyataan Silsilab Keluarga $0G000 yvang dibuat
dleby 3G, JOOO0C dan XGOOK, Bukti R.27
28. Fomkop Surat Keterangan Kermatian atas nama 300000 yany
dikeluarkan oleh Petinggi X000 pada tanggal 25 Maret 2015, bukti P
28,
29.  Fotokopi Surat Keterangan Kermatian atas nama 300000 yany
dikeluarkan plebh Sekretriat Desa X000 pada targyal 12 Nopember
1991, bukti .28,
B. Saksi
1 HRCGOK, urnur 34 ahun, Agarta bslam, Pekeraan perangkat desa,
termpat tnggal o BT 01 RW 03 Desa XXGOOK Kecarmatan SOO00C
Kabupaten Jepara, telah mererangkan di bawah sumpah yang pacda
pokokrya sebagal berikut
Batwra saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah tetangga Para Peggugat dan Tergugat;
Batwa saksi mengetabui asal usul tanah yang menadi sengketa
antara Para Penggugat dan Tergugat, semula tanah tersebut adalah
rrvilik OGO dar OO
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Baltwra M0G0 dan SO0O0C mempuryal seorang anak bemama
HOCOC yany rerikah dengan OGO

Bahwa >0 dan XSG00 mempunyai 7o (tujuh) orang
anak yaitu  Alimah, XK, FOODI, OO, MM,
Suhharsono dan Tri Wahy uni;

Bahwa Tanah tersebut seluas 0,741 da terletak di Desa
YOO Kecamatan XXX dengan batas sebelah Utara
adalah X3, Sebelah Timur dengan X330, Sebeleh
Selatan dengan X303 dan sebeleh Barat dengan Xk

Batwa di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan,
yaitu rumah permanen ukuran 6 ¥ 9 m dan toko ukuran 8 x
5 m. rumah terssbut ditempati oleh Tergugat dan toko
disewakan kepada orang lain:

Batwa tanah dan rumah dikuasal oleh Tergugat karera Tergugat
AN rmerawvat iburma;

2. FRCCOX, urnur 56 mhun, Agama lslarm, Pekerjaan Pensiunan PNS
Pemda, termpat tinggal oi RT 03 RW 08 Desa XG0 Kecarnatan
XOOOXK Kabupaten Jepara, telah menerangkan di bawah sumpah yang
padia pokokrrya sebagai berikut:

Bahwa saksi kemal dengan Para Penggugat dan Tergugat
karena saksl adalah tetangga Para Peggugat dan Tergugat:

Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi
sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, semula tanah
tersebut adalah milik >32030 dan X

Bahwa X300 dan 000K mempunyai seorang anak
bernama XXX yang menikah dengan xxxi;

Bahwa XG0 dan 20004 mempunyal 7 (tuyjuhl orang
anak wyaitu Alimah, 00000 OGO, KOO, 00K,
Suhharsono dan Tri Wakby uni;

Bahwa Tanah tersebut seluas 0,741 da terletak di Desa
KXW Kecamatan X3XXK dengan batas sebelah Utara
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adalah X303, Sebelah Timur dengan X323, Sebeleh
Selatan dengan X600 dan sebeleh Barat dengan 3000030
Bahwa di atas tanah tersebut terdapat dua bangunan,
yaltu rumah permanen ukuran 6 x 9 m dan toko ukuran 8 x
5 m, rumah terssbut ditempati oleh Tergugat dan toko
disewakan kepada crang lain:
Bahwa tanah dan rumah dikuasai oleh Tergugat karena
Tergugat yang merawat ibunya;
Batwva rmenguatkan dalil-dalil bartabanrmya, Tergugat mengajukan bukti surat
tan saksi sebagal berikut:
A, Surat
1. Fotokopi Salinan Ketetapan luran Pembangunan Dasrab Normnor
Persil 1999 atas narta 3000 0000 bukt T.1;
2 Fotokopi Lembar permbayaran IPD, tanpa keterangan. Bukti T.2.
3. Fotokopi Letter C atas marma JO00000 00000 Nomor JO0000 yany
dhalikan ke nomor 1899 pada mnggal 22 Septernber 1958, Bukti T3;
4. Fotokopi Letter © atas narma 3G0000 Nomor 1999 yany sebagian
dialifhkan ke nomor 3524 padatangygal 22 September 1958, Bukti T.4;
B. Fotokopi Letter C atas rama 30000 Nomar 3524 Bukt T.5;
E. Fotokopi Letter C atas narma 20000 Nomor 3524, dijual lagi ke
ro. 1999, Bukt T.6 ;
7. Fotmkopi Surat Pemberitaluan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bargunan Perdesaan terhadap tanah dan bangunan atas nama x0c00
OGO tanggal 2 Januarn 2019, Bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 00000 tertany  Tergugat
sehagai anak kandung SOCCOC dan JOCOCC dan menempati rumah
XOOGOK, yang aslinya dikeluarkan oleh Petinggi Desa JC000C mangyal 31
Juli 20189, Bukti T.8;
a. Fotokopi keitansi pembayaran hutany tanahirumahC No. 300004
Surat Perjanjian pembayaran angsuran pinjarsan dan OO0 300000
kepada 33000 sejumlah Rpe0.000.000 (enarn pulh juta rupiah) dengan
jarninan tanah dengan letter C nomor 1999 tanggal 4 Juli 1981, Bukt T.9;
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10.  Fotokopi Surat Pelunasan Pembataran Hutag yang dibuat dan
ditardatangani cleb Tergugat dan 2CERCE sejumlah Rpz50.000,000.
Tanggal 22 Januar 2000, Bukt T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas narma <000 hint Dulsalarm Normor
HOOOCK tertangyal 1 Novernber 1989, Bukti T.11;
12,  Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama 00000 Nomor
322008080805617 yany dikelaurakan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten
Jepara. Bukti T.1Z ;
13.  Fotokopi Karu  Keluarga  ates mama 200000 Nomor
322008080805617 yany dikelaurakan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten
Jepara Bukti T.13;
14, Fotokopi Surat kermatian atas narma J00000C Nomor XOG000 vang
dikeluarkan oleh Kepala Desa 200004 taryyal 16 Maret 1993, Bukt T.14;
15.  Fotokopi Surat kermatian atas narma 00000 Nomor 300000 vang
dikeluarkan oleh Kepala Desa 00000 mnggal 5 Januari 2015, Bukti
T.a5;
16. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Tergugat Nomor
XOOGOE yang dikeluarkan oleh Kepala Kartor Catatan Sipil Kabupaten
Jepara ngyal 20 Maret 1093, bukti T.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta MNikab atas nama Tergugat dan S0000¢
Mormor X000 yany dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Klepu. Bukti TA7;
B. Saksi

. FOCGOXK,  urmur 57 tahun, Agarna lslam, Pekerjaan Wiraswasta,
termpat tinggal oi BT 03 RW 009 Desa XoOO0C Kecarnatan 00000
Kabupaten Pati, telah menerangkan o bawah sumpah yang pada
pokokrya sebagal berikut:

Batwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah

teman dekat suami Tergugat;
Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menadi sergketa
antara Para Penggugat dan Tergugat, sermula tanah tersebut adalah
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milik  kakek Tergugat wyang  dibeli oleh ibu Tergugat,  saksi
rmenyetahuinya dari cerita Tergugat;

Batwa saksi permah dimirta untuk menyerabkan sejumlah uang
sebesar Rp2E0.000.000,00 (dua ratus lira puolub juta rupiah)
kepada teman dari suami o Terguget, saksi tidak  mengetahui
narharya, beralamat di Blora dan uang tersebut digunakan untuk
rrelunasi tarah dan bangunan yang saat ini ditermpati Tergugat;

2. FRCCOX, urrur B2 tahun, Agarma lslarm, Pekerjaan Pensiunan PNS,
termpat tnggal o RT 04 RW 019 Desa x2GOC NOL 16 Kecamatan
XOGX Kabupaten Grobogan, telah mererangkan di bawah sumpah
yany pada pokoknya sebagai berikot:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah
teman dekat suami Tergugat;

Balwra saksi tidak mengetabui asal usul tarmah yang menjadi
senpketa artara Para Penggunat dan Tergugat;

Balnra saksi saksi harmya melihat batwa suami Tergugat pinjam
uanyg Rp 60.000.000,- namun tidak tabu peruntukanmya uang
tersebut;

Batwa Tergugat juga telah menghadirkan suarni Tergugat bernarma 300000
urnur 57 tabun, Agama lslam, Pekerjaan Wiraswasta, empat tinggal o RT 03
Ry 009 Desa 3OO0 Kecamatan OO0 Kabupaten Pati,  yang pacda
pokokrya rmermberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksl adalah suami Tergugat;
Bahwa Tergugat selama ini tinggal di X53333< bersama orang tua

Tergugat yaitu XX dan Kx;

Bahwa saksl tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi
sengketa Para Penggugat dan Tergugat;
Bahwa saksi permah menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- dan

250.000.000,-, kepada Sdr, XCCCC dengan alamat di Blora wany tersebut

urtuk peluransan tanah dan bangunan yang ditermpati oleh Tergugat saat

ini;
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Balwa untuk  melengkapi  pemeriksaan  persidangan,  Hakim  telab
relakukan pemeriksaan setermpat pada tangoal 12 Juni 2020 di termpat obyek
sengketa berada, dan rmemperoleh keadaan yvang riyata terhacdap objek perkara
sebagai berikut:

Sehidang tanah beserta tiga bangunan di atasrya dengan luas nah 1,329 mz2
terletak o Desa XOOOCK, Kecamatan SCOCO(, Kabupaten Jepara, dengan
batas-Datas -

Sebelah Barat © tanat X300 dan tanah Hatmaja

Sebelah Selatan @ XOCCROCOCHRC0E

Sebelah Tirnur @ Imarm Robadi

Sepbelah Utara - 30000

Batmva Para Pergougat menyarrpalkan  kesimpulan yang pacda
pokokrya Para Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan
dengan  mengabulkan  gugatan Para Pengguoat,  sedangkan Tergugat
meryanpaikan kesimpulannya yang paca pokoknya mohon agar Majelis Hakim
mermlak gugatan Para Penggugat dan menghokum Para Penggugat untuk
mermbagar biaya perkara yang tmbul akibat perkara ini;

Balwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka halhal yang
terrmuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagal bagian yang tidak
terpisahkan dar putusan in;

PERTIMEBANG AN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bafwa Tergugat dalam jawabanmya mengajukan eksepsi
kesenangan absolut, eksepsi Error in persona, Obscuure Libel dan Kurang
Pihak dergan aasan sebagaimana divraikan di atas, karenarya Hakim
mempertimbangkanmya satu per sa sebagai berikot:
Eksapsi Kewsnangan Absofut

Merimbang, babwa  Tergugat  mengajukan  eksepsi kewenangan
Pengadilan Agarma karerma menurut Tergugat, tanah yvang menjadi | obyek
sengketa adalah welah rmenjadi miliknya, bukan lagi milik peearns sebagaimana
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tidalilkar Para Pengguyat, kareramya merupakan sengketa bak milik yang
idak lagi menjadi kewsnangan Pangadilan Agara;

Menimbang, batwa eksepsi Tergugat tersebut seharusrya diputuskan
talarm putusan sela, namoun oleh karena dalil Tergugat tersebut, mermbutubkan
pembuktian  [ebib lanut, karenarya Hakim memutuskan eksepsi tersebot
bersarma dengan putusan akhir;

Menimbang, baimea Para Penggugat mendalilkan bafwa obryek sengketa
adalah peringgalan GO dan OOGKK kepada XOCGOCL dimana X0
reringgal duria dan Para Pengogugat dan Tergugat adalah amak dan cucu dari
KOO, karenarya Para Perggugat dan Tergugat berhak mewarisi obyek
senpketa

Menimbang, bafwa dalil Para Pengouoat tersebut menunjukkan batwa
obyek sengketa adalah harta warisan, karenarya sengketa terkait obyek
tersebut adalah sengketa waris, bahkan seandanya obyek diryatakan telab
berpindat, sengketa tersebut masih masuk kewenangan Peradian Agama, hal
rana sesua dengan penelasan Pasal 49 ayat 1 horof b Undang-Undang
Momor 3 tabun 2006 yany pada pokokrya menentukan batna apabila terjac
sengketa bak milik sebagamana dimaksud pada horof (&) yany  subjek
hukurmrya artara orang-orang yany beragama llam, objek senghketa tersebut
diputus  oleh  Pengadilan Agarma bersama-sama perkara sebagairana
dirmaksud dalarm Pasal 49 Undang-undany Nomor 3 Tabun 2006 (Pasal 50 ayat
(2} Undarg-undarg Nomor 3 Tabun 2008;

Menimbang, batwa dalam perkara ini, obyek sengketa masih dikuasa
oleh ahli waris dan pewaris, maka menjadi kewerangan Pengadilan Agama
urtuk mEmutusnyya, kareramya eksepsi Tergugat Brkait kewenangan absolut
sepatutrya citolak;

Eksepsi Eror In Persona

Menimbang, bafwa Tergugat juga mengajukan eksepsr error n persong
dengan alasan bahwa Tergugat merempat tanah karena telab membeli tanah
tersebhut dari iburnya yang merupakan ibu dan nenek dari Para Penggugat

Menimbang, babwa eksepsi Tergugat tersebut justru menunukkan
bahwa gugatan Para Pengyugat telab tepat ditujukan kepacda Tergugat yang
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saat ini menyuasa obyek sengketa, dalil Terguyat batwea tanah tersebut adalab
rmilikrya adalab klaim sepibak dan sudah masuk bantahan pokok perkara,
karenarya eksepsi Tergugat terkait bal tersebut juga harus ditolak;

Eksapsi Obscura Libal

Menimbang, baimea Tergugat mengajukan eksepsi obscuure libel dengan
alasan Para Pengyugat tidak merjelaskan secara Blas tanah yang  mana
dan  dengan bams-hats yvang  mana yang  divariskan, siapa permber
warisar,  diberkan kepada  siapa barta  warns dari Pewaris  yang yang
menurut Para pengouogat menjadi obyvek  sengketa waris  dengan obyek
tanah;

Menimbang, batwa  dalam  gugatannya, Para Penggugat  telab
rmerelaskan babwa obyek sengketa adalab tanah dengan Letter C nomor
A0 Persil78 Klas DI luas £ 0,741 da (741 m2) atas  marha 00000
GO dan telab menyebutkan batas-batasmya, dalil mana  elah dijaeab
Tergugat, hal mana menurukkan babwa Tergugat memahami obyek yangy
diturjuk olel Para Penggugat, di Sisi lan, identitas obyvek sengeketa juga dapat
iperjelas melalui permeriksaan setermpat;

Merimbang, babwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi
Tergunat sepatutrya citalak;

Eksepsi Kurang Prhak

Menimbang, batves Tergugat juga mengajukan eksepsi kurany pihak
tengan menyatakan bahwa sematarma, o tamah obyek sengketa tersebut
bukan harya diternpati oleb Tergugat, marmun juga oleb 330000 yang sudah
rmeringgal dunia dan diteruskan oleh anaknya, narmun XG0 tidak kot
tigugat, karenanya gugatan Para Penggugat kurang pibak;

Menimbang, babwa abli warns dari GO0 yvang juga merupakan ahli
waris dani GGG ®lab temyata telah menjadi pibak dalam perkara ini dan
berkedudukan  sebagal  Penggugat, karenanya  tidak  mongking ia juga
berkedudukan sebagai Tergugat, karena maksud dari "semua ahli waris harus
rerjadi pihak” bermakna dapat menjad Pengyugat, maupun Tergungat;

Menimbang, batwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
eksepsi Tergugat ditolak seurubnya;
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DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, babwa maksud dan wjuan gugatan Para Penggugat
sehagairnana elah divrakan di atas;

Menimbang, babwa Para Penogugat mengajuksan gugatan dengan
rmemberikan  kuasa  kepada  para kuasa hukumrma,  maka sebelumn
mermpertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebib dabolu mempertinbangkan
keabsaban surat kuasatersebut;

Menirmbang, bathwa syarat sab surat kuasa khusus pada pokokoya harus
mermuat idertitas  pemberi kuasa,  idertitas penerirma koasa, bal oyang
tikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinei, tidak boleb mempuryai arti
ganda, waktu pemberian kuasa, anda tangan pemberi dan penerirma kuasa,
syarat-syarat mana bersifat kormolatf, sehingga salal satu syarat tidak
terperubi meryebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbany, bafwa Hakim telah memerksa surat kuasa khusus Para
Pengyugat kepada Para kuasa hukurmnya, dalam surat kuasa ersebut, Para
Penyounat telah meryebotkan hal khosus yang dikuasakan kepada Para
kuasarmya dan telah disebutkan segala syarat-gyarat reebut di atas, karenanya
surat kuasa khusus Para Penggugat kepada para kuasa bukomrya telab
rrerrerub syarat;

Merimbang, batwa kuasa Para Pergyugat juga juga telab menunjulkdan
Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingoa
Penerima Kuasa dapat diterima menjacd pihak mewakili Para Penggugat dalam
perkara in karenatelah sesua dengan ketertuan Bab | pasal 1 dan pasal 2 dan
Bab Il pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2003 jo Surat
Ketua Mahkarmah Agung Nomor: 73KMAHEOL G 2015;

Menimbang, bahwa Pergadian telah berupsya mendamaikan o
persidangan  dan telab memberi kesempatan  unok  upaya mediasi
sehagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
van telab dilaksanakan, mamun berdasarkan laporan dan mediaton, babwa
rmediasi dalam perkara ini gagal mencapa kesepakatan dan Pengyugat tetap
berkehendak melanjutkan perkararya;
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Menimbang, bahwa  selamutrya Hakim  mempertimbangkan pokok
yugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, batwa Para Penggugat  mendalilkan bahwa Para
Penypugat dan Tergugat adalab anak dan cucu dani seorany bemarra 300000
dlan XOGOC X)OOOCC adalah anak-anak dan X)OGCOK dan 200000 yvang telah
meringgal dunia dengan  meninggalkan sehidang tanah oi Desa )OO0
Kecamatan OO0 Kabupatan Jepara yaitw letter C normor X0CO0C Persil7g
Kias D luas £ 0,741 da (741 m2) atas narma X000 X000 Tanah tersebut
kermudian diwariskan kepada JR0O000 sebagal anak satu-saturmma dan 0000
telah rmenikah dengan X000 dan dikarunial 7 (tujuh) orang anak, yaitu Alimats,
S, IO, MoK, W00, X0 dan Sri Walnyurni;

Menirmbiang, bafwa Alirmab, $0CGO00 dan GO0 elah meninggal dunia
tan  meninggalkan  anak-anaknya yaitu Perggugat Yoo sampai dengan
Penyoungat XV selain Pengougat 0 yang merupakan istr dar Junaidi vang
merupakan salah satu anak 300004

Menimbang, batmwa kemudian Pernggugat 1 omeningyal dunia dan
meringgalkan seorang istr bernama JOO0040 dan 2 (dua) orang anak bemama
HOCOUK dan 00004 karenanya selanjuimya kedudukan Penggugat 1 diwakili
oleh para ahli warisrya tersebiut;

Menimbarng, bahwa  terbadap  gugatan Para Penggugat  tersebut,
Tergunat wlab memberkan javaban yang pada pokokya mengakui dalil-oalil
yugatan Para Perguggat terkait ahli oweris 00000 dan 00080 mamun
Terguyat membanth terkat obyek sengketa, obyek sengketa adalab milik
Tergugat karena obyek tersebut telah dibeli oleh 33CGOGCC padatahun 1958 unuk
rrermbagar utang OO0 dan J)CGC0K, narmun utang ersebut tidak lunas dan
dilunasi oleh Tergugat di tahun 2000;

Menimbiang, batwa terjadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat
rmemberikan replik yany pada pokokmnya etap dengan gugatanmya karena
sampai sekarang obyek tersebut belum bergarti nameag

Menimbang, babwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat
rrengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada javabanmmya;
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IMenimbang, babwa berdasarkan jaaab menjawab di atas, maka dapat
disimpulkan babrea dalil gugatan Para Penggugat terkait bubungan bukum
pewaris derngan para pilak, waktu meninggal pewars dan dalil lainrma selain
bahwa obyek tersebut adalah obyek warisan 20000C dan 200G diakui oleh
Tergugat, karenarya telah menjadi fakta di persidangan,

Merimbang, batnaa sedangkan yang menjadi pokok sengketa dalam
perkara in adalah apakah obyek sergketa yang digugat Para Pengouget
adalah peninggalkan OO0 X000 yany diweriskan kepada J00CCC dan
rerjadi hak ahli waris X000 atau apakah obyek wrsebut benar-benat telah
merjadi milik Tergugat hasil membeli dani JOOCCC yang membel kepada
ARG takhun 1958;

Menimbang, bahwa  dengan demikian, Para Pengougat  wagib
rmermbuktikan batnwa obyek sengketa adalab harta barta peninggalan 300000
HRCGOC kepada GGG yang belum dibag waris, sedangkan Tergugat wajib
mernbuktikan batwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yany dibeli dari istri
ARG yany sebelumrya mernbeli daen 3OO0 KGO0

Merimbang, batwa Pengyugat mengaukan alat-alat bukt yang diajukan
ti depan persidangan, dan Tergugat juga urtuk menegubkan dalil bantabanmya
telah menghadirkan alat-alat bukti di persidangan dan oleh karena bal-hal yang
harus dibuktikan maging-rmasing  pihak dan bukti-bukt yang diajukan saling
terkait, rmaka bukti-bukt para pihak wersebut akan dipertirbangkan sekaligus
sebagal satu kesatuan;

Menimbang, bafvea bukti P21 sampal dengan P18 berupa fotokopi kart
mnda penduduk para Penggugat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan
aslinya, karerarya akta autentk yang mermenubl syacat rmateriil dan formil alat
bukti surat, karenanya mempuryai kekuatan bokum mengkat dan haros
dianggap berar sepanjany tidak ada bukti avtertik lain yang melumpublanmya,
bukti-bukti tersebut membuktikan Para Penggugat  selain Penggugat
beragama  lsam  dan bertempat  kediaman  sebagaiman  didalilkan  Para
Penyyunyat;

Menimbang, babwa bukti P19 berupa surat keterangan ahli waris yang
dibuat oleh Pengougat WV odan diketahoi Petnggl Desa 20C004 bkt mana
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haryalab surat bhiasa karena seseorany tidak dapat menentukan sendini siapa
ahli waris orang lain dan bukan pihak beraenang unuk itu, namon dermikian
dapat menjac petunjuk awal BNy siapa saja keturunan pewarns yang sudan
rmeringgal,  terlebibe buktl  tersebut  tidak  dibantab Tergugat,  karenanya
sepanjang meryebut siapa-siapa yang menjadi ahli wans dalam bukt tersebuot
sepatutrya dikesampingkan, marmun terkait keterangan abli owans  yang
rreringgal dan wakiu meninggalnya dapat dipertirbangkan;

Merimbang, batwea bukt P20 vany diajukan Para Pernggugeat dan bukti
T.3 sampal dengan bukdl T.6 yany diajukan Tergugat, berupa buku C atau yang
sering disebut sebagai leter C yaity Buku yang disimpan aparatr Desa yang
pada masamya merupakan bukuy yang digunakan oleh Petugas Permungut
pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jarman Penjajahan Kolonial
Belanda, meskipun bukan merupakan bukti sab kepermilikan tanah, naron
bukti tersebut dapat rmenjadi petunjuk siapa pemilik tarah atao setidakrmya yang
menguasal tarah ersebut karena tanah yang ereatat dalam buku tersebut
sudah dikuasal bertahun-tahun, karenanya meropakan bukt permulaan dan
rernerukan bukti lain untuk menguatkanma. Hal ini sejalan dengan maksud
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 1897 tertang
Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Dalarm hal tidak atau tidak lagi tersedia
secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dirmaksud pack ayat (1),
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan keryataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tabun atu (ebib
secara berturutturut oleb permolon pendaftaran dan perdahulu pendahulurmysa.
Selanjutriya penjelasan pasal in rmenyebutkan: "Ketentuan ini memberi jalan
keluar apabila pemegang hak tdak dapat meryediakan bukti kepemilikan
sepbagairmana dirmaksud ayat (1) bak yang berupa bukt tertulis maupun bertuk
lain yany dapat dipercaya;

IMenimbang, bafwa dernikian juga dengan buktl P2, T.2 dan T.7 berupa
Surat Pemberitahiuan Pajak terutany terhadap tanah dan bangunan, meskipun
bukan merupakan bukti kepermilikan, marmun dapat menjadi petinjuk aeal
sehagairmana bukt etter C tersebiut o atas;
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Menimbany, bahwa bukti P20 dan T3 menunjukkan babwa obyek
senpketa sermula terdaftar atas nama 200000 X0O0CC dengan nomor persil
HGGA, kemudian pada hun 1958 telah beralib ke nomor 1989 vang berdasar
bukti T4 menjadi atas narna 0000 GO0 dan berdasar bukti TG sebagian
dialifkan kepada XGCK dan bukti F.21 dan T.8 menunjukkan bafwa sampai
sekarang obyek tersebut, sebagian atas narma X000 sebagai wajib pajak dan
sehagian lain atas narma $CO0CK sebagal wajib pajak;

Menimbang, bafea bkt P22 sarmpal dengan R26, T.14 dan T.15
berupa surat keterangan kermatian yang mermenuhi syarat materiil dan formil
alat bukti surat, karenarnya mempunyal Kekuatan fukorm mengkat cdan barus
dianggap benar sepanjang tidak ada yang melumpubkanrya. Berdasarkan bkt
P22, telah terrvata bafwa Junaidi meninggal pacdla tanggal 2 Mei 2018, bukti
P23 menunjukkan Batrwa 300000 meninggal tanggal 20 Desember 20171, bukti
P24 menunjukkan bakwea 300000 meninggal dunia mngnal 10 Agustus 2012,
bukti P.25 menunjukkan batwa Alimah meninggal dunia pada tangoal 20 Juli
2006 dan bukti .26 menunjukkan bakwa JO0C00 atau Pergougat | rmeningoal
dunia tangoal 16 Januari 2020, Bukt T.14 merunjukkan babnwa SOCOCC
mernggal  dunia pada tanggal 16 Maret 1983, sedangkan buki T.15
merunjukkan batraa XG040 meninggal dunia pada tangyal 5 Januani 2015,
bukti-bukti  tersebut juga  menunjukkan  batmaa selain Junaidi, peryebab
rreringgal adalah karena sakit, sedangkan Junaidi meninggal dunia karena
kecelakaan;

Menimbang, bafwa bukti P27 berupa surat permyataan silsilah keluarga
Pengougat 1 yang meninggal dunia pada saat proses perkara dan tidak
dibartah Terpugat, menunjukkan babnea Perggugat | meninggalkan st dan
tua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt T.7, T.10 sampai dengan T.12
wlah temyata balwa Tergugat tngoal bersama X300, hal mama juga
diterangkan saksi-saksi Para Penggugat;

Menimbang, babwa bukt T.B dan T.9 berupa surat  perjanjian
pembayaran  angsuran - pinjaman  dan pelurasan pinjaman,  bukt mana
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merupakan akia di bawah tangan yang dapat menjacdi bukdi permulaan dan
rrermbutublkan Bukdi ainrya untuk menguatkanmysg

Menimbang, babwa berdasarkan bukt T.15 dan T.16 merupakan akta
autentik dan memboktikan bahwa Tergugat adalah anak XOCOC0 dan 0000
sert st dari }OOO0C

Menirmbang, bahwa saksi-saksi yang difadirkan Para Penggugat dan
Tergugat telah memberikan keterangan oi bawah sumpahmya, o muka sidang,
satu per satu dan bukan orang-orany yang terlarany sebagal saksi, karenarmya
rrerrerub syarat formil saksi dan meteri kesaksiannnya dapat dipertimbangkan
ledit lanjLt;

Menimbang, bahhwa saksisaksi Para Penggugat  pada pokoknya
rmererangkan asal usul obyek sengketa yanyg sermula adalab milik 300004 dan
HRCCOC yany rmernpuryal seorang anak bemara 200000 dan menikah dengan
ARCGA dan dikarunial 7 (tujub) orang anak, hal-hal mana telab diakui bersama
pleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, barraa saks-saksi juga menrangkan batnwa obyvek sengket
dikuasal oleh Tergugat karena Terguyat yanyg rerwat iburyag

Menimbang, batwa sedangkan saksi-saksi Tergugat  menerangkan
bahwa saksi pertana mengetabui obyek sengketa dibeli ibu Tergugat darn cerita
Tergugat dar pernah dirminta mermyeratikan vang sejumlah RpZ50 jut kepacka
ternan darl suarmi Tergugat, uang eraebut digunakan untuk melunas tanah dan
banguran yang saat ni diempati Tergugat, sedangkan saksi kedua banya
pemah mengetabul Tergugat meminarm uang sejumlah Bpsl juta tanpa
rreng el perurtukanmya;

Menimbang, babtwa pengembuan saksi-saksi Tergugat tidak  dapat
rmenguatkan bukti T8 dan T.9 tentng teradinmya utang piotang dan sO000]
vengan jamiran obyek sengketa vang kemuodian dilunasi oleh Tergugat
pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua juga tidak saling sesuad, bama
diketabiui masing-rasing saksi tanpa acda bukti lainnya dan justru berengngan;

Menimbang, babwa o sisi lain, Pengougat juga sebelurmrma barus
rrerrbuktikan wtang }eGO00 dan XOCCC0 yang harus dilunasi oleh X000 yang
kermudian dilunasi Tergugat dan bukti-bukti tersebut juga idak membuktikannya

Halaman 43 dari 582 Puiusan Momar 1E94PH GR20159/P4 Teor

N e R T o A QR ey Fen oG W it ST S b A (VN TR ADLT L H PRIV (LY, Ty e L s
Fimt S peraar: tnrc Fb beterk ra st g R he erient g anicrrd cir v o v me VY I LT A e i A et
Eevies ¥ ke FrE A B RS et ol S i o S Y Seber ach, raver e b ek, pro e Sege gy Meperrte e v v £0eg R pretn ¢

St - depardermar mat T Tocrg . T O 55D it 3 1 Halgman 43




132

= Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
i %&g putusan.mahkamahagung.go.id
3

actanya utang X000 dan 30000 vang harus dilunasi oleh JGO0000 karermanya
bukti-bukti tersebut tidak dapat rmembukt kan bartaban Tergugat;

Menimbang, bafwa  demikian  juga  keterangan  suami o Tergugat,
katerangan tersebut tidak dapat menjadi bukdi di persidangan dan sepatutnya
dikesarmpingkarn;

Merimbang, batwa di sisi lain, bantahan Tergugat terkait jual beli artara
HOCG dan XOCOCOK yang dilakukan tahun 1958 dengan nilal jual sama dengan
nilai jual gadai sebagian kel tanah ersebut dengan 0000 i hari yang sama,
acdalah hal yang tidak masuk akal, bagamana seseorany rmenjual seluroh
obyek dengan harga yany sama dengan nilai gadal sebagian kecil ohyek, yany
artirya jika dikehendaki, obyek tersebut dapat digadaikan dengan nilai berkeali-
kali lipat hamgarva dan pada harga jualrma,  terlebil pembelirga adalah
rreranturyg, difana anak kandungrya berpotensi menjadi pewaris tungoal
tar oibyek tersebut, peralihan obyek dalam boku letter © juga bukan harya
beralib kepacia }OCCO0 marmun kepacia J0CO0C0 X000

Menimbang, babwa Hakim telah melakukan permerksaan o tempat
obyek sengketa berada dan menemukan idertitas obyek sengketa berbeda
tergan dalil Para Penggugat dan bartaban Tergugat, karenanya identits
obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemerniksaan setempat;

IMenimbang, babwa berdasarkan jasab menjawab Para Penggugat dan
Teryuyat dan uraian bukti-bukt tersebut o atas, maka elah diermokan fakta oi
persidangan sebagai berikut:

Batma Para Perggugat dan Tergugat adalab anak-anak dan cueu dar

HOCCO dan XG0 yany telah meninggal dunia;

Bahwa 300000 meninggal dunia lehib dulu dar 00000 dan semasa
hiduprrya, XECCCC mendapat tanah dari XG0 dan X0OG0 yvany saat ini
menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah besera tiga bangunan o
atasrya dengan luas tanab 1,329 m?2  terletak di Desa 3OO0, Keramatan
XG0, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas ;

® Sebelah Barat - tanah )O0C000 dan tanah Hatrmaja
* Sebelah Selatan ;- )CGCSCOOO G0
® Sebelah Tirnur - 300000
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® Sebelah Utara - 30000C

Batmaa XG0 dan )00 mermpuyal 7 (tujuh) orang anak yait Alirmab,
FOCCOR, HOOR0 SO, WO, WO dan SO0

Batma GGG meninggal dumia pada tanggal 14 Maret 1993
reninggalkan 7 (tujuh) orang anak tersebut dan seorang st yartu GO0

Bahwa OOOOC meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2002 dan
meninggalkan 7 (tujuh) orang amak yatu 3OCGOO0 SOGOO, JOGOC, KOO0,
HOCEEK, 000K dan X000, sedangkan suaminya telah meninggal duniag

Batma salah satu dari anak X3OCOC0 yaitu Junaidi meningga dunia pada
tangoal 2 Mei 2018 dan meninggalkan seorang ist yaiti Pengougat X0
(XG0 dan seorany arak laki-laki bermarma 30000

Batwea Alirmah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2006 dan semasa
hidupriya menikab dergan GO0 mempuryal 3 (Hga) orang anak yaitu
HOCO, HROOA dan 3RO

Batwa OGO meningyal tangygal 20 Desember 2011 dan semasa
hiduprya menikah dengan JOO0C00 dan mempuryal 5 (lima) orang anak
RniEL PO, HROGOG JaOOGK,  SOOOG dan X000

Bakwwa X000 meningyal dunia kemudian pada tavggal 30 Desember
201z;

Batmea X3GCOC meninggal dunia pada tanggal 2 Januan 2015 dan
reninggalkan 4 (eropat) orang anak yaitu )G OGO MG dan S
Waltyuni;

Batmwa JO00 atw Penggugat | meninggal dunia tahon 10 Januari 2020
dan semasa hidupnya menikah dengan $GOCSC dan mempuryal 2 (duad
orang arak bermarma X000 dan 3000

Menimbang, batvea berdasarkan uraian fakta tersebut oi oatas, maka

teleb termyata babwa dalam perkara ini telah terjadi kewsarisan bertingkat
karenarya baryaknya ahli owans yang telah meninggal - dunia setelah
meninggaliya pewaris pertarna dan telah terrva@ babwa obyek senpgkes
acdalah milik dari OCG0L karenarya penentuan pewaris dan abli warisnya
akan dirmulai dan GO0 dan seterusnya secara bertingkat;

Ahlr Warts XXXXX dan Bagannya
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Menimbrry, baimaa telah termyata bahwa saat OO0 meninggal dunia,
ia meningyalkan seorang st yaitu OGO dan 7 (ujuld orang anak, natun
oleh karena salah sat anaknya yvaitu Penggugat Il beragama Protestan, maka
Hakirn rermpertrabangkan abliwaris 3OO0 sehagal berikut

Menirmbang, bahea secara normatif dalah hukum waris 1slam, perbedaan
agama menadi perghalang seseorany menjadi ahli wars dari orang lain yang
berbeda agamanya denganrmya hal mana sesual ketertuan Pasal 171 huruf b
van ¢ Kompilasi Hukum Islam, namon Hakim seperdapat dengan: pendapat
Irmarts Ibru Hazm yang berpendapat babwa wasiat wajibah dapat diberikan
kepada siapa saja yany tidak mendapatkan harta warisan, baik karena terhijab
rraupun karena perbedaan agama. Perndapat ini juga sejalan dengan Fatwa
Majelis Ulama Indornesia (MU Normor STAUNAS WIBAULS 2005 tertany
Kewarisan Beda Agarma yany pada pokokrmea menertubkan batwa bukurm wearis
tidak riermberikan hak saling roewarisi antar orang-orang yang berbeda agama,
namun pemberian harta antar orang yang berbeda agama harya dapat
dilakukan dalar bertuk hibah, wasiat, dan baciah;

Merimbang, batnaa oleh karenarnya Halkim berperdapat bara Peggugat
I berhak mendapat wasiat wajibah dan harta peninggalkar 00000 sebaga
ayafrys;

Menimbrry, batwa sedangkan st dan kesanam anak [annya sesuai
dengan ketertuan pasal pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hokom Islam yang
merentukan batrag kelormpok-kelompok ahli waris terdiri dar kelompok karena
hubungan darah dan hubungan perkasinan, maka Rukahan adalah ahli waris
HOCGAC menurut hubungan perkawinan dan & (enarm) anakrya adalab abili waris
rrerUrut fubungan darah yaitu anak-anak kandung dar peeeris;

Menirmbang, baiea bal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat
An-Misa' ayat 7 yang berbunyi:
ot iy el gy o Nl ek

orang tuanya dan kerabatrya, dan wanita juga berhak mendapatkan
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bagian dari harta peninggalan kedua orang warmya dan kerabatrya,
baik sedikit atau baryrak menurut bagian yang telah ditetapkan”;
Menimbang, batmaa telah termyata bafwa obyek sengketa adalah milik
ARG, maka nbyek teraebut ditetapkan sebagal barta warns dari OO0
Menimbang, bahwa bagian Penggugat | yang mendapat wasiat wajibah
seharusmya ditentukan terlebih dahulu dan wasiat pada pokokrya tidak boleh
lebih dari 12 (sepertiga) harta pewaris, ramun oleh karena  pewarns
rmeringgalkan & (enam) anak lannya yang bagianmya tidak mungkin sampai
dengan 13 (sepertiga) bagian harta pesarnis, maka bagian wasiat wajibah
Penggugat 1l sebagai anak perempuan pewans, disamakan dengan bagian
WS anak perermpuan lainnya;

Menimbang, bakwa telah ternyata 200000 mempuryal anak, maka
berdasarkan ketenman pasal 180 Kormpilasi Hukurm Islarm rake bagian s0000]
sehagal seorany janda dan pewaris (OO0 mendapatkan 18 (seperdelapan)
sedangkan  keenam  anak  lainnya secara bersama-sama mendapatkan
ashabak;

Menimbang, barmaa aleh karena anake-anake 30004 terdin dar anak laki-
laki e anak perempuan, maka bagian anak [aki-laki adalah dua kali bagian
anak perempuan, hal ini sesual dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11
sebagai berikut:

o Iz i B3 5931 9 alll BKmsd

Artinya: “Allah mensyarn'atkan kepadamu ©ntang (pembagian warisan urtuk)
anak-anakmu, yailu bagian seorany anak laki-aki sama dengan
Bagian tua orany anak perempuan;

Menimbany, bahwa oleb karena bagian Penggugat 11 disarmakan dengan
bagian anak perempuan lainma, dengan dermikian, anak-anak 0000
merdapatikan sisa setelab dikurang bagian istri yaitu 300000 yaitu sebarnyak
78 darn hart warisan OG0 dan oleh karena jurnlah anak [aki-laki 2 (dua)
orany dan anak perermpuan 5 (lima) orang, maka 78 tersebut dibag rmenjadi 9
bagian, dengan reasing-rmagng bagian anak lakidak adalab 1472 dan masing-
rrasing anak perempuan mendapatkan 772 dari seluruh obyek senghketag

Halaman 47 dari 82 Puiusan Momar 1E94PH GR20159/P4 Teor

N e R T o A QR ey Fen oG W it ST S b A (VN TR ADLT L H PRIV (LY, Ty e L s

Fimt S peraar: tnrc Fb beterk ra st g R he erient g anicrrd cir v o v me VY I LT A e i A et
Eevies ¥ ke FrE A B RS et ol S i o S Y Seber ach, raver e b ek, pro e Sege gy Meperrte e v v £0eg R pretn ¢

St - depardermar mat T Tocrg . T O 55D it 3 1 Halgman 47




136

= Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
i %&g putusan.mahkamahagung.go.id
3

Menimbany, bahwa kemudian sebagian anak-anak 300000 dan istrinya
reringgal dunia, maka Hakim mempertirmbangkan bagian masing-rmasing dar
ahll waris rmasing-masing yang meninggal tersebut sebagal berikut:

Ahlr Wars XXXXX dan Bagrannya

Menimbang, batnaa setelah 300000 meninggal duniz, anak yang pertama
rreringgal dunia adalah OGO meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2002 dan
meringgalkan 7 (tujul) orang  anak yaitu 00000 00004 X004 XG0
ARG, 2O0OCE dan OG0, sedangkan saudara-saudararya yang sast itu
masih hidup tertutup karena 300000 mempunyai anak, karenanya abli waris
HRCCAC adalab XOGOCC dan T (tujuh) orang anakinya reebut;

Menirmbang, batraa bagian $OGO0C adalah 772 bagian darn harta wansan
ARG, maka bagian tersebut ditetapkan sebaya Marta warnsanrmya;

Merirmbang, batrea ketujuh anak XOCCOC secara Dersama-Sama mewarnsi
seluruh warisan G000 dan dibagikan kepada 4 anak laki-laki dan 2 anak
perermpuan dengan  ketertuan bagan anak  laki-laki dua bagian anak
perempuan, dan oleh karena telah erryvat bagian 300000 adalah T2 dar
warisan )OO0 maka masing-masing anak laki-laki berhak mendapat 14/792
bagian darn anak perempuan masing-masing mendapat 7792 bagian;

Al Warts XXXXX dan Bagannya

Menimbang, batwa salab satu anak OG0!0 yait 00000 meningyal
tunia dengan meningoalkan seorany st vatu Penggugat XY dan seoarang
anak laki-laki, karenanya keduarya adalah ahli waris dan Junaidi;

Menimbang, batwa bagian Juraidi dan wanisan 00000 adalah 14792
bagan, maka Pernggugat XV berhak merdapat L8 bagan dan anakimya
merdapatkan sisanya atau 78 bagian, karerarya bagian Penggugat 30 adalah
/3168 bagian dan anaknya mendapatian 4832168 bagian;

Al Warns XXXXX dan Bagiannya

Menimbang, bahwa anak  OOCCC yvang kermudian meninggal adalah
RGO yany meningnal pada tangogal 20 Juli 2006 dengan meninggakan
seorang suarn bermarna GO0 dan 3 (tiga orany anak yaitu X000 X000
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tan OO0 karenarya ahli waris JO000C adalah suami dan ketiga anakrya
tersehut;

Menimbang, barmaa bagian X3GO0C adalah 772 bagian dan harta warnisan
ARG, maka bagian tersebut ditetapkan sebaga harta warnsanrmya;

Menimbang, Baimea X000 sehagal duda X)COCC sesual ketertuan pasal
179 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan b bagian dan sisanya
diberkan kepada ketiga anaknya atau 3/4 bagian yvang dibagikan kepada ketiga
anak perermpuan tersebiut atay masing-rmasing rmendapatkan ¥ Dagian warnsan
A

Menimbang, bahwa harta warisan JCCO0C adalah 772 bagian darn harta
warisan  XOCCK, maka bagian OO0 adalah W28B bagian dan anakrya
rrasing-rmasing rmendapatkan 7288 bagian;

Al Warts XXXXX dan Bagrannya

Menimbiang, bata ahli waris 300G yang meninggal selanjutnya acdalah
ARCGAC bin MGG vang meninggal mnggal 20 Desember 2011 dengan
meninggalkan seorang suami bermama 300000 dan 5 (lima) orang anak yaitu
SO, 0O W00, XOOO0 dan XG0 ;

Merirmbang, barmea bagian G000 adalah 772 bagian dan harta wansan
HOGOUK, maka bagian tersehbut ditetaplkan sebagal barta warnisanrya;

Menimbang, babnea )G sehagal duda )OO sesual ketentuan pasal
179 Kompilasi Hukum lslam, berhak mendapatkan ¥ bagian dan sisana
diberikan kepada anak-anakrya atau 374 bagian dari bagian wans 3OO0 dan
oleh karena kelima anak tersebut terdin dan anak lakidaki dan perempuan,
riaka Bagian anak [aki-laki ditenukan 2 kali bagian anak perempuan;

Menimbang, balwa oleh karena elah terrmyata bagian XG0 adalah 7772
tari warisan OO0, maka X000 berkak mendapat 7/288 bagian, sedangkan
arak lakidaki M0G0 masing-masing berhak mendapat 14768 bagian dan
bragian anak perempuan masing-rmasing acdalah 77668 bagiar;

Al Wars XXXXX dan Bagannya
Menimbang, bahwa X000 meninggal dunia pada tanggal 30 Desermber
2012 dan mennggalkan 5 (lima) orang anak yatu XG0 SOO00L, SO00K,
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OGO dan 3O000L karenanya anak-anak tersebut secara bersama-sama
rerjadi ahli waris RGO dengan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak
PETEMpLAT,;

Menimbany, babwa bagian warisan JQOCK adalah 7288 bagian dari
warisan oGO0, karenarya bagian tersebut ditetapkan sebagal warisan
GG dan bagian masing-masing anak laki-laki adalah 2/288 bagian dan
rrasing-masing anak perempuan adalab /288 bagian,

Ahlf Waris XXXNXX dan Bagiannya

Menirmbang, batnwa ahli waris J0GO00yany meningyal kermudian adalah
istri yaitu XCO0C yang meninggalkan empat orang anak yaitu Pengougat |
(OGOCO Pengguoat T (GOCEEG, Pengougat I GGG dan Tergugat (S
Walktyuni};

Menimbang, bahwa sebagamana elah dipertirmbangkan di ats, batwa
Pengyugat 1 berbeda agama dengan X000 maka ia tidak berhak mendapat
waris dan berbak mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan bagian was at
wajibahirya sama dengan bagian anak perempuan lainma, sedangkan ketiga
arak [ainrya sebagai abili waris 300000 dan berhak mendapat ashabah secara
DErsamra-sama;

Menimbany, babwa bagian waris 00000 adalah U8 dari warisan
ARG, maka bagian tersebut ditetapkan sebagal barta wansnya dan oleh
karena Perggugat mendapat bagian wasiat wajibah sama dengan bagian anak
PETEMpUAn lainmya, maka masing-rmasing vatu 2 (dua) orang anak laki-laki
(Pengougat | dan Penggugat ), mendapatkan masing-rmasing 248 bagian,
sedangkan anak perermpuan vaitu Pengougat | dan Tergugat mossing-rasing
rmendapat 1/48 bagian;

Al Warns XXXXX dan Bagiannya
Menimbang, bafea Penggugat | atau 300000 kermudian meninggal pacda
reerirggal dunia tahun 10 Januari 2020 dan sermasa hidupriya rmenikah dengan

Halzman 50 dari 82 Puiusan Momear 1E94PH GR20159/P4 Teor

M e I A R ey Sk i AP it P SRR N, A TR OGP DT L, T i e s
i cre g el S bt e ol v ettt hertort: clrgr e i vt g i e FIY R i s e Dt i e,
i Fa it e L RS e et pevce Shu e S g eI 30k, v b her ook, o Fm Sege bl Kermmed e v et S0eg A et ¢ Hataman 50

St - e e TG T OR300 I 0y



139

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OGO dan mempuryal 2 (dua) orang anak bermamea J0O0000 dan 300004
karenarna ahli waris $O0000 adalah istri dan kedua anakrya tersebot;

Menimbang, babwa XOOGCC mendapat 14/72 bagian dar owarisan
GG dan 248 bagian warisan 00RO maka bagian OCEOC selurubnya
adalah 1772 bagian;

Menimbang, batwa telah terryata 00000 mempunyal anak, maka
berdasarkan ketenwan pasal 180 Kompilasi Hukurm Islarm rmakea baggian s00O0]
sehagal seorang  janda dan pewaris  mendapatkan 18 (seperdelapan
sedangkan kedua anak lainnya secara bersama-sama mendapatkan ashabah
dan oleh karena anak-anak 200000 terdin dar amak laki-laki dan anak
perernpuar, maka bagian anak laki-laki oadalah odua kali bagian anak
PETEMPLAM;

Menimbang, batwa dengan demikian, maka bagian janda J00000
acdalal 17/576 atau 510728, sedangkan anak laki-laki mendapat 23871728
bagian dan anak perempuanya mendapatkan 11971728 bagian;

Menimbang, babtwa untuk memudabkan permbagian wearisan o tingkat
masing-masing, maka Hakim mengyunakan nilal progertase agar tidak menjadi
pembagian yany terlalu besar yang selengkaprva tersebut dalam  eiktum
putLsan ini;

IMenimbang, babwa berdasarkan uraian perimbangan pembagian wars
secara bertingkat di afs, maka petiturn-petturs Para Penggugat sebagairana
tersebut dalam gugatanmea dikabulkan sebagian dan ditolak selebibirya;

Menimbang, batwa dengan telah ditetapkan obyek sengketa sebagal
harta warisa dan ditetapkan bagian masing-rmasing abli wars secara bertingkat
sehagairmana eraebut o atas, maka Tergugat atau Siapapun yang ot serta
rmenguasal obyek sengketa dibukurm untuk membagi olbyek sengketa kepada
masing-masing abli waris sesuai bagianmya vang jika tidak dapat dibag secara
matura, maka dilelanyg melau lembaga lelang negara dan basilma diserankan
kepada masing-masing ahli waris sesuai bagianmya;

Menirmbang, bahwa terhadap petitur kedelapan Para Pengougst agar
Tergugat dihukurn membayar dwangsorn, tuntutan mana tdak tepat karena
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putusan  dapat  dijalankan dengan upaya paksa  Pengadilan,  kareranya
perrrohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Para Penggugat agar
putusan dalarm perkara ini dapat dijalackan terlebib daholu (vt voor baar b
voor raad) meskipun ada upaya hukurm bartahan (verzet), banding, kasasi dan
peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Merimbang, bamea turtutan tersebut adalab turtutan putusan serta
merta yang diatur dalam Pasal 191 RBy., pasal mana menentukan pacda
pokokrya batrea putisan ser merta dapat dilaksanakan dengan syarat
adarnya alas hak atas akta oentik atau didasarkan puiusan bakim yang telah
perkekuatan hukom otap atau adanya ang jaminan yang sama dengan objek
vany akan dieksekusi, syarat mana tdak terpenubn dalam perkara ini,
karenarnya tuniutan tersebut harusiah ditolak;

Menimbang, bafea berdasarkan selurub rangkaian  perimbangan o
atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagain dan ditolak selain
tan selebihrna yvany selengkaprva terural dalarm dikturm putusan ini;

Merimbang, bahawa bal-hal lain dari keterangan para pibak dan alat-alat
bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selan apa yany telah dipertimbangkan
tersebut i atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis
Hakirm rmemandary tidak perlu dipertirmbangkarn [ehib anjut;

Menimbang, batves karera Tergugat dalam perkara ini adalab pihak
vany dikalabkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.By, semua biaya
wany timbul akibat perkaraini dibebankan sepenubrya kepada Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketertuan hukum dan peraturan perundang-
urdangan serta hukurs syac'l yang berkatan dengan perkara ini, Majelis Hakim
rremjatubikan putusan yang amarrya sebaga berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengguyat sebagian;
2. Menetapkan ahli warls 20000C adalats
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20 GO0
2020 MK
230 KAOOKK;
R 5.0 0
250 HHOOOK;
2.6, HHOOOK;
2 BHOKK
3. Menetapkan Penggugat 11 berbak mendapatkan wasiab wajibah yang
besarrya sarma dengan bagian anak perermpuar X000 ainmya;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 11,329 m2 terletak oi Desa X000,
Kercarmatan XG0, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas -
Sepbelah Barat : tarah }O000C dan tanak 300000
Sebelah Selatan @ XCCCRGOOOUIOG0
Sebelah Tirnur - 300000
Sebelah Utara - 33000

acdalah harta warns  XOOO00C
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris  O000C adalah sebagai
ferikut:

LY HOOOO mendapatkan 12.5 % bagiar;

b.2. A mendapathkan 9,772 % bagiarn;

5.5 HOOOO mendapatkan 9,72 % bagiar;

h.d4. ARG mendapathkan 9,72 % bagiarg

{5557 HOCOO mendapatkan 19,44% bagian;

B.G. A rmendapatkan 19,44 % bagian;

B GO0 mendapatkan 9,72 % bagiarg
E. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat 11 QCO0G0 adalah 9,72
%6 hagian warisan OO0
7. Menetapkan ahli wans X3C000 adalah:

1L RGO
T2 WK
AL OO0
T B
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5. OO0
TB. Q00K
T HOG0K;
B. Menemplkan harta warisan 200000 adalah 9,72 % bagian warnisan
HOCK
9. Menetapkan bagian masing-rmasing ahli warns JGCO0C adalah sebagai
brerikut:

9.1, RCOOK mendapatkan 0,88 % Dagian;

6.2, GOOK mendapatkan 1,77 86 bagian;

9.3 OGO mendapatkan 0,88 % bagian,

G4, OO0 mendapatkan 1,77 %6 bagian;

0.5, OO0 mendapatkan 1,77 %6 bagian;

9.6, QOO mendapatkan 1,77 86 bagian;

G.7. OO mendapatkan 0,88 %6 bagian;
10. Meretapkan abili warns XCO0K adalah:
10,1, MO0
10,2, 3R fain 200K
11. IMenetapkan harta warisan 300000 aralab 1,77% bagian warisan
HORK
T2 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris 00000 adalah
sebagal berikut:

Az AOCOO merdapatkan 0,22 % bagia,
128, HOCOO bin 3OO0 mendapatkan 1,55 % bagian;
1% Menetapkan abli warns X3CO0C adalah:
13.1. O
13.2. HHK R

13.3. OO0

13.4. HOHK N
14. Menetapkan harta warisan 300000 adalah 8,720 bagian warisan
A
15, Menetapkan bagian masing-masing ahli waris $0C000 adalah

sebagal berikut:
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15.1. YCOOOC mendapatkan 2,43 % bagia,
15.2. AL mendapatkan 2,43 % bagian;
15.3. OO mendapatkan 2,473 % bagian;
15.4. AR mendapatkan 2,43 % bagiarg

18. Menetapkan ahli warns X3CO0C adalah:
1 el HOHHG
Tg. PR
143, PR
17.4. SN
i IR
17.6. A
17. Meretapkan bart warisan OGO adalah 8,72 % bagian warisan
A
18. Menetapkan bagian masing-masing  abliowaris 0C000 adalah

sehagai berikut:
18.1. GO mendapatkan 2,43 % bagian;
18.2. QOO mendapatkan 1,82 %6 bagian;
18.3. YCOOOC mendapatkan 0,91 % bagian;
18.4. HoOOK mendapatkan 0,91 %6 bagian;
18.5. SOGOOC mendapatican 1,82 % bagian;
18.6. A mendapatkan 1,82 % bagian;
18. Ienetapkan Abli waris X000 adalat:
18.1. SO
18.2. HHK R
19.3. O
19.4. K

149.5. OO0
20, Menetapkan hart warisan JCCC0C adalah 2,43 % bagian warisan
OGO
21. Menetapkan bagian masing-masing abli waris 0C000 adalah

sebagal berikut:
21.1. ARG mendapatkan 0,69 % bagian;
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21.2. YCOOOC mendapatkan 0,35 % bagia,

21.5. HCC mendapatkan 0,35 % bagian;

21.4. GO mendapatkan 0,69 %6 bagian,

21.5. AR rmendapatkan 0,35 % bagiarg
22, Menetapkan ahli warns X3CO0C adalah:

19:1. HOHHG

19.2. PR

19:3. PR
2. Menempkan Perggugat 11 berbak mendapatkan wasiat wajibah
yany besarmya sama dengan bagian anak perermpuan X000 ainmya
24, Menetapkan hara warizan 3OC000 adalal 12,50% bagian warisan
PG
25, Menetapkan bagian masing-masing ablio waris 00000 adalah
sebagal berikut:

22.1. HOQOO mendapatkan 4,17 % bagiar;

PP GO mendapatkan 4,17 % bagiarng

22.35. QOO mendapatkan 2,08 % bagiar;

2B. Menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat 11 GO0000 dari
warisan JCCOOK adalat 2,08 % bagian warisan 0000
23 IMenetapkan ahli waris }3000C adalah sebagai berikut:

24.1. SRR

24.2. SOCOG birtti 3OO0

24.3. SO b JOOO0K;
28. Menetapkan harta warisan x0000 adalah 19,44 % bagian dar
warigsan OO0 dan 4,17 % bagian dan warisan 200000 atw sejurmlah
23,61 % bagian warisan sGGC0K
29, Menetapkan bagian masing-masing abli waris GO0 adalah
sebagal berikut:

26.1. M0G0 mendapatkan 2,95 8 bagian;

26.2. SO bt GGG mendapatkan 6,89 % bayian;

26.3. HOCO bin OGO mendapatikan 13,77 % bagian
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30. Menghukurm Terugat atau siapa saja yang menguasa obyek
senghketa sebagamana tersebut pada diktum 4 (empaty i atgs untok
rembag harta waris OGO dan membenkannya kepada para abli waris
sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing  tingkatan o atas,
sesual bagian masing-rmasing dan apabila tidak bisa dibag) secara natura
raka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilrya diserabkan sesua
PRGIANITYA Masing-rmasing.

21. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebibma.

&, Mernghukurs Tergugat urtuk mermbzgar biaya perkara ini sejurmlah
Rp 1.886.000,00,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ermam Ribu
Rupiat).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulgaidab 1441 Hirah olebh DrsHFaig, MH.
Hakim Pengadilan Agama Jepara, putusan tersshut diveapkan pada hari it
juga dalarm sidang yang dirvatakan terboka untuk oo oleh bakim tersebut,
dan dibantu oleh Asmono,SH sebagal Panitera Penggant, cdengan dibiadin
Kuasa Para Penggugat dan Terguyat .

Hakirn,

Dra.H.Faig, M.H.
Panitera Penygarti

Asmong, SH.
Perinoian biaya:
- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proges Rp 50.000,00
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- Biaya Panggilan :Rp 675.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setermpat - Rp 1.085.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- PNBP (pyl dan PS) :Rp  30.000,00
- Biaya Meterai Rp £.000,00
Jumlah :Rp  1.886.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
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3. WAWANCARA BERSAMA HAKIM

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Jepara



Nama

NIM

Tempat Tanggal Lahir
Agama

Alamat

Kelamin

Alamat Email

Riwayat Pendidikan

148

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: [lTham Maulana

: 1802016151

: Jepara, 25 Januari 2001

: Islam

: Manyargading 03/01 Kalinyamatan Jepara
: Laki-laki

: 1m959102@gmail.com

1. SDN Manyargading 01 Kalinyamatan Jepara, Lulus Tahun 2012
2. MTS NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus, Lulus Tahun 2015
3. MA NU TBS, Lulus Tahun 2018


mailto:im959102@gmail.com
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